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Pertarna-lama marilab k3t panjatkan pui syukur kehadirat Tukban Yang Maha Esa
karena berkal rahmat dan hidayah-Hya, felah selesai dilzlapkan Kaputusan Mendar
Kesehatan Momeor 922IMENKESISKAUZ008 tentang Pedoman Teknis Fembagian
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KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NCGMOR 522/MENKES/SK/X/2008

TENTANG

PEDOMAN TEKNiS

FEMBAGIAN URUSAN FEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ANTAR A
PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSE, DAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATENIKOTA

’

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK IHDONES (A,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat ()

Mengingat

Paraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Lrusan Pemeninlahan aniara Pemeninlah, Pemerintah Dagrah
Provingl dan Pemerntah  Daersh Kabupaten®eta, peru
menalapkan Kepulusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman
Teknis Pembagian Lyusan Pemerinlahan Bidang Kesehalan antara
Pemerintah, Pemerntah Dasrah Provingi dan Pemenintah Daerah
Kabupaten/Kola;

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tenlang Kesehatan
’ {lLembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan
Lembaran Negara Nomer 2488) -



Menetapkan

KESATU

PEMTEL RDNIAS ThiY

EFLEL ] INDOHRS &

2. LUrdang-Undang Nomer 32 tahun 2004 lenlang Pemerinlahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 -
Nomer 125, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomar 4437) sebagaimans lelah divbah terakhic dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Momer 32 tahun 2004 lentang
Pemenntahan Daergh {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Momor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia MNomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomeor 38 Tahun 2007 tenlang Pembagian
Unysan Pemerintahan anlara Pemerintah, Pemeriniah Daerah
Provinei dan Pemerinlah Dasgrah Kabupalen/Kola (Lembaran
Megara Tahur 2007 Momor 82, Tambahan Lembaran Negara
Momor 4737 )

4. Peraturan Menter Kesehatan Momor 741/Menkes/FER/YIF2008

tentang Slandar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan df
KabupateniKala.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIE INDONESIA
TENTANG PEDOMAN  TEKNIS PEMBAGIAN  LURUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ANTARA PEMERINTAH,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEMKOTA,



KEDLA
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MENTERI KESEHATAN
REPLELIK INDONESIA

Fedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintshan  Bidang
Kesshatan Antara Pemerintah, Pemearnintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Dasrah Kabupatenfota sebagaimana lercanium
dalam Lampiran Keputusan i,

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dikium kedua digunakan
sebagai acuan bagi perangkal kesehatan di daerah unluk
melaksanakan urusan pemerinlahan bidang kesehalan antara
Permarintah, Pemerntab Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
KabupalenfKota.

Kepulusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Chtetapkan di Jakarta
pada langpat 08 Chktober 2008

. dr. Siti Fad(lah Svpari, 5o JF (K)
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A, LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Lindang Momor 3¢ Tahun 2004 tenlang
Pemerintaban  Dagrah, pemsrintaban daerah  menyelenggarakan urusan
pemenintahan yang menjad kewanangannya, kecuali urusan pemerintahan yang
menjadi unisan Pemerntah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang manjad kewenangan daerah lersebul, pemsrintahan dasrah menjalankan
otonomi  seluas-wasnya unluk mengatur dan mengures  sendii | urusan
pemeriniahan herdasarkan asas otonomi dan tugas pambantuan.

Penyelenggaraan dasentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemennlahan
anlara Pamerinlah dengan Pemerinlanan Daerah. Urusan pemerninlahan lerdin
flari urusan pemerintahan yang sepenubnys menjadi kewenangan Pemenintah
dan urusan pemenntahan yang dikelola secara bersama anlara tingkatan dan
susunan pemerintabian atau konkuren. Urusan pemanntahan yang sepenuhiya
merjadl kewenangan pemerntah adalah unrsan dalam bidang peditik luar negeri,
pertabanan, keamanan, rmonater dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Unisan
pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar ingkatan dan sbgunan
pemerintaban alau konkuren adalah urusan-uUrusan pemerintahan gelain urusan
pamerintahan yang sepenuhnya menjadl urusan Pemerinlah.

~ Dengan demikian dalam setiap bidang uruzan pemerinlaban yang bersifal
kankuren senanBiasa terfapal bagian urusan yang menjadi kewenangan
Femerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pematintahan daerah kabupaten/
kala,

Untuk mewuludkan pembagian urusan pemedntaban yang bersfat konkuren
lersebul secara proporsional antara Pemerintah, Pemenintahan Daerah Provingi
dan Pemerinlahan Daerah KabupalenMota maka ditalapkan kntenia pembagian
urusan pemerntahan yang meliputi eksternalitas, akunlabilitas dan efisiensi.
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Penggunaan keliga knteria tersebul diterapkan secara kumulatil zebagai saty
kesaluan dengan mempertimbangkan kegerasian dan keadilan hybungan antar
lingkatan dan susunan pemennlahan.

Lirusan vang manadi kewenangan daerah terdivi dan urusan wajib dan unisae
pilihan. Mamon mengngal terbatasnya sumber daya dan sumbar dana yang
dimiki oleh dasrah, maka pnoritas penyelenggaraan srusan pemerintakan
difckuskan pada urugan wajib dan urusan piiban yang benar-bérar mengarah
pada penciptazn kesejahlaraan masyarakat disesuaikan dengan kendisi, potensi
dan kekhasan daerah yang bersangkulan,

Urituk ily pembeardayasn dard Pemerinlah kepada pemerinlaban daerah menjadi
sangat penting wuntuk meningkalkan kapasilas dasrah agar mampu memenuhi
narma, standar, prosedur dan knleria sebagai prasyaral menyelengoarakan
urusan Pemanntahan yang menjadi kewenangannya.

Sebagaimana diamariatkan dalam Fasal 4 ayat (2] bahwa pengaturan tekris
unluk mMasing-masing sub bidang alau sub sub bidang urusan pemerintabiEn
diatur dengan Peraturan Menlerif kepala LEND.

Untuk meényamakan pengakivalisasian urusan wa)ib bidang kesehalan, maka
dalam rangka memberikan panduan unluk menyelengnarakan urusan wajb
bidang kesehatan antara Pemenntah, pemerintah dagrah provinsi dan pemeriniah
daerah  kabupaten/kota, lelah  dilelapkan Keputusan Menfen Kesehatan
Momor 322MENKES/SK2008 lentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan
Farmerntahan Antara Femearintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemeriniah
Oaerah KabupataniKota.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Taknis Pembagian Urusan Permenntahan Antars  Pemérintah,
Pemerinlzh Daerah Provinsi dan Pemeriniah Daerah Kabupaten®ota ini
dimaksudkan guna memberikan panduan kepada aparatur kesehalan pusal dan
daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian,
sefta pengawasan dan pertangqungiawaban penyélenggaraan vrusan wajib
trdung kesehatan
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PENGERTIAM

Pamennlah Pusat, selanjulmya disshul Pemerintah, adalah Prasiden Rapublik
Inglemesia yang memegang kekuaszan pamerntahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimgksud dalam Undang-Undang Dasar MNegara Kepublik
lndanesia Tahun 1945

Pemerintahan Dasrah adalah penyelengoaraan orusan pemerntaban olah
pemerntah dagrah dan DPRD menural asas olonomi dan tugas pembanluan
dengan prinsip otoromi seluas-uasnya datam sistem dan prinsip Negara
Kesatwan Republlk Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Megara
Republik Indonesia Tahun 1945

Urusan Femenntahan adalah lungsi-ungsi pemerintakan yang menjadi hak dan
kewajiban setiap Gngkatan dandatau susunan pemenniahan untuk mengatur dan
mengurus fungsi-fungs fersebul yang menjadi kewenangannya dalam rangka
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan Pemenntahan Skala Nasional adalah urusan pemerintahan yang bersifat
nazional, lermasuk urusan pemerintaban yang lintas provinsi sesuai khitetia
ekslernalitas, akuntabilitas dan efisiens,

Urusan Pemeriniahan Skala Provinst adalah urusan pemerintahan yang bersifal
regiomzal, termasuk urusan pemerintahan yang linlas kabupalendola sesuai
kriteria ekslernalitas, akunlabilitas dan efisienst,

Urysan Pemenntahan Skala Kabupalenata adatah uusan pemenintaian yang
bersilat lokal di wilayah kabupalen'kata sesuan kiteria eksternalitas, akuniamhtas
dan eligignsi.

Fenagelolaan adalsh penanggungjawab alas jalannya urigan.

Penyelenggaraan adalah melakukan'melaksanakan urusan sesuai perinlah.
Unuzan Wajib adalah urusan yang berkailan dengan hak dan pelayanan dasar

Warga negara yang penyelengiaraannya diwajibhan oleh peraturan perundang-
urdangan kepada gasrah untuk perindungan hak kansltusional, kepentingan
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nasional, kesejahtérazn masyarakal, ketenteraman dan kelerliban umom
dalam kerangka menjaga keutuhan Negara Kesatwan Republin Indonesia,
serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan
konvensi internasional:

Usizan Pilhan adalah urusan yang secara nyata ada di Daeiah dan berpolensi
untuk meningkatkan kessjahteraan masyarakat sesoai kondist kekhasan dan
patensi unggulan daerah,
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BAE Il
URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN

—
—————————

A. URUSAN BICANG KESEHATAN

Dalam Pagal 2 Peratran Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 diamanatkan bahwa
bidang kesehatan merupakan urusan pemerintzhan yang dibagi bersama antar
fingkatan danatau susunan pemernintzhan, yang dissbul pga dengsan urosan
pemennlzhan yang barsifat konkwen, yang diselenggarakan bersama oleh
Permesiniah, Pemenintahan Caerah Provinsi dan Pamenntaban Daersh Kabupalen/
Kata,

Sistimatika perbagian urusan pemerintahan bidang kesehatan yang barsifat
konkuren adalah sebagai berikyt -

1. Bidang : Kesehalan

Sub Bidang -

2.1. Upaya Kesshatan.

2.2, Pembiayaan Kesehalan,

2.3, Sumber Daya Manusia Kesshatan,

2.4, Dhat dan Perbekaian Kesehatan

2.5, Pemberdayaan Masyarakat.

26, Manajeman Kesehatan.

3. Subsub Bidang :

3.3, Pencegahan dan Pemperantasan Penyakit

32 Lingkungan Sehat.

3.3, Perbaikan Gizi Masyarakat.

34. Pelayanan Kesehatan Percrangan dan Masyarakat.

38 Pembiayaan Kesehalan Masyarakal.

38, Peningkatan jumiah, mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehalan

17, Ketersediaan, Pemerataan, Mull Obat dan Kelefangkauan Harga Obal
sera Perbekalan Kesehatan.

38. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperitaky Hidup
Sehat dan Pengambangan Upaya Kesehatan Bersumberdays Masyarakat
{UKEM].
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38 Kebijakan.

3.10. Penelilian dan Pengembangan Kesehatan.

311, Kerjasama Luar Megeri.

3.12. Penngkatan Pengawasan dan Akuniabiltas.

313, Pengernbiangan Sistemn Informasi Kesehatan (SIK).

Rincian masng-masing Sub Bidang dan Sub Sub Bidang pada masing-masing
lingkatan pemerintahan sebagaimana terlampir.

URUSAN WAJIE DAN SPM

Fembangunan kesehatan mempakan upaya unluk memenuhi salah salu hak
dasar rakyal, yaitu hak unluk mempercleh pelayanan kesehatan sesuaj UUD
1445 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 lenlanyg Kesehatan, Bahkan
untuk mendapatkan penghidupan yang layak di bidang kesehatan, amandernen
kedua LD 1845, Pasal 3 ayat (3) menetapkan @ "Negara bertanggungiawab

atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang
layak”.

Ci era ctonomi deerah amanal amandersen dimaksud, memponyai makna
penting bagi langgung jawab Pemenntah Dasrah sebagai sub sistem negara
kesatuan Repubtik Indonesia terhadap macyarakat, dan Pemerinlah Daerah
diluntut dapat menyelenggarakan pelayanan kesshatan yang layak, tanpa ada
diskriminasi sosial, budaya, ekandmi dan politik, Amanal ini harus ditegemabkan
dan dijabarkan secara baik obeh sistern dan perangkat permenntahan daerah,

ntuk lebih menjarsin penerapan hak-hak publik sebagaimana tersabutl di
atas, oi era olonomi dasrah U No. 52 Tahun 2004 dalam Pasal 11, 13 dan 14
telah menjadikan penanganan bidang kesehatan sebagal urusan wajiby' lugas
pemerintahan yang wajit: dilaksanzkan oleh daerah. Merujuk Fasal 11 ayat (4],
maka penyalenggaraan pelayanan kesehatan yang layak dalam batas pelayanan
minimal adalah merupakan fanogung jawab atau akunlabilitas yang harus
disetenggarakan oleh daerat yang berpedoman pada PP Mo, 65 Tahon 2005
tentang FPedorman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Secara ringkas PP Mo, 62 Tahun 2005 memberikan rujukan babwa SPM adalah
ketentuan Irengenar jenis dan mulu pelayanan $asar yang merLpakan urugan

— 1 -
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wajib daerah yang berhak diperclsh seliap warga negara secara minimal,
terulama yang berkailan dengan pelayanan dasar, baik Dagrah Provinsi maupun
Oaerah Kabupaten/Kola.

SPM 8idang Kesehalan diterapkan pada uwrusan wajib daerah. Oleh karena
itu SPW merupakan bagan integral dari Pembangunan kesehalan yang

barkesinamburgan, menyeluruh, terpadu sesuai  Rencana  Pembangunan
Jangka Menengah Nasional.

-1 -



G SR LTTHEET Ho 022 REMEZZ 502000 -

BAB i
PENUTUP

Penyelenggaraan urusan pemsnntzhan yang bersifat wajit diselenggarakan
oleh Pemenintah, Pemerintab Daerah Provinsi, dan Pemerntzh Dagrah Kabupaten,
dan Koty sesual kewenangannya sebagaimana digiur datem Peraturan Pemerintad
Momor 38 Tahun 2007 perlo dilaksanakan secara efisien dan elekif.

Dengan disusunnya Pedoman Teknis Permbagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerinlah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerinlab Dagrah Kabupatenfiota
diharapkan dapal menjadi acuan bagi aparalur kesehalan pusat dan daerah dalam
melaksanakan perencanaan, pelaksangan dan pengendalian, sena pengawasan dan
peranggungjawaban penvelenggaraan urusan wapb bidang kesehalan

- 12 -
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1. SUBEIDANG : UPAYA KESEHATAN
t.1. SUB - SUB BIDANG : PENCEGAHAN DAN FPEMBERANTASAM
FENYAKIT
1.1.1. PEMERINTAH - Penneldaan surverans epidemiclagi kejadian
luar biasa skala nasicnal
FROVING . Penyelenggaraan  surveifans  epidemialagi,
paiyelidikan kejadian luar bigsa skala provinsd
HKABHOTA . Penyelenggaraan  surveifans  epidemiolagi,
penyehdikan  kéjadizn  luar  biasa  skala
kabupalentkota

A, PENGERTIAMN :

1. Survedans epidemicdagi adalah ¥egiatan anafisis secars sistemats dan
terus menerus terhadap penvskil atau masalsh-masalah kesehatan dan
kondisi yang mempengarubi erjadings pemingkatan dan panufaran peryakit
alau masalah-masalah kesshatan tersebul agar dapat melakukan tindakar
penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data,
pengoiahan dan penyebaran informasi epidemiclogi kepads penyelenggara
program kesehatan,

2. Kejadian Luar Biasa (KLE) adalah timbulnya atau meningkalnya kejadian
kesaknan dan atau kematian yang bemmakna secara epidemiclogis pada
suatu daarah dalam kunn waktu tertentu.

3. Pengelolaansurvelansg epidemiolegi KLB skala nasional adaiah suatu bentuk
penyelenggaraan suryeilans epidemiclogi, yang berokus pada penylsunan
dan penetapan kebijakan dalam bertuk NSPE, pengembangan sumber daya
manusia epidemiologis kasehatan, kajian, investigasi, dan penangoulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB) yang diperkirakan berpotens menadi pertiatian
nasional maupun intemasional (Public Health Emergency of Inlarnational
ConcerndPHEIC), panyebaran informasi epidermiciogrs skala nasional serta
pengelolaan SE memerukan teknologi dan analisis yang belum mamgy
diselenggarakan gada tingkal provinst dan kabupatenskora.

- 13 -



= Largear SF MENAES Mo, D2 MENKES Gk 2 -

4. Penyelenggaraan surveilans epidemiolngi KLE skala provinsi adalah suatu
bentuk penyelenggaraan surveilans epidemiclogi. yang berfokus pada
panyusunan dan penetapan kebijakan untuk peryssunan rencana kerja
operasional program kesehalan tingkal provinsi, kajan, invesligasi, dan
penangoulangan Kejadian Luar Biasa (KLE) lintas kabupalenikota, pelatihan
leknic SE, penyebaran informasi kesehalan skala provinsi, penginman
laporan ke pusat, serta melaksanakan tmbingan teknis kinerja SE terhadap
kabupaten/kola.

B, Penyelenggaraan surveilans epidemiglogi KLE skata kabikota adatah suatu
benlk penyelenguarasn surveilans epidemiologi, yang berfokus pada
penyusunan dan peretapan kebijakan uniuk penyusunah rencana kens
operasionat pragram kesehalan tingkat kabupalenkola, kajian, investigasi,
dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLE) di kabupatendola,
pelatihan leknis SE, penyebaran Informiasi kesehatan skala kabupatanikota,
pengiiman laporan ke pusat dan provinsi, serta melaksanakan himBirdan
teknis kinerja SE terhadap onil pelaksara leknis kabupatandota maupun di
masyarakat.

BE. URUSAN PEMERINTAHAN :

£ ths ; SR 5

Pengekzlaan SE dan KLE | Penyelenggaraan enyelenggaraan

skala nasienal : SuUrvellans epidemiologi | Surveilans epideminlogi

KLE skala provinsi : KLEB skala kab'kola;

1. Penelzpan norma, 1. Penyusunan dan 1. Penyusunan dan
slandar, pedoman penetapan ekijakan penslapan kebijakan
dan kriteria. unbuk penyusunan unluk penyusunan

rencana karja rentandg kena
pperasional program operasional program
kecehatan Gngkat kesehatan lngkal
provins, kabupatenota.

2. Kajan 5E Z. Kajian SE 2 Kapian SE

- 14 -
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'PEMERINTAH PEMDA (PEMDA . -
PUSAT PROVINSI. KABKOTA, .
. Investigasi dan Investigasi, dan . Investigasi, dan
penanggulangan penanggulangan penanggulangan
¥LBiwabah yang Kejadian Luar Kejadian Luar Biasa
menjadi FHEIC Biasa {KLB) lintas (KLB) di kabupalen/
kabupatendketa. kota.
. Pengembangan Felatihan teknis SE . Pelatihan taknis SE
SDM epidemidogs
kesehatan
. Penyebaran informasi Peryebaran informasi | &, Penyebaran informasi
skala nasional skala provingi skata kabupalsnkota
. Pengelslazn 5E Fenyampaian laporan | 8. Penyampaian laporan
yang memerukan berkala penyakit berkala penyakil
teknologt dan analisis menular potensisl menuar potensizl
yang belum mampu wabah dan laporan wabah dan laporan
dikesiakan provins| insldentil situasi insidentil situasi
danvalzu kabupaten! penyakit yang penyakil yang
kota diznggap pariy dianggap periu
Bimbingan teknis . Bimbingan teknis
kinerja SE terhadap kinerja SE lerhadap
kabupatens kola. unlt pelaksana
teknis kabupaten
kota matipun di
masyarakat,

C. PENANGGUNG JAWAB! RODRDINATOR :

1. PELAKSAMAAN URUSAN PEMERINTAHAM BIDANG KESEHATAN Dl

PUSAT

Sebagai penanggunyg jawabvkoordinator adalah Departemen Kesehatan
{unit utama yang bertanggung jawab di bidang pengendalian penyakit dan
penyehatan [ingkungan).

- 15 =
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2 PELAKSAWAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN O
PROVING

sebagai penangqung jawablkoordingtor adalah Dinas Kesehalan Proving,

1. PELAKSAMAAN URUSAN PEMERINTAHANW BIDANG KESEHATAN DI
KABUPATEMKOTA

Sebagai peranggung pwabikosedinalor adalah Dinas Kesehalan Kabupaten!
Kola.,
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1.1.2. PEMERINTAH  : Pengelotaan pencagahan dan penanggulangan penyakit
- menular berpotensial wabab, dan yang mefupakan
komitmen global skala nasional dan inlzrnasional

PROGVINSI . Penyelenggaraan pencegahan dan pananggulangan
penyakil menular skala provinsi, penyelidikan keadian
luar Biasy skala proving

KAB/KOTS . Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular skala kabupatenfkola

A. PENGERTIAN :

1. Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menulan polensial
wahah dan menjadi komitmen global, skals nasional serta infernasional
adaiah sualu benluk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan
panyakit manuiar potensial wabah yang berfokus pada penyusunan dan
petelapan kebijakan dalam bentuk NSPK, pergembangan sumber daya
manusia pengelola, kajian, bimbingan teknis. monitoring dan gvaluasi, serta
penalalaksanaan kasus yang memerlukan teknolog dan sumber daya yang
belum mampu diselenggarakan pada lingkal proving dan kabupalanikota,

¢ Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala
proving, peryelidikan kejadian ugr biasa skala provinst adalah sualu bentuk
panyelenggaraan pehtedahan dao penanggulangan penyakil menular
potensial watiah yang berfokus pada panyusunan dan petelapan kebijakan
uriuk pemyusunan encana kena operasional program ¥esehatan tingkal
provinsi, penyelidikan KLB linlas kabupaten'kzla. pelatiban leknis pengelola.
kajian, bimbingan teknis, manitoring dan evaluas:, serla panatalaksanaan
kasus yang memerlukan teéknologi dan sumber daya yang belumn mampu
diselenggarakan pada lingkat kabupaten'kola

3. Penyelenggargan pencégahan dan penangoulantdan penyakil menular skala
kabupatenkola, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupatenfkota
adalah sualu bentuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular potensial wabah yang berekus pada peanyusinan dan
penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional progranm

17 -
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kesehatan tingkat kabupatenfkota, penyelidikan KLE skala kabupatenfkela,
pelatinan teknis pengealola, penatakaksanaan kasus kajian, bimbingan beknis,
mianitaring dan evaluasi ternadap unit peiaksana eknis dan FIEI'II'},'EIE'I‘FQQEI"HEIH

pleh masyarakal

B. URUSAN FEMERINTAHAN:

PEHFH.IHTAH o | b ",“”‘F‘.E'Mﬂf‘ ;.“,_. el a - JPEHDA
U UPUSAT i | T PROVIBRI Y g KABKOTA
Pengelclaan pencegahan | Penyelenggaraan Penyelsnggaraan
dan penanggutangan pancegahan dan pencegahan dan
penyakit menular penanggulangan penyakit | penanggulangan peayakit
polensial wabab dan manular skala provinsd, mgnular skala kabupaten/
menjadl komilman global, | penyelidikan kejadian luar | kota penyelidikan KLE
skala nasional 3era basa skala provingt © skala kabupatenkota ;
intemasianal :

1. Penyusunan dan 1. Penyusunan dan 1. Penyusunan dah
panetapan kebijakan penetapan kebijakan penatapan kebijakan
dalarn benluk HSPK, unluk panyusunan untuk panyusunan

rencana kerja rencans kefa
QPErasional program operasional program
kesehatan ngkal kasehalan fingkat

: provinsi. kabupaten/kola,

2. Penyelidikan KLE 2. Panyelidikan KLB <. Penyelidikan KLB
finlzs propins:, lintas kabupatenfkota skala kabupatendola

3. pengembangan 3. Pelalihan teknis J. Pslabhan teknis
sumber daya manusia pengelola pengelola
pengelola, '

4. Kajian SE 4. HKajian SE 4. Kajian SE

— 18 -
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- PEMERINTAH FERDA - PEMDA -
 PUSAT " PROVINSI KAB/KOTA . -
. Tatalaksana kasis 5. Talalaksana kasus Talalaksana kasus
yang memerfukan yang meredukan
leknodogi dan leknabogi dan
sumnber daya vang sumber daya yang
belum marmpu befum mampu
diselanggarakan disslengnarakan
pada tingkat provinsi pada brghat
dan kabupalentota kabupatenfkota
. Bimbingan 1eknls, . Bimbingan teknis, . Bimbdngan teknis,
monikoring dan meniloring dan moniloning dan
evaluasi evatuasi evaluasi terhadap
urit pelaksana leknis
dan penyelenggarash
oleh masyarakat,

PENANGGUNG JAWAER! KOORDINATOR

1.

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAM BIDANG KESEHATAN D
PUSAT |
Sebhagsi penangoung  jawabkoordinator laknis adaleh  Departemen
Kesehatan {unil ulama yang henangdung jawab di bidang pengendalian
penyakit dan penyehalan Ingkungan).

PELAKSANAAN URUZAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN D
PROVINSI :
Sebaqal penanggung jawabloordinator adalzh Dinas Kesehatan Proving.

PELAKSANAAN URUSAM PEMERINTAHAM BIDANG KESEHATAM [N
KABUPATENKOTA _

Sebagai penanggungjawabikoordinalor adalah Dinas Kesehalan Kabupatenf
Kota.

- 10 -
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1.1.3. PEMERINTAH  : Pengelolaan pencagahan dan penanggulandggn penyakit
liclak mgnular terteniu skala nasional

PROVINSI © Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan
peryakit idak menular tertentu skaka prowrsi
KABIKOTA - Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan

penyakit tdak menular tertentu skala kabupatenkota

————————— — T
e e —— L T )

A  PENGERTIAN :

1, Pengeldaan pencegahan dan penanggulangan penyakil tidak meanular
tertentu skala nasional adalah suatu bentuk penyslangqarzan pencegahan
danpenanggulanganpenyakit tidak menular yang berfokus pada penyusunan
dan penelapan kebijakan dalam bentuk NSPK, pengembangan sumber daya
manusgia pengelola, kajian, kirmhingan leknig, monitonng dan evaluasi, sera
penatalaksanaan kasus yang memerfukan leknologi dan sumbes daya yang
belum mampu diselenggarakan pada lingkat provingi dan kabupaten/kota

2. Penyelenggarsan pencegahan dan penanggulangan penyakil tidak renuiar
lertenlu skala provinsi adalah sualy benluk penyzlenggaraan pencegahan
dan penangguiangan  penyakit bdsk menular yang befokus pada
penyusunan dan penetapan kebijakan uniuk penyusunan rencana kerja
pperasicnal program kesehalan fingkal pravinsi, palathan leknis pengebsla,
kajian, bimbitgan \eknis, mealemng dan evaluasi, sera penatalaksanaan
kasus yang memerukan leknologh dan sumber daya yang belum mampu
diselenggarakan pada tingkal kabupatanikota,

3. Penyelenggaraan pencegahan dan penargaulangan penyakil lidak menlar
ledentu skala kabupalentkota adalah sualu bentuk penyelsnggaraan
pancegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular yang berfokus
pada penyusunan dan penetapan kebijakan uniuk penyusunan rencana keqa
operasional program kesehatan tingkat kabupalen'kota, pelatihan teknis
pengelela, penatalaksangan kasus kajian, bimbingan teknis, monitoing
dan egvaluasi terhadap unil pelaksana teknis dan penyelenggaraan oleh
masyarzkat.
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B URUSAN PEMERINTAHAN :

" PEMERINTAH PEMDA PEMBA
PUSAT PROVINS) KABKOTA
Fengelolaan pencegahan { Penyelenggaraan Penyelenggaraan
dan penanggulangan penceganan dan pencegahan dan
penyakit tidak manylar penangguiangan penyakil | penanggulangan penyakit
terlentu skala nasional: bdak menular fefentu bdak menular tertentu
skaka provng ; skala kabupatenkola ;
1. Penyusunan dan 1. Penyusunan dan
penetapan kabijakan pengtapan kebijakan 1. Fenyusunan dan
tlatam bentok NSPK. unluk pemyusunan penalapan ketijakan
rencana kanja WUk penyusunan
oferasmnal program fancana kerja
kesehalan ingkat aperasional prograim
pIOVINSI. kesehatan lingkal
kabupalenkota.
2. Pengemhbangan 2. Pelatihan leknis 2. Pelalihan teknig
sumber daya manusia pangelola pengekols
pengelnta
3 Kajian SE 3. Kajan 5E 3. Kajian SE
4. Tatalaksana kasug 4. Tatalaksana kasus 4, Talalaksang kasus
yang merne ukan yang memedukan
teknologi dan teknatugi dan
sumber daya yang sumber daya yang
Belur r@mp belum mampu
diselanggarakan diselenggarakan
pada tingkat provinsi pada tingkat
dan kabupalenfkota kabupalankata
% Bimbingan teknis, 5 Bimbingan leknis, 5. Blmbingan teknis,
monilaring dan maonikoring dan monilring dar
gvaluast evaluasi evaluast terhadap

unil pelaksana tekris

dan pemyelenggargan
oleh masysrakal.

- -
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C. PENANGGUNG JAWAB! KOORDINATOR :

1.

PELAKZANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAM DI
PUSAT

Sebagar penanggung jewabkoordinalor adalah Deparemen Kesghatan
{unit ulama yang beranggung jawab di bidang pengendalian penyakil dan
penyehatan lingkungan).

FELARSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN D
FROVING]

Sebagai penangguny jawabfkoowdinglor  adalah Daerah  Kesehatan
Frovinsi

PELAKSANAAN URUSANM PEMERINTAHAN BIDAMNG KESEHATAM Oh
KAEBUPATENEOTA

Sebagai  penanggung  jawabvkoordinator  adalah  Dinas  Kesehatan
Kabupateritata.

T -
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1.1.4. PEMERINTAH  : Penanggulangan masalah kesehatan akibal bencang
dan wabah skala nasional '

PROVINS . Pengendalian operasional penanggulangan masalah
kesehatan akibat bencana dan wabah skala provins

KAB/KOTA, - Penyglenggaraan operasionar penanggulangan masalah
kasehatan akibat bencana dan watxah skala kabupatan/
kola

A. PENGERTIAN :

1. Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala
nazpnal suaty  benfuk  penyelsnggaraan penangoulangan  masalab
kasehatan akibal bendana dan wabah berfokus pada penyusunan dan
penetapan kebijakan dalam bentuk NSPK, pengembangan sumber daya
manusia pengelola, kajian, bmbirgan teknis, moniloing dan dvaluasi, sera
penatalaksanaan kasus yang memerlukan teknolagl dan sumber daya yang
belum mampa diselsnggarakan pada tingkal provinsi dan kabupaten/kola.

2. Pengendalian operasienal penanggulangan masalah kesehalan akibat
bencana dan wabah skala proving! adalah suatu beniuk penyelsrggaraan
penangguiangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah yang
berfokus pada penyusunan dan psnelapan kebijakan unduk penyusUnan
rencana kerja oparaswnal program kesehatan tingkat provinsi, penyelldikan
KLE lIntas kabupatenikata, pelatihan tekms pengelola, kajian, bimbingan
teknis, monitoring dan evaluasi. serta penalalaksanaan kasus yang
merneriukanieknologidan sumber dayayangbetummamput diselenggarakan
pada lingkal kaoupalen/kota.

3 Penyelenggaraan operasional penanggulangan  masaiah  kesehatan
akibat bencana can wabah  skala kabupalenfkota adalah sualu bentuk
penyelenggaraan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana
dan wabah yang berfokus pada penyusunan dan penetzpan Kebiakan
untuk penyusunan rencana kena operasional program kesehatan lingkal
kabupalenikota, penyelidikan KLB skala kabupatenfhota, pelalihan teknis

-
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pangekola, penstalaksanaan kasus Kajian, Dimbingan fekmis, manitonng
dan gvaluasi terhadap unit pelaksara teknis dan penyelenggaraan oleh

masyarakat.

B. URUSAN PEMERINTAHAN :

PEMERINTAH PEMDA PEMDA .
PUSAT PROVING! KABKOTA =

Penanggulangan Pengendakan operasional | Panyslengoaraan

masalah kesshatan akibat | penanggulangan masalah | operasional

bencana dan wabah skala j kesehatan akibat penanggulangan masalah

nasicnal; bencana dan wabah kesehatan akibat

shala provinsi - hencana dan wabah
skala kabupatenkola;

1. Penyysunan dan 1. Panhyusunan dan 1. Panyusunan dan
penetapan kebijakan penatapan kebijakan penetapan kebijakan
dalam benluk NSPK untUk panyUSUnan untuk peEnyusunan

rencana kedja rancana kerja
pperasional program operasional program
kesehalan tingkat kesehalan tingkal
prosinsi, kabupatenfkota

2. Penyelidikan KLB 2. Penyelidikan KLB 2, Penyefidikan KLB
lintas progins. linlas kabupaten'kola skala kabupatenfiots

3. Pangembangan 3. Pelslihan teknis 3. Pelafihan teknis
surnber daya manusis pengelda pengstola
pengelol:

4. Kajlan SE 4. Kajian SE 4, Kajian SE

5. Tatalaksana kasus 5. Tatalaksana Kasus 5. Tatalaksanaan kasus
yang memerukan yang memariukan
taknologi dan teknologi dan
sumber daya yang sumber daya vang
beelum mampu belum mampu
diselenggarakan diselenggarakan
pada lingkat provingi pada ingkal
dan kabwpatenfkola kabupatenikola.

YR
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= A PENERINTAH PEMDA PEMDA
oo PUSAT FROVINSI KAB/KOTA
£. Bimbingan teknis, 6. Blmbingan teknis, Bimbingan teknis,
meniloring dan meniloning dan monitering dan
evahas. eya| Lasi evaluasi terhadap
unit pelaksana teknis
dan panyelanggaraan

oleh masyarakat

PENANGGUNG JAWAB! KCORDINATOR :

1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAM BIDANG KESEHATAN DI

PUSAT

Sebagal penanggung jawatvkoordinator adalah Departemen Kesehalan
{unlt ulama yang bertanggung jawab di bidang pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkurgan). '

FROVING]

2. PELAKSANAAN URUSANM PEMERIMTAHAM BiDANG KESEHATAN Df

Sebagai penanggung jawabkaordinator adatah Dinas Kesehatan Pm'.rhsi_'

3. PELAKSAMAAN URUSAM PEMERINTAHAN BIDAWG KESEHATAN DI
KABUPATEMIKOTA
Sehanai penanggung jawabikoordinator adalah Dinas Kesehalan Kabupaten(

Kota,

N | SR
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1.1.5. PEMERINTAH  : Pengelclaan karanting kesshatan skala nasional
PRCYIKSI - -

KABKOTA - -

_— —mm
T Te— - T —

A. PENGERTIAN :

Pengeiolaan karanbina kesehatan gkala nasional adalah suatu  benluk
penyelenggaraan karanlina kesehatan yang berfokus pada penyusunan dan
penslapan kebijakan dalam bentuk NSPK, pengambangan sumbsr daya
manusia penpelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta
peratalaksanaan kasus yang mamedukan teknologi dan sumber daya yang
mengacu pada Feratuan Kesehatan Intemasional {|HR)

B. URUSAN PEMERINTAHAN :

qﬁE@fﬂﬁﬂm{ JERITTA
"“*‘BE“T“ o C R

F‘engelnlaan karanting -

kesehalan skala nasicnal;

1. Penyusunan dan
penatapan kekbijakan
dalam benluk NSPK

2. Pengembangan
sumber daya manusia
pengelaka

3. Kagjian

4. Bimbingan lzknis,
mondlaring dan
evaluasi

5. Tatalaksana kasus -
yang memerukan |
ieknologi dan
smber daya yang
mengacu pada
Peraturan Kesehalan
Internasional [IHR)

K] L CPEMDALL -
L S :amnn{nm@

- f -
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C. PENANGGUNG JAWABR! KOURDINATCR :

FELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [t FUSAT
Sebagai penanggung jawabikoordinater adalah Departermen Kesehalan {unit
ulzema yang bertanggung jawab di bidang pengendalian penyakit dan panyehalan

ngkungan),

_ 9T -
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1.2. SUB - SUB BIDANG : LINGKUNGAN SEHAT
1.2.1, PEMERINTAH 1 Pengelotaan pencegahan dan penanggulangan

pencemaran lingkungan skala nazional

PROVING . Penye'enggaraan penceqahan dan perang-
gulangan  pancematan  ingkurgan skala
provins

KABIKOTA . Penyelanggaraan pencegahan dan penang
gulangan pancemaran  hngkungan  skala
kabulpatanikota

A, FENGERTIAN

1, Pengelulsan pencegahan dan  penanggulangan pencemaran ‘ingkungan
skala nasional adalah suatu bentuk penyslerggaraan percegahan dan
penangoulangan pencemaran lingkungan yang bDerokus pada penyusunan
dan penetapan kebyakan dalam benluk NSPY, pengembangan sumber daya
memsia pengslola, kajian, Wmbingan weknis, monitoing dan evaluasi, sera
upaya kesehatan lingkungan vang memerukan teknaog dan sumber daya yang
belum marnpu diselenggarakan pada lingkal provingi dan kabupalandota

Z. Penyelenggaraan pencegahan  dan  penanggulangan  pencemaran
lingkungan  skala provinsi adalah  suahu bentuk  penyelanggaraan
pentegahan dan penanggulangan pendamatan ingkungan yang berfokus
pada penyusunan dan penslapan kabjakan unluk penyusunan réncana
kefja oparational program kesehatan dngkad provine, pelatihan leknis
pangelola, kajan, Wmbingan teknis, motoring dan evaluasi, sera upaya
kesehatan lingkungan yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang
helurn mampu diselengnarakan pada ingkal Kabupatenbkola

3. Pcnyelenggaraan  pencegahan  dan  penanggulangan  pencemnaran
lingkungan ckala kabupalenkota adalah suatu bentuk penyelenggaraan
pencagahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang berdakus
pada penyusunan dan penetapan kebijakan uniuk penyusunan rencana
keja operasianal program kesehatan tingkatl kabopstendkota, pelatban
tekniz pangelola Yajian. bimbingan teknis. monitenr.g dan evaluasi techadap
unit pelaksana tekinis dan penyelenggaraan oleh imasyarakat

_ 98 —
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B. URLSAN PEMERINTAHAN :

"V HENERINTAR PENDA' PEMDA’
. FUSAT . FROVINSI KAB'KOTA

Fengelolaan pencegahan | Penyelenggaraan Penyelenggaraan

dan pananggulangan pencegahan dan pencegahan dan

pencemaran lingkungan [ pananggulangan penanggulangan

skala nasignal © pencermnaran ingkungan | pencemaran lngkungan

gkala provine skala kabupalsnkota :

1. Penyusunan dan 1. Penyusunan dan 1. Penyusunan dan
penetapan kebijakan penetapan kehiakan penelapan kebilakan
dalam bentuk HSPK. untUk penyusunan untuk penyusunan

rencana kerja rencana kefja
operagional program operagional praogram
kesehatan Lingkat kegahalan. ingkat
pROVinSi. kabupatentkols.

2. Pengembangan 2. Pelatihan teknis 2. Pelalihan laknis
sumber dayva manusia pengeinla pengelola,
pengebla

3. Kajian ADKL 3. KajianADKE 3. Kajian ADKL

4. Bimbingan teknis, 4. Bimbmgan takms, 4. Bimbingan leknis,
ronilonng dan moritoring dan manitoring dan
evaluasi evaluasi. evaluasi lerhadap unit

pelaksana taknis dan
penyslanggaraan
oleh masyarakat

5. Upaya kesehalan 5. Upaya kesshatan 5.
lingkungan yang lingkungan yang
memerukan teknologi memerukan [eknologi
dan sumber daya dan sumber daya
yang belum mampu yang balum mampy
digalenggarakan tiselenggarakan
pada tingkat provinsi pada ltingkat
dan kabupatenfkola kabupalznkala

-y -
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C. PENANGGUNG JAWAB! KOORDINATCR :

1.

FELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI
PLUSAT

Sebagai penanogung jawabikoardinaler adalah Cepartermen Kesehatan
funit utama yang bedanggung jawab di idang pengendalian penyakil dan
penyehatan ingkurigan).

PELAKSANAAN LIRUSAN PEMERINTAHAH BIDAMG KESEHATAN DI
PROVINGI

Sebagal penangoung jJawabikeordinator adatah Dinas Kesehatan Provinsi,

FELAKSANAAM |IRUSAN PEMERIMTAHAN BIDANG KESEHATAN DI
KABUPATEMKOTA,

Sebaqal penanggung jawabikoordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupalen/
Wirra.

~ 30 -



- Lamparan 5K BEMKE S M D7DME NKES SKNHKR. —

1.22. PEMERINTAH

FROYINS)
KAB/KOTA

PENGERTIAK :

- Penyehalan kngkungan

Panyehatan lingkungan adalah upaya pameliharaan dan pengawasan Kualitas
kesehatan lingkungan  terhadap institusifunit kena yang dslam memberikan
pelgyananfasa kepada masyarakat berpotensial menimbulkan resikoidampak
kesehatan mengakup perumahan, rumah sakil, lingkungan kesja, sekolah, sarana
kesehatan, pasar, hotel, angkutan urmum dan TTU [ainnys.

URUSAN PEMERINTAHAN :

sarana kesehatan,
pasar, hotsl,
angkutan unum dan
TV lzinnya skala
nasional,

CPEMDA-.
s VINSL T HABIKQTA s i1
. Penyusunan, . Menyusun rencana 1. Meanyusun rencana
réview, revitalisasi, kerja operasional kerja operasional
adopsi, adaptasi pemelihara an pemelihara an
dan implementasi dan pengawasan dan pengawasan
kebijakan, peraturan, kualitas kesling di kualitas kesling
slandar dan juklakf parumahian, rumah perumghan, rmah
juknis pernsliharaan sakit, lingkundgan sakil, Ingkungan
dan pengawasan kerja, sekolah, kerja, sekolah, sarana
kualitas kesshalan sarana kesahalan, kesahalan, pasar,
lngkungan di pasar, hotal, hatel, angkutan
perumahan, rumah * angkutan umum dan umurn dan TTL
sakat, [ingkungan TTU |ainnya skala lainnya skala Katy
kerja, sakolah, propinsi. kata.
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PEMERINTAH PEMDA- PEMDA 7T

__Pusat PROVINSI . | . . KABKOTA =~ -
. Pambanaan teknis, . Pembinaan tekniz, . Pembinaan teknis,

sosialicasi, advokas, sigialisasi, advokas, sogialisast, advokast,

monev dan koordinasi
dalam pemeliharaan
dan pengawasan
kualifas kesehatan
lirgkungan di
perarrahan, umah
sakit, Engkundgan
kerja, sekalah,
sarana kesehalan,
pasar, hotgl,
angkutan umum dan
TTU lginnya skata
nasional.

. Memizsiltasi

pendidikan dan
pelatinan petugas
mlpudi ; aspek teknis
yang bersifat TOT
atau sangal spesifik
bidang kesling skala
nasional.

monay dan pelaporan
dalam pametiharaan
dan pengawasan
kualitas kagahatan
lingkungan di
perumahan, furnah
sakil, lingkungan
kerja, sekolah,
sarana kesshatan,
pasar, hotel,
angkutan wmuim dan
TTU lainnya skala
nasionai.

. Melaksarakan

pelatihan teknis di
bidang kesting skala
propans|

mgney dan pelaporan
dalam peqmetinarsan
dan perigawasan
kuakitas kesehatan
lingkungian di
perurnahan, rumah
sakit, ingkurgan
kerja, sekolah, sarana
keschatan, pasar,
holel, angkutan
wenurn dan TTL
lainnya skala Kab/
Kata.

. Melaksanakan

palatihan teknis di
bidang kesling skala
Kab/Kota

N
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€. PENANGGUNG JAWAB; KOORDINATOR

1.

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN D
PUSAT

sebagai penangguig jawablkoordinator adalah Departermen Kesshalan
junit utama yang benanggang jawab di Bidang pengendalian peryakit dan
penyehatan ngkungan)

PELAKSANARN URLISAM PEMERIMTAHAN BIDAMG KESEHATAN [
PROVINSI
Sebagat pengnggung jawabkoordinalor adatah Dinas Kesehatan Provingi

FELAKSAMAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI
KABUPATENKOTA

Sebagal pananggungjawabikoordinator adalah Dinas Kesetalan Kabupaten/
Kota.

I .
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1. 3. SUB - SUB BIDANG . PERBAIKAN GIZE MASYARAKAT
1.3.1. Pemerintah - Pengekolaan Surveilans Kewaspadaan Pangan
dan Grzi Buruk Skala Masional
P ripirig . Penyelenggaraan  Surveillans  Kewazpadaan
Pangan dan Gizi Buruk Tingkal Pravinsi
Kabupalen/Knta - Pelaksanaan Surveiians kewaspadaanFangan

dan Gizi Buruk Tingkal Kabupalen/Kola

A. PENGERTIAN

1. Surveilans Gizi adalah proses pengamatan berbagai masalah yang berkaitan
dengan upaya pavbaikan gizi secara lerus menerus baik pada situasi nosmak
rmaupun daural Infermasi hasil surveilars gizi digunakan untuk pengambil
keputusan dalam rangka mencegah memburuknya status gize masyarakat,
menentukan intervenst yang diperlukan, managemen dan evaluasi.

£ Penanggulangan Gizi Bunk
Sefangkaran kegiatan yang berlujuan untuk mencegah dan menangoulangi
masalah gizi bunuk, yang meliputi;
4. Pensmuan dini kasus gizi burok
b, Intervensi gizi {mencakup Tatalaksana Gizi Boruk, Suplementas Obat
Gizi, dan MP-AZT)
c.  Pendidikan gizi masyarakat

Gizi buruk adalah keadaan kurang gizfingkat beral pada anak berdazarkan
berat badan menurut tinggi badan {EBTBY < - 3 S0 dan atau digmukan
tanda-tanda klinis marasmus, kwasiorkor dan marasmas-kwasiorkor,

Tatalaksana Gizi Buruk adalah langkahHangkah kegiatan yang bertujuan

menangani gizi buruk berdasarkan standar pelayanan yang telah
ditetaphkan,

3. PWS5-Gizi {Pemantauan Wilayah Setempat-Gizi} adalah instrumen untuk
menuniang kelangsuhgan program sera meningkatkan  kemampuan
pengelola program gizi kabupatendiota dan puskesmaz daim memantau

~ 4 -
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cakupan program 9izi dan menenlukan intervensi yang akan dilakukan
berdagarkan data. Cakupan program g melpul cakupan pemberiany
kapsul wtamin A pada anak usia 6 « 11 bulan, 12- 589 bulan, dan bu
nifas;, pemberaan tablet tambah darah pada ibu hamil, cakupan konsumsi
qaram beryadium di tngkat remah tangga, ASl-ekskluss dan data cakupan
pemaniataun perturnbuhan. Pemantauan dilakukan setiap bulan dan seligp
4 bufan sekafi

SKC-KLB-Gizi Buruk adalah (Sislim Kewaspadaan Dini-Kejadian Luar Biasa
(izi Buruk) merupakan kewa spadaan terhadap ancaman tenadinya gizi buruk
serta fakior-faklor yang terkail erat mempengaruhinya melalui suresilans,
yang informasnya dimanfaalkan unluk menngkatkan sikap tanggap
kesiapsiagaan, upaya-upays pencegaban dan findakan penanggulangan
kejadian fuar bizsa secara cepat dan tepal.

PSG ({Pemantavan Status Gizih meropakan bagian dari surveilans gizi
tebagai sarang mfommasi yang dapat membenkan gambaran besaram
masalah gizi di sualu wilayah terlontu dan berdasarkan dala hasil
psmantauan dapal ditentukan rencana tindak lanjul yang harus dilakukan,
P3G dilakukan selahun sekali.

Suplementiasi adalah pemberlan zat gizi mikro berupa kapsul vikamin A dosis
linggi, tablet tambiah darah dan kapsul yodium (Unluk daeran tertentu) pada
kebornpok sasaran (bayi, balila, Anak Usia Sekolah. WUIS, bumil dan bufas)
sesual dengan dosis vang ditentukan

Makanan Pendamping A31 [MP-ASI) adalah makanan atau minuman yang
mengandung zat gizi, dibenkan kepada bayi alau anak usia B-24 bulan gina
memenuhi ksbuluhan gizi s&lain AS,

Pendidikan Gizi adalah upaya untuk memnyebarkan luaskan mformasi gizi
secara lerus menerus vang beruluan meningkatkan pengetahuan, stkap
dan perilaku gizi yang bak

Sistrn Kewaspadaan Pangan dan Gizl merupakan pengclotaan nformasi
yang dilakukan segara terus-menenss untuk mendukung perencanaan

- 1R -



= lamgran 5K MEHFES Mo 922 ENEES2RS02008 -

dan peretapan langkah-langkah tindakan penangqulangan jangka pendek
miaupun jangka panjang berkaitan dengan masalah pangan dan gizi di sustu

wilayah tertanlu.

B. URUSAN PEMERINTAHAN

meliputl pelatiar,
penyiapan materi dan
- pembinasn,

4. Kesiapsiagaan untuk:
a. Tenaga dan Gm
b Anggaran.

.. Logistik

meliputi pelatihan,
panyiapan maten dan
pambinaan,

4. Kesiapsiagaan untuk:
a.  Tenaga dan fim
k. Angoaran.
c. Logistik

... PENERIMTAH PEMDA - . PEMDA,

g PUAT s - - - PROVIMG} - - - o -RABMOTA: .

Fengelulaan suregilans | Penyelenggraan Pelaksanaan surveitans

kewaspadaan pangan surveians kewaspadaan | kewaspadaan pangan

dan gizi buruk skala pangan dan gizi buruk dan giz buruk skala
nasional skala provinsi: kabupalendkola:

1, Menetapkan 1. Menelapkan 1. Manetapkan
padoman umum pedoman leknis pedoman
lentang surveilans tentang survellans pelsksanaan
kewaspadaan pangan kewaspadaan pangan lentang surveilans
dan gizi k. dan gizl buruk. kewaspadaan pargan

dan gizi buruk.

2. Menelapkan 2. Memanfaatkan 2. Memanfaatkan
hardware dan hardware dan hardware dan
software untuk sistim soitware untuk slstim software untuk sistim
pelaporan surveilans pelaporan surveilans pelaporan surveilans
gizi. gia. gizl.

3. Pengendalian 3. Pangendaiian 3. Pengandalian
kuafilas data kualitas data kualitas data

mellputi palatihan,
penytapan matedi dan
pambinaan,

4. Kesiapsiagaan untuk:
a. Tenaga dantim

b. Anggaran
c. Logistik

- 36 -
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+: yPENERINTAH PEWDA_ PEWDA
. PYSAT PROVINSt |  KABKOTA
d. Makanan formula 4. Makanan formula d. Mendiskibusikan
dan phat-abatan dan obat-obatan makanan farmula
unituk buffersiok uniuk bufferstok _dan obat-obatan
Mz sional. IOV Sumpal sasaran,
e Informasi dan e Informast dao & Informasi dan
Iransportasi. transportas. transportasi
. Penpelolazn Pengelolaan . Pengelotaan
surveilans surveilans surveilans
kewaspatiaan pangan kewaspadaan pangan kewaspadaan pangan
dan gizi meliputi dan gizi meliputi dan gizi meliputi
pelaksanaan Kegigkan pelaksanasn kegialan pelaksanaan kegiatan
program: PWS-Gia, program; PYWS-Gizi, program: PW3-Gizi,
SKD-KLB, 3KG,PSG SKD-KLB, 5KG PSG SKDO-KLB, SKGPSG.
- Melaksanakan TOT . Melaksanakan TOT . Malaksanakan
urluk pengealolaan uniuk pengelolaan pelatinan itk
surveilans gizi surveilans oizi pengslolaan
dan penggunaan dan pengaunaan surveilans gizi dan
hardwaref software hardware! software pandggunaan hard
untuk slstim untuk sistim ware) sofl ware uniuk
pedEparan sunveilans pelaparan surveilans sighm pelaporan
gizi di tingkat izi di lingkat provinsi. surveifans gizi,
nasional,
. Perkakukan ferhadap Perdakukanethadap |7, Parlakukan terhadap
dala dala ; data:
a. Dikumpulkan a. [Dikumpulkan a.  Dikumpulkan
b, Dilaporkan b. Dicatat b Dicatat
c. Dhanaliza e Diolah £. Diplah
d. Disajikan d. Dilaparkan 4. Dhlaporkan
& Dianalisa g [Dianalisa
f.  Disafkan . Disapkan

- 3T -
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10,

1.

PEMERINTAH FEMOA PEMOA
FUSAT PROVINSI KABKOTA
LIntuk pengelalaan 8. Padspelaksanaan |84 Pada pelaksanaan
SKD -KLB SKO -KLB SKD-KLE dilakukan
menetarkan kajian menetapkan kajian kiajian apidemiolog.
apideminlagi gpideminlpyi bersumber dala rubn

barsumber data rulin
tan khusus untuk
mengidentilikas ada
tidaknya potensi
bencanalancaman
kLB gizi buruk di
masyarakal.
Memberikan feedback
seqera atas hasi
kajian

hMengkoordinasivan
peningkatan
kewaspadaan dan
kesiapsiagaan
menghadapi KLB
gizi bk

Meangelzla
pendislrbosiarn
izt makanan
fomula

tan obat-chalan

1.

.

kola

bersLmbar dats rutin
dan Bhusus untuk,
mengidentifikasi ada
daknya poens
bencanal ancaman
KLE gizr buruk di
masyarakal,
kMemberikan
feedback segera
atas hasil kajian

Mangkaardinasikan
peningkatan
kewasoadaan dan
kestapsiagaan
menghadap KLB gizi
buruk

Menyeletiggarakan
permistibusian
lagistik. makanan
formula dan obal-
chbatan ke kabupaten!

10.

1

dan khusus unbuk,
mengidentifikasi wla
tidaknya polensi
bencana’ ancaman
KLE gizi buruk i
masyalakat

Menyebarluaskan
hasil kajian kepada
pengelola program
kesehatan dan pihak
Lain yang lerkait.

Bita beridentifikam
adanya ancarnan
KLB, dulam wakty
yang secepal-
cepalnya memberikan
peringatan
kewaspadaan dini
KLB kepada progranm
terkant di lingkugan
DinkesKah kola.
Respon cepat unby,
PEMANGRNEN KasUs.
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- PEMERINTAH PEMDA - PEMDA
FUSAT - PROVINS KAB/KDTA

12, Mengambanghan 12, Menyelenggarakan, | 12, Melakukan surveilans
dan mengednia mgkaksang-kan kelal jika lerjadi KLB
meninghatian jarngan dalam meningkatkan
kewas-padaan pangan Jaringan
dan gizi kewaspadaan pangan

dan qizi

13. Memberi feedback 12. Mermberi fzedback 13. Tindakan seqera
dan rencana dan rencana lirdak K.LB-gizi buruk,
tinelak lanjul lanjul

14, Memberkan 14. Memberikan 14. Melsksanakan
pembinaan teknig petnbinaan leknis pendistibusi an
kepada ptlugas kepada petugss kogistik, imakanan
terkait, terkail formula dan abat-

obatan ke sasaran

15, Monev sistern 15, Money sistem 15. Pelaksanaan
dalam pensrapan dalam panerapan penmgkatan
pelaksanaan pelaksanaan kewaspadaan dan
pedoman, pedoman, kesigpsiagaan
pendistribusian pendismbuskan menghadapi KLB gizi
bantuan dan bankuan dan buruk
intervensi yang intervensi yang
dlakukan di dilakukan di
lapangan, lapangan.

18. Melaksanakan dan
menlingkatkan jaringan
kerwaspadaan pangan
dan gizi,

17. Melaporkan untuk
mendapal leedback
dan renzana tindak
lanjut

4|
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PEMERINTAH
PUSAT .

PEMDA
PROVINS]

PEMDA
KABIKOTA - -

m

19,

Memberkan
pernbaran ieknis
kepada pelugas
puskesmas dan kager
terkail

WMoney sisiem

dalam pangrapan
pelaksanaan
pedoman,
pendistibusian
banluan dan intarvens
yvan dilakukan di
lapangan.

C. FENANGGUNG JAWAER/KOORDINATOR

1.

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAM Di

PLSAT

Sebagai penangguny |awablkoordinator adalah Depademen Kesshatan
{unit ukama yang bertanggung jawab di bldang gizi masyarakat).

FELAKSANAAN UURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI

PROVINSGI

Sebagai penangguny jawabikeordinator adatah Dinas Kesehatan Provins,

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI
KABUPATEN/KOTA

Sebagai penanggung jawabkoomdinalor adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/

Kcla,

AM
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1.3.2a. PEMERINTAH ' Pangelelaan penanggulangan gizi burk skala nasionat

PROVINSI . Pernantauan penanggulangan gizi bunuk skala provingi
KARIKOTA © Panyelenggaraan penanggulangan gizi buruk  skaly
kabupatenikota

A. PENGERTIAN :

1.

Penanggulangan Gizi Burnk ; serangkaian kagialan yang bedujuan untuk

mencegah dan menanggulangi masalah gizi buruk, yang melipun;

4. Penamuan dini kasus gizi huruk

b. Inlervensi gizi (mencakup Tatalaksana Gizi Buruk, Supfementasi Obat
Gizi, dan MP-AS[)

& Pendidikan gizi masyarakal

(sizl Buruk adalah keadaan kesehalan anak yang larhbat sangal kurus dan
ditandai dengan BB menuny Lmur, atar BB menorut TB-PB < -3 50, gtau
terdapat tanda-landa khnig,

Talalaksana Gize Buruk adalah langkah-langkah kegiatan yang berujuan
menangahi gizi buruk  berdasarkan standar pelayanan yang telah
ditelapkan

Suplementasi adalah pemberian zat gizi mikio benepa kapsl vitamin A dosis
tingagi, tablet tarmbiah darah dan kapsul yodium (untuk daerah terlentu) pada
kelompok sagaran {bayi, balita, Anak Usia Sekalah, WUS, bumil dan bufag)
sesugl dengan dosis yang ditentukan

Adr Susar [bu yang selanjutigs disebut AS| adalah makanan terbaik bagi bay
karena mengancung zal i dan zat kekebalan yang paing sesus uniuk
pertumbuban dan perkembangan yang apliral,

Fembarian ASl Secara Eksklusif adalah memberikan makan bayi hanya

dengan air svsu ibu saja sefama & bulan pertama kehrdupan kegual vitlamn,
mirnersd atau obat-chatan.

— 41 -
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7. Makanan Pendamping &ir Susu lbu {MP-AS) adalah makanan atauminuman
vang mengandung zat gizi diberikan kspada bayi alau anak umur 6-24 bulan
guna memenuhi kebuluhan gizi selgin dari Air Susu tbu.

&  Pendidikan Gizi adalah upaya untuk menyebarluaskan informasi gizi secara
terus meneius yang berlujuan meningkatkan pengestahuan, sikap dan
perilakuy gizi yang baik.

5. Rincian Kegiatan melfiputi -

1]
2)
3
4)
3
6)
T)

Semua halita ditimbang setiap bulan dan naik berat badannnya,
Semua bayt, balila dan bufas mendapal kapsul vitamin A,

Semua ibu hamil man-dapal tablet tambah darah [TTD),

Semua anak sekotah di daerah endemik mendapat kapsul yodium,
Semua Balita dilimbang setiap bulan dan naik berat badannys,

B0% b yang berusia (-5 bulan diten Ax Susu by (A1) secars Eksklusil,
Semua bayi dan anak berusia 6-24 bulan dan keluarga miskin mendapat

Makanan Pendamping Air Susu lby {MP-A50),

8)

SESUAl denoan slandar,

3

2. URJSAN PEMERINTAHAN :

Semug Puskesmas dan RS mampu malakukan tatalaksana izl buruk

Sermua Keluarga memparoleh akses infvmasi gizi.

- PEMERINTAH 4 PEMBR 8 S oMiBR
" PUSAT - - PROVINEI =7 il%-  KAGNOTA -

Fengelolaan Pemantauan Feryelemyjarasan

penanggulangan gizi penanggulangan gizi penanggulangsn giz bunk

huruk skala nasional: buruk skata provingi : skala kabupatanketa ;.

A Semua balit A Semua balila A, Semus balit
ditimbang setiap dilimbang setiap ditimbang sefiap
bulan dan naik beral bulan dan naik beral bulan dan naik beral
badannya badannya badannya

1 Pengakolasn 1. Penyelenggaraan 1. Penyelenggaraan
Pemanlauan Pemanlauan Pemantauan
Pertumbuhzn Balita Pertumbuhan Balila Pertumbuhan Balila {0-
(-5 Wh) skala nasional (05 tht skala Provins &) skala Kablkeola

- 472 _



= Lanuyiigm 5 MEHRES Mo JZMEMEESSH 2008 -

PEMERINTAH PEMDA PEMDA
PUSAT - PROVINSI KABIKOTA
. Blandansasi Formulasi . Pembuatan
Padoman dan | Pedoman dan Juknis
modul Pelatihan madul pelatihan Penyelenggaraan
PP Balita PP Balta PF. Balta
. Sosialisasi S0sialisasi . 3osiadlisasi Juknis
Pedoman PP Pedoman dan PP Balila
Balita modul pelatiban
TOT Petugas . TOT Petugas Pelathan
Proving thg madul Kabepalen g PP, Balita
pelativan PP maciul pelalihan Bagi Pelugas
Balla FF Balita puskesmas dan
kader
. Standarisas alat . Penyediaan alat . Dislribusi dan
dan bahan (KMS, dan bahan (KM3, maitlsnance alat
dacin, Tripot, 5T, dacin, Tripst, 3T, #han bahan (KMS,
Alat ukur PBITE, alat ukur PBITE, dacin, Tripat, 5T,
bahan KIE dan bahan KIE dan alal ukur PEITE,
RIR} R} bahan KIE dan
R/R)
. Supervisi dan . Supervisi dan . Felaksanaan
feadhack [eedback pemantauan
perdumbubian
di Posyand.
{penimbangan,
ploting BE pada
KMS, Interpretasi,
kaonseling)
Fonfimmasi
rupikan balita
tlengan gangguan
pertumbuhar di
pUSkKesmas

_ 41 -




- Lampiran SE MERSES Mo 928 MEHKE SISE0EI00E -

* PEMERIKTAH
PUSAT

FEMDA
PROVINSI

PEMDA . .
KAB/KOTA

9. Konseling
perfumbuhan
bahta di
puskesmas an
sarang Yankes
lainnya

h. Supervisid
teedback

. Pembuatan
Juknis
Penyelkenggaraan
PF. Balit

. Pengelotaan Siglem |2 Penyelendggaraan 2. Penyelenggaraan

Informasi Gizi skala Sistam Informasi Gizi Sistern Informasi Gizi

rasionat skala provinsi skala kabfkota

a. Pengolahan g Pengatahan a. Pendataan

dala hagil data hasil sasaran Balila
penimbangan penimbangan

balita (SKDM, balita (SKON,

BGM} BGM)

b. ‘alidasi dala b Walidasi data b. Pengumpulan
data hasil
penimbangan
balila {SKDN,
BGM)

¢.  Analisis c Analisis . Pengolahan

' data hasi
penimbangan
balita {SKON,
BGM)

d. Interpralas . Interprelasi . Pembuatan
baluk SKDH di

Fosyandu dan
desa

- 4 ~
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_ . PuUsar -

PEWDA
PROVINSI;

PEMDA _
KAB/KOTA

a. Feadhack

. aemua baw, balils
dan bufas mendapal
kapsul vitamin A,
Semus ibu hamil
mendapat tablet
tarbah darah (TTDY,
Semua anak sekofah
di daerah endamik;
men-dapal kapsul
yodium3Semus Balila
ditimbang satiap
bulan dan naik berat
badannya:

. Standarisasi

Pedoman Pembertan
SuplarmentzasifObal
Gizi {Kap. Yitamin

A, TTD dan Kap.
Yedium}, & Fortifikasi
Makanan

. slandarisasi

Padoman KIE
Pencegahan dan
Pananggulangan
Mazalah vitamin A,
Anemia dan GARY

¢ Feedback

B. Semua bayi, balita

dan bufas mendapal
kapsil vilamin A,
Semua ibu hamil
merdzpat takilet
lambah darah (TTD},
Semua anak sekolah
di daerah endemik
tandapat Kapsul
yodiumSamua Balita
ditimbang seliap
bular dan naik beral
badannya :

1. Pembualan Juknis

Implamenlas
Pedoman Pembenan
Suplementasi {Obal
(3izi

. Pembuzlan Juknis

Fedoman KIE
Fencegahan &
Fenang-gulangan
Masalah vitamin A,
Anamia dan GAKY

g. [hskusi hasil
pencapaian
SKDN di desa

. Validasi dats hasi
PP balila

. Rencana Tindak
Lanjut

. oemuz bayi, baiita

dan bufas mendapal
kapsul vilamin &,
Sera ibu hamil
mendapal lablat
tambah darah {TTCH,
Semua anak sekolah
di daarah endemik
mendapal kapsul
yodiumSemua Balila
dilimbang seliap
bulan dan naik beral
badannys:

. Implamentasi

Pedoman Pemberian
Suplementas| fObat
Gz,

. Implemenlas

Padoman KIE
(Pemasaran Sosial}
distribus kapsul
vitamin A, TTD dan
Caram beryedium
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PEMERINTAH PEMDA | PEMDA
PUSAT FROVINSI FAB/KOTA

Peningkalan 3 Peningkatan 3 Peninghalan
Kapasilas SOM Kapasitas SDM Kapasitas SOM

dalam Program
Suplementas: Kapsul
itamin A dan TTE
baik, pada Pelugas
Kesehatan dan Linlas
Seklor

. Advokasi dan

Snsialisasi Program
Fentegahan &
Penanggulangan
hiasalah Vilamin

A, GAKY, Garam
Beryodiurm dan
Fortifikasi Makanan
lzinrya

Fenyiapan dan
Panyediasn
Suplemeniasi'Obat
{5izi sebagai buifer
sfock

Parsiapan dan
Penyediaan prototype
malen KIE [Vil &.
anemia & Garam
Beryodiymy)
FPeTanlauan &
Supentsi Manajemean
suplementast’ Chat
iz & Implemantasi
program

m

galarr, Frograr
Suplemantasi Kapsul
Yizamin A dan TTO
taik pada Petugas
Kesehatan dan Lintas
Seklor

Advakasl dan
Sesialisasi Program
Fencegahan dan
Fenanggulangan
Masalah Vilarin A,
GARY dan Garam
Beryodium

Penyiapan dan
Penyediaan
SuplemaniasifOnat
Gizi

Fenyediaan Bizya
Operasional dislribusi
Cbat Gizi

Panyediaan maten
KIE (it &, anemia &
(zararn Beryodium)

dalam Frogram
Suplermemasi kap.
ilamin & dan TTD
pada masyarakal

Sosialisasi Pragram
Fencega han dan
Penanggulangan
Blasalah Vitamin &,
GAKY dan Garam
Beryadium

Penyedaan
Suplementasi' Obal
Gizi

Penyediaan Biaya
Operasional distr
Obal Gizi dan
SWeEIng

Penyediaan

miateri KIE {4it A
Anemia dan Garam
Beryodium)

- df -
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~ PEMERINTAH PEMDA PEMDA
PUSAT- PROVINS! KABKOTA
. Pemantayan dan . Pemanlauan
Superdsi Manaj. Manajsmen
Suplementasi’ Obal Suplementasif
f3izi & Implermentasi Ohral Cazi, Garam
program beryodium, dan
Implemenlasi
pheHgram.

. 80% bayi yang - B0% bayi yang . 80% bayi yang
berusia 0-6 bulan berwsia 0-6 bulan berusia 0-6 bulan
diberi Air Susu diteri Air Susw diberi Air Susu
Ibu [ASH secara 'bu {AS) secara Ibu [AS]) secara
Eksklusif Eksklusif Eksklusif

. Standarisasi . Formulasi Pedoman § 1. Formulasi Petunjok
Ferallran Pelaksanaan Teknis peningkatan
Petundangan peningkalan pernbenan ASI
(Peraturan pembenan AS|
Pemenintah} berkailan
dangan pemberian
A5| secara Eksidusil
dan Stralegi Nagional
Fermberian Makanan
Bayi dan Anak
(PMBAY

- Bosialisast dan . Sostalisasi FP . Pelaksanaan
Advokasi PF berkailan dengan kegratan peningkalan
berkaitan dengan pembenian ASI pembarian AS|
pemberian AStsecara{  secara ekslusif dan
akslusil dan Stralegi Sirategi Masional
Masicnal PMBA FMBA

. TOT Fasililator . Pelakhan konseding . Pelatihan kenseling
Kongeling merrusui menyusili __j MERYUSUI

— A7 _
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PENERINTAH PEMDA - = - - [ 30
PUSAT . PROVINSL: 5. 1] i KARIREREE ol

. Penyusunan maten . Pengadaan mater endislibusian
¥IE pembenian AS1 KIE pemberian A5l materi KIE parmbenan
secara ekshsif dan seiara ekslusif dan AS| secara ekslusif
Elraleqi Masiona! Strategi Maslonal dan Slrategi Masional
PMBA F1BA PME2L,

. Pembinaan leknis . Pembinaan teknis . Pelaksangan

konseling manyusu

- Pemaniauzn . Pemahiavan
implementasi umplemantash
pembenian 431 dan pambarnan AS| dan
Siranas PMBA Stranas PMEBA

. Pelaporan . Pelaporan
implementasi implemerdast
pamberian A% dan pemberian 451 dan
Stranas PMBA Stranas PMBA

. Semua bayi dan anak | D. Semua bayi dan anak | D Semua bayi dan anak
berusia €-24 bulan barusia §-24 bulan bergsia 6-24 bulan
dari keharga miskn dari keluarga miskin _ dari keluargs miskin
mendapal Makanan mendapat Makanan mendapat Makanan
Pendarmping Air Susu Pandamping Alr Susu Pandamplng Air Susu
lbu {MP-£SD): lbu {MP-ASI); Ibu (MP-ASI):

. Slandarizasf . Formufasi Pedoman | 1. Formulasi Petunjuk
Fedoman Pamberian Felaksanaan Takniz pamberian
MP-ASI Pemberian MP-AS) ME-AS

. Bosialisast dan . Sosialisasi pemberian | 2. Pelaksanzan
Advokas! pemberiah MP-AS pamberian MP-AS)
MP-ASI

. Pemyusungn materi . Penyusunan materi . Pendislribuslan
KIE permbanian MP- KIE pembaran MP- materi KIE pemberian
ASI ASI MP-ASl

. Pembinaan teknis . Permbinzan teknis Pelaksanaan

pamberian MP-ASI
(pendataan sasaran,
B pendistibusian)

— 48 -
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- PEMERINTAH PEMDA: .~ PEMDA ;
. Pemantauan % Pemanizuan
implementasi implementasi
perbenan MP-AS] pambenan MP-AS|
. Pelaperan pemberian | 6. Pelaporan pemberian
MP-AS]

. Semua Puskssmas . Semua Puskesmas | E. Semua Puskesmas
dan RS mampu dan RS mamgpu dan RS mampu
mekakukan melakukan melakukan
tatataksana gizi tatalaksana gizi latalaksana glzi
buruk sesuai dengan buruk 3&suai dengan buruk sasuai dengan
standar standar slandar

. Penyusunan standar, | 1. Penyusunanslandar, {1, Penyusunan standar,
pedoman dan pedoman dan pedoman dan
prosedur {manajsmen prossdur {manajemen prasedur {manajaman
dan leknis) dan teknis) dan teknis);

+  Pengelolaan +  Penyslénggacaan +  Penyelenggaraan
Standarisasi, standarigasi, pedoman dan
Pemyusunan, pedoman dan staridar eknis,
Fengembangan standar leknis, pengendalian
pedoman dan pengendalian & pengsawasan
slandar teknis, & pengawasan skala kabypalan/
pengendalian skala propinsi kola
& pengawasan
skala nasional

. Paningkatan . Peningkatan 2. Peningkalan
kapasilas SOM kapasitas S0M kapasilas SOM
fenada kesehatan tenaga kesehatan 1enaga kasehatan
dan magyarakal . dan masyarakat : dan magyarakat :

+  Pengelulaan «  Penyelenggaraan »  Penyelenggaraan
Paningkatan peningkalan peningkatan
kapasitas kapasias kapasitas
SDM ftenaga S0M (tenaga S0M (lenaga
kesehatan dan kesahatan dan kesehalan dan
migsyarakat] masyarakal} masyarakal ;

Aty
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PEMERINTAH ~. PEMDA = | . "< PEMDA
© PUSAT. ... _PROVINSI WABMOTA '
+  pemanlalan ' pemantalan +  pemantauan
pasca pelatihan pasca pelatinan pasca pelatinan
skala nasional skalz proving skala kab'kota

3. Sosaksas dan
advokasi:

« Pengebdaan dan
pengordinasian,
aosiakisasi dan
advokas
skala naskonal

4. Penyiapan dan
penyediaan
logistik untuk
intervensi
gian buruk ;

*  Pengelolaan
pengembaren
minaral mix

Sosialisasi dan

advakasi

» Koordingsl,
panyelenggaraan
sosislisasi dan
advokas

= pemanlayan
sosiahsas
skala propinsi

. Penyiapan dan

pemysdiaan logistik
untuk intervensi gizi
Buruk:

«  Koordings: unhuk
menunjuk calon
pesaria

» Penerapan dan
pemantaatan
pengetahuan
secara beknis
skala kabykota

. Sosalizas dan

adyokasi:

+  Koordinasiuntuk
penyelenggaraan

- sosiahsas) dan
aq_:l'.'ukasi

+  Penempan dan
pemanfaatan
pengstahuan
secarateknis
skala kabkota

. Penyiapan dan
penyediazn ogisiik
unllk ntervensi giei
buruk:
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FEMERINTAH PEMDA PEMDA
PUSAT . PROVINSI KABKOTA

+  pengelolaan. penyelenggaraan, penyelenggaragn
PErencAnaan, pendistnbusian, pendistribugizn,
pemdistribusian, pengendalian pengendalian
pengerdalian dan pendasasan dan pengawasan
& pengawasan mineral mix shala mineral mix
mneral mix PIOpNS| uniuk pengguna

tangsung di

ruman sakil

- rumah sakil

alau Puskesmas

RI, TFC slau CFC
. Penyediaan biaya . Penyediaan biaya . Penyadiaan biaya

Operasions ; operasinal ; {perasional:
Pengaiotasn Penyelanggaraan »  Penyelenggaraa,
dalam perencangan, dan pengawasan
perencanaan. an pangawasan skala kabupaten
dan pangawasan skala propinsi kata
skala nasional

- Pampapan dan . Penyiapan dan . Penyiapan dan
penyabarluasan menyebarluasan penyebarluasan
informasi gizi ; informas| 4izi : infartriasi gizi:

+ pengelckaan, *  pengeiclEan, » pengelilaan,
perencanaan, perencanaan, perencanaan,
pelaksanaan, pelaksanaan, pelaksanaan,
pengardalian pengendakan pengendalian
dan pangawasan dan pengawasan dan pangawasan
pemyehaduasan penyeharluasan penyebadusgan
informasi mineral informasi mineral informasi mineral
mix, standar, mi, standar, mix, standar,
prosedur serta prosedur serla prosadur seda
pedoman pedoman pedoman
yarn] telah yang telah vang lelah
dikenbangkan dikembangkan dikembangkan
skala nasional untuk skala urluk skala

propins kabupaten
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FﬁEHIHﬁﬁ: i - -PEMDASY - tv?‘ﬂanEFﬁn it
EBMSATEUL ¢ | o0 PROWINGLL oL kf ol KABMK
T Pengelulaan . Pengelolaan 7. F'engelnlaan
penysbarduasan penyebaruasan penysbarluasan
informasi gizi skaka wformas gi2i skala informasi gizi skala

Masianal: nasional: nasienal:

« Slandansasi =~ Pelaksanaan + Pelaksanaan
pedoman, pedoman, pedoman,
pelaksanaan, pangsndalian perpendaiian
pengendalian dan pengawasan dan pangawasan
dan pengawasan penysharkizasan penyebarisasan
penyabaruasan mformasi gizi informasi gizi
informasi nizi skata skala proinsi skala kabfkota
nashonat,

3. PENARGGUNG JAWAS! KOORDIKATOR ;

a. PELAKSAMAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI

PUSAT

Sebagal penangqung jawabkoordingtor adalah Departemen Kesehatan
{unit utama yang bertanggung jawab di bidang gizi masyarakat),

b. PELAKSAMNAAN LURULSAN PEMERINTAHAN BIDAWG KESEHATAN DI

FROVINSI

Sehagal penanggung jawabvkoordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.

¢. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Di

KABLIPATENMHKOTA

Sebagai penanggungjawabfoordinator adalah Dinas Kesehatan Ksbupaten/

Kota

-
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1.4. 5UB - SUB BIDANG : PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
' DAN MASYARARAT
14.1. PEMERINTAH : Pennalvlaan pelayanan kesehalan haji skala
nasional
PROVINE : Bimbingar dan  pengendalian  pelayanan
kesehalan haji skala provinsi
HKABKOTA ' Penyelengtaraan petayanan kesehatan haji

skala kabupatenfketa

A. PENGERTIAN :

a.

Jamaah Haji adalah WN| yann beragama Islam dan telab mendafarkan
diri unluk menunalkan ibadah haj sesuar dengan persyaratan yeng lelah
ditelapkan.

Penyelenggaraan ibadah Haji adalah rangkaian kegialan pengelolgan
pelaksanaan {badsh Haji yang melipuii pembinaan, pelayanan dan
perfindungan jemaah Haji.

Petayanan Kesshatan Haji adalah epaya pelayanan kesehatan jmaah haji
serta pengendalian kondisi yang mempengaruhi yang mslipuli @ 1, upaya
pelayanan kesehalan jemash; 2. upava promosi kesehatan; 3, Sislem
kewaspadaan dini dan penanggulangan KLE penyakit menuls dan PHEIC
lzinriya; 4, Operasiong! panyelenggaraan haji bidang kesshatan di tanah air
dan di Arab Sawdi; 5. Sistem informasi kesehatan haj {SISKOHAT-kes).

Penqalalaan Pelayanan Kesehatan Haji Skala Masional adalah suatu bentuk
pengelolaan pelayanan kesshatan bag calondemash haji secara meysluruh
skala nasional yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kehijakan
dalam benluk NSPK, penyusunan perencanaan anggaran dan keuangan,
pengembangan sumber daya manusia pengelola dan tenaga kesehatan
haji, pereknitan, dan pengerahan lenaga haji, surveilans epidemiclogi
kesehatan hafi, sislem kewaspacdaan dini dan respon terhadap wabah dan
Keladian Luar Brasa (KLE), pemanlauan sanitasi dan kesehalan lingkungan,
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pengembangan kajian pelayanan kesehatan haji, penyusunan rancangan
produk hukur, promosi dan komunikasi publik, bimbingan eknis, maritaring
dan evaiuasi, serls penatalaksanaan kasus yang memerlukan teknodogi dan
sumber daya yang belum mampu diselensgarakan pada tingkal provins: dan
kabupzlen/kola.

Pangelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Skala Provins adatah suatu bentuk
bimbingan dan pengendaiian pelayanan kesehatan bagi calonfemaah haj
skala provingi yang berfokus pada penyusunan dan pgnelapan kebiakan
uniuk, penyusunan encana kerja operasional program kesehalan hayi skala
provinsi, penyusuUnan perencanaan anggaran dan keuangan, pengembangan
sumber daya manusia pengelola dan tenaga kesshatan haji, pembinaan
kesehatan calonjemash bafi, pelayanan medik bagi caknlfemaah ha,
surveitans epidemiotogi kesehalan haji, sistem kewaspadaandind dan respon
terhadap wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB}, pemantauan sanitasi
dan kesshatan lingkungan, kajian pelayanan kesehatan haji, penyusunan
rancangan produk hukum, promasi dan komunikasi publik, bimbingan teknis,
manitoring dan evahlasi, serta panatalaksanzan kasus yang memedukan
teknobogi dan somber daya yang belumn mampu diselenggarakan pada
lingkat kabupatenfkata.

Pengelolaan Pelayanan Kesshatan Haji Skala KabupalenfMota adalah
sualu bentuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan hagi calonfemaah
haji skala kabupatsnkola yang bedokus pada pelaksanaan kebijakan
dan rencana kerja operasional program kesehatan haji fingkal kabupalen!
kota, penyusunan parencanasn anggaran dan keuangan, pelalihan teknis
pengskbla, pembinaan kesehalan calonfemaah haji, pelayanan medik
Lagi calon/jemaah hajfi, survellans epdemickogi kesshatan haji, sistem
kewaspadaan dini dan respon lerhadap wabah dan Kejadian Luar Biasa
{(KLB), pemantauan sanitasi dan kesehalan lingkungan, pembinaan sanitasi
dan surveilans, kajian pelayanan kesshatan haji, penatalaksanaan kasus,
bimbingan leknis, monitoring dan evalussi terbadap und pelaksanan teknis
dan peryslenggaraan oleh masyarakal.

S,
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B. URUSAN PEMERINTAHAN :

; 4 e "|ii|,':|.‘-"r- -'r' A T P

| Kabupaten/Kofa.

PUSAT PROVINS) KABIKOTA
Fengelolaan pelayanan | Bimbingan dan Penyelenggaraan
kesehatan hali skala pengendahan pelayanan | pelayanan kesehatan haji
nasiongl ; kesehatan haji skala skala kabupatenfkota:

provingi ;

1. Penslapan 1. Bimbngan dan 1. Melaksanakan
kebijakan, norma, pengendalian kebijakan, norma,
standar prosedur, pelaksanaan standar, prosedur
PRNyUSUNAD kebijakan, norma, pedoman, juklak dan
pedoman, jukdak dan standar,progedur, juknis, SISKOHAT
juknis pelayanan padoman, juklak dan patayanan kesehakan
kesahatan haj. juknis, SISKOHAT hali

pelayanan kesshatan
: haji.

2. Penyusunan 2. Pemyusunan 2. Penyusunan
perancanaan perencanaan perencanaan
anggaran dan anggaran dan anggaran dan
keuangan, keLangan tingkat keuangan tingkat

PPN, Kabupalen'Kota.

3. Pengembangan d. Pengembangan 3. Penylapan SOM
SDM pengelola dan SDM pengedola dan melalut pelatihan
tenaga kesehatan lenaga kesshatan teknis pengelofa
haji melahs pelatihan haji melahi pslatihan tingkat Kabupaten
teknks pengelola dan teknls pengealola dan Kola.
lenaga kesehatan tenaga kesehatan haji
haji. tingkal Provinsi.

4. Penyadiaan logistik (4. Distribusi logisilk 4. Dlslribusi vaksin
vaksi mevingitis vaksin k& Kabupatenf meningitls dan

. dap buku kesehaksn Kota. sarana ~prasarang
jamaah haji serta pendukung ke numah
distribusinya sakit dan puskesmas.
ke Pronansi dan

_BE




- Lamparan 36 MENEES Ho 92ZMENKESSRI2008 —

PEMERINTAH PEMDA PEMDA
PUSAT PROVINSI KARMOTA, .

. Perekrglan, pelatihan Perekrutan, pelatihan | 5. Perekrutan, pefatihan
dan penggerakkan dan penggerakkan dan penggerakkan
petugas TKHI kloter pelugas TKHD kloler petugas TKHD koler
dan PPIH {non propinsi. Kabupatendota.
Kolery,

. Penyiapan obat, . Penyiapan asrama Penyiapan asrama
alat kesshatan dan porjalanan ke perjalanan ke
lexgislik lainnya untuk EmbarkasiDebarkasi, EmbarkasiCebarkasi.
Embarkasif Debarkasi
dan Arab Saud|
serta RS Rujukan
EmbarkasiDet:arkasi.

. Perwiapan asrama . Melaksanakan . Melaksanakan
EmbarkasiDebarkasi dan kowrdinasi dan koordinasi
dan Arab Saudi operasional gperasional

kesehatan haiji pads kesehatan haji pada
penaslanan menup penalanan menuju
EmbarkasiDebarkasi EmbarkasiDebarkas

. Penyiapan Balat . Melaksanakan . Melaksanakan
Pengobalan, Gudang SISKOHAT SISKOHAT kesahatan
Ohat dan Pondokan kesehatan hali haiji Kab/ota/Unil
di Arab Saudi. Provinsi. pelayanan.

. Pemblnaan, . Pembinaan, - Pembinaan,
pengawasan dan pengawasan, pengawasan,
pargendalian pengendatian pengendalian
operasional SISKOHAT SISKOHAT kesshatan
kesehatan haiji kasghatan haji Kab/ haji Uil pelayanan.
di Embrarkagit Kota.

Debarkasi, pada
kedompok terbang
dan di &rab Saudi,

- SR -
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i PEMDA o0
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SISKOHAT kesehatan
haji Provingi dan
Kantor Kesehalan
Pelabuhan (KKF).

1. Mefaksanakan
pembmaan,
pengawasan,
pendgendalian
BISKOHAT kesehadan
haji Provinsi dan
Kanlcy Kesehatan
Palabuhan {KKP),

€. PEMANGGUNG JAWAB! KOORDINATOR :

a. PELAKSAMAAN URUSAH FEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI
PUSAY
Sebsgal penanggung jawabfoordinator adalah Departemen Kesehatan
funit utama yang beranggung jawab di bidang bina pelayanan kesehalan
haj).

b. PELAKSANAAN URUSAM PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN D
PROVINSI
Sebagal penanggung [awablkoordinator adalah Dinas Kesehatan Provins

c. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDAMTG KESEHATAN Of
KABUPATENKOTA, '
Sebagai penanggung jawaboordinator adalah Dinas Kesehalan Kabupatanf
Kota

_ RT _
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1.4.2. PEMERINTAH  Pengelolaan  Upaya Hesshatan dan  Rujukan
Hasional
FROVINSI . Pangelolaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sekunder

dan Tersier tertentu
KABUPATEN/KOTA - Pengelolzan Pelayanan Kesenatan Dasar dan
Rujukan Sekurcer skala kab fkola

A. PENGERTIAN :

1. Upaya kesehatan adalah Upaya Wesehatan Masyarakat (UK} dan Upaya
Kesehatan Perorangan {UKP} secars lerpadu dan saling mendukung guna
menjamin tercapainyga derajat kesehatan mesyarakat yang setinggi-ingginya;

2. UkM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemeriniah dan ata
masyarakat serta swasta, untuk memalihara dan meningkatkan kesehatan
serta mendegah dan menanggulangi Umbulnya masalab kasehalan di
masyarakat;

3. UKP adalah setiap kegiatan yang dilskukan oleh pameriniah dan atau
masyarakat serta swasla, unluk memelihara dan meningkalkan kesehatan
serta mencegah dan menyembuhkan penyakil serta memulihkan kesehalan
pemiangan;

4 Pelayanan kgsehatan dasar adalah pelayanan kesehalan yang dibenkan
kepada seluruh penduduk yang beracda di wilayah Indonesia, baik benupa
pelayansn Kesehatan perorangan maupun dalam bentuk  pelayanan
kesehalan masyarakal yang dipereleh melalui sarana pelayanan kesehatan
dasar pemerinlah, maupun swasta seperli Puskesmas beserla jajarannya
{Puskesmas Pembanty dan Bidan Desa} serla klinik swasta (poliklinik);

5. Pelayanan kesehalan dasar melipull upaya wajib dan upaya pengembangan
puskesmas yaitu upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana
(Kesga), upaya perbaikan Jizi masyarakat upaya pencegahan dan
pemberantasan penyakil, Upaya pengobatan, upaya meomosi Kesehatan,
upaya kesehatan fingkungan, upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan
olah raga, upaya perawatan kesehatan masyarakal, upaya kesehalan kefja,
upaya kesehalan gigi dan mulul, upaya kesehatan jwa, upaya kesehatan
mata, upaya kesehatan wusia lanjut. upaya pembinaan pengobatan
tradisional.

- hE -
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Pelayarian Kesehatan Spestalisuk adaiah bagian dari pelayanan kesghatan
yang dilandasi imu Khinig panyakit atau deknis madis yang mefiputi dan
mengulamakan aspek pelayanan sekunder dan lersier barupa kuralif dan
rehabilitatil tanpa mengabaikan aspek promalif, preventil yang secara
maksimal dapat dilakukan ofeh dokter spesialis'dokier gigi spesalis, dokler
sub spesialis dibaniu cleh lenaga kesehatan ataw non kesehatan |innya
sesual dengan kompelensi dan kewenangan yang berkatan dengan
keahliannya
Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah
kesehatan masyarakat dan kasus- Kasus penyakil vang dilakukan secara
fimbal balik baik secara verbkal maupun horisontal elipuli majukan sarana,
rujukan leknologl, rujukan tenaga ahl, nojukan operasional, rujukan
kasus, rujukan ilmu pendgelahbuan dan ujukan bshan-bahan permerksaan
laboralonium;
Ststem rujukan adaiah suatu upaya pelayanan kesenalan antara berbagai
tingkat unit pelayanan madis berdasarkan kemampuan yang dimilikinya
Rujukan nagienal adalah pelimpaban wewenang terhadap kasus yang lidak
dapat ditanggulangi kepada pusal nyjukan yang lertinggi dalam lingkup
Maswnal
Rujukan sekunder adalah rujukan yang membulubkan pelayanan zarana
dan fenzaga kesehalan dengan knmpelensi sesuai dengan iimu pengetabuan
dan leknologi kedoktersn spesialistk
Fujukan lersier adalah rojukan yang membutuhkan pelayanan sarana dan
lenaga kasehatan dengan kompelénsi sesuai dengan imu pengetabyan
tan teknologi kedokteran subspesialistik
Rujukan sekwnder dan Tersier Tertenlu aclah rujukan yang membutubkan
pelayanan sarana dan tenaga kesehalan terento dengan kompelensi
sesuai dengan ilmy pengelabuan dan |EHF‘|D|GQJ kedokizran spesialistk dan
subspesizhsllk wrentu
Rujukan sekunder skala kabupalzn'kota adalah nujukan yang membulubkan
pelayanan garand dan tenaga kesehatan spesialistk pada timgkal
kabupaten,
Lipaya Kesehalan Perorangan (UKP) terdin dari
»  UKP swwala perdama adalah UKP tngkal dasar. yaitn yang
mendayagunakan iima pengelafuan dan teknotogi kesehatan dasar
yang dilljukan kepada perorangan. Eenluknya berupa prakik Bidan,

— R _
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praktik perawal, praklik dokter, praklie dokker gigi, polikknik, balai
pengabatan, praktik dokter'klinik 24 jam, praktik bersaina dan wmah
bersalin.

LIKF sirata pertama oleh pemeriniah juga diselenggarakan oleh
Puskesmas. Unluk meningkalkan cakupan, Puskesmas diengkap
dengan Puskesmas Pembaniu, Puskesmas Keliling, Pondek Bersalin
Desa dan Pos Obal Desa. Pondok Bersalin Diesa dan Pos Chat Desa
termasuk dalam sarana kesehatan berswnber masyarakal. Calam LIKP
siraia perama juga termasuk pelayanan pengobatan tradisional dan
altemalif, serta pelayanan kebugaran fisik dan kosmelika Pelayanan
penpobatan radisional dan ahematil yang diselenggarakan adatah
yarg secara iimiah lelah terbukti keamanan dan khasialnya,

»  LUKP strata kedus adatah UKP tingkat lanjtan, yaitu yang
mendayagunakan ilmu  pergelahuan  dan  teknologi  kesshalan
spesialisik yang ditujukan kepada perorangan. bentuknya berupa
praktk dokter spesialis, praklk dokier gigi spesialis, Praklik perawat
spesialis danfataw ahli, kinik spesials, balai pengobeakan penyakil paru-
panu (BP4], balai kesehakan mata masyarakat {(BEMM), balai kesehatan
jiwa masyarakal (BKJIM), rumah sakit kelas C dan B non pendicikan
milik pemenntah itermasuk TNVPOLRE dan BUMMN) dan rurnah sakat
swasta

= UKFP strata ketiga adalah UKP gingkal unggulan, yaitu yang
mendayagunakan  ilmu  pengetahuan  dan  feknologi  kesehatan
subspesialistik yang dityjukan kepada perorangan. Benluknya berupa
nraklik dokter spesialis konsullan, praklk dokter qigi spesialis konsultan,
Praklik perawal spesialis konsullan, kinik spesialis konsultan, umah
sakit kelas B pendidikan dan kelas A milik pemerintah [lermasuk THIE
POLEI dan BUMM) serta rumah sakit khusus dan rumah sakit swasta.

15. Upaya Hzsehalan Masyarakat (UKN) terdini dari -

*  UKM Sweala pedama adelah UKM lingkat dasar, yaitu yang
mendayagunakan dmu pengetahuan dan teknoloni kesehatan dasar
yang diluukan kepada masyarakat.

+  LKM strata pertama diwbjudkan melziui berbagai upava vang dimulai
dari diri sendin, keluarga sampai dangan UKBM [Posyandu, Polindes,
Pos Obat Desa, Fos Upaya Kesehatan Kerja, Dokter Kecil dalam
LKS).
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* UKM Sfrata kedua UKM tngkat lanjulan, yaitu yang mendayagunakan
imu pengetahuan dan leknologi kesehatan spesialistik yang ditujukan
kepada masyarakat,

+ UKM Sirata ketiga KM tingkal unggulan, yalu yang mendayagunakan
mu pengelabuan dan teknologi kesehatan subspesialistic yang
dilvjukan kepada masyarakat, UM strata ketiga diwoludkan melala
berbagal pusat - pusat ungoulan.

18, Uraian keglatan UKMcalam upaya kesehalan lersebut mencakup Kesehatan
tbu, kesehatan Anak, kesehalan kemunitas, kesehatan kenja,
17, Uraian kegiaian UKF dalsm upaya kesehatan tersebut mencakup Kesehatan

rmgdik dasar, speslalstik, keperawatan, penunjang medik dan kesehatan jwa.

2. URUSAN PEMERINTAHAK

e \_i' ? E-._ % DH

IS PUSAT o | %%hﬁ:%l%l; L BTA. T

Pengeblaan Llpa:.ra Pengelolaan Pelayanan F'engelulaan Pelayanan

Kesehatan dan Rujukan | Kesehatan Rujukan Kasehalan Dasar dan

Masional Sekunder dan Tersier Rujukan Sekunder skala

lertentu HabrKoda {kabrkota) -

1. Panetapan 1. Bimbingan dan 1. Melaksanakan
kebijakan, norma, pengencaian kebijakan, roma,
slandar prosedur, palaksanaan slandar, prosedur
penyusunan kehijakan, noma, pedoman, jukdak dan
pedoman, juklak dan skandar, prosedur, jukmis pelayanan
jukris sislam rupukan pedoman, juklak dar kesehatan dasar,
dengan kemampuan juknis pelayanan sistem rujukan
pelayanan sekunder kesehatan dasar, dengan kamampuan
clan tersier serta sistern rujukan pefayanan sekunder.

cengan kemampuan Penetapan Kehijakan,

pelayanan sekunder rKiria, standar

dan tersiet prossdu dan kntenia
pelayanan kesehatan
berdasar kebijakan
Qroving

T
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: FEH ERIHTAH PEMDA PEMDA
5 PUsAT PROVINSI KABIKOTA

. Pengelolaan rijukan | 2. Pengebolaan Peangelalaan
sekunder dan lersier rujukan sekunder Pelayanan Kasehatan
meliputi R5U Kelas A dan tersier lareniu Dasar dan Rujukan
dan B Perdidikan, RS yang membutuhkan Sekunder
Khusus, RS Swasta, pelayanan kesehatar
RS Lapangan tartenlu dengan
gan BP4, BKMM, kompelensi
BEOM Laboratorim sesuai dengan
Rujukan Ragional iplek kedokleran
dan Nasional gpesialistik dan

subspesialistik

. Bimbingan dan . Bimbingan dan Bimblngan dan
Fengendalian Pzngendalian Fenpendabian
penaragan kabiakan palayanan kesehatan pelayanan Kesehalan
NSPK, upaya tingkat propinsi dan Drasar dan Rujukan
kesehatan dan kabupalendiota Sekunder
rujukan nasional.

. Monitoring dan - Monev pelayanan - Money pelayanan
evaluasi pelayanan Kesehatan Rujukan Kesehatan Dasar dan
muiLkan sskunder dan Sekunder dan Tersier Rujukan Sekunder
tersiar. lertentu

. Pelaparan, kompilasi | 5. Pelaperan, kompllasi |5, Pslaporan, kompilasi
“data pelayanan data pelayanan data pelayanan

_rujukan sekunder dan Kesehatan Rujukan Kesehatan Dasar dan
lersicr Sekunder dan Tersier Rujukan Sekunder
tertentu

- 0z —
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C. PENANGGUNGJAWAB! KCORDINATOR :

1.

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAH O
PUSAT

Sebagai penanggung jawabikacidinator adalah Depanemen Kesehalan
Kesshatan (unil ulama yang bertanggueng jawab di bidang bina pelayanan
kesehatan).

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDAMG KESEHATAN DI
PROVINGD
Sebanai penangqung jawabikoordinator adalah Dinas Kesehalan Provinsi

PELAKSAMAAN URUSAN PEMERINTAHAM BIDAMG KESEHATAN OH
KABUPATENKOTA,

Sebagai penanggung jawabfkoordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota.

~BY% -
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1.4.3. PEMERINTAH ' Pengeldlaan  Upaya  Kesehatan pada  dagrah
perbatasan, tempencil, rawan dan kepulauan skala
nasional

PROVINSI . Bimbingan dan pengéendafian upaya kesahatan pada
daerah perbatasan, lerpencil, rawan dan kepulavan
skala provinsi

KABKOTA : Perwelsnggaraan upaya kesebatan pada daerah
perpatasan, rawan dan képulauan skala kabupalen!
(Juli=

A. PENGERTIAN :

1. Daerahterfinggal adalahdaerah Katupaten yvang relalive kutang berkembang
dibandingkan daerah lain dafam skala naskendl dan berpenduduk relalif
tertinggal. Kriteria penetapan didasarkan pada perekonomian masyarakat,
sumber dayg manusia, prasarand, kemampuan kevangsn lokal, aksesibilitas
dan karakiensti daerah,

2. Daerah perhalasan adalah Kabupaten yang mempunya wilayah geagralis
yang berbalasan dengan Megara tetanggs Secars langsing bak darat
maupunlEul, dengan pendwduk yang bermukim di wilayah lerssbut disatukan
melali hubungan sosio-ekanomi dan sosio-budays dengan cakupan
wilayah administralil tartenlu setelah ada kesepakalan anlar Negara yang
berbatasan.

4. Pulaw-pulau kecil teruar adalah pulad dengan vas area kurang alu sama
dengan 2000 km2 (dua rbu kilymeter persegi) yang memiliki Gtik-titik dazar
koordinat geagrafs yang menghubungkan garis pangkal laut kepulavan
sesual dengan hukum intemasional dan nasional.

4. Pengeinlagn upaya kesshatan pada daerah teringgal, perbatasan, dan
kepulauan suaty bentuk penyefenggaraan upaya kesehatan pada daerah
tertinggal. petbatasan dan kepulavan yang berfokus pada penyusunan dan
penstapan kebijakan dalam bentuk MSPK, pengembangan sember daya
manusia pengekela, kajan. bimbingan teknis, manilaring dan evaluasi,

— R -
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serla upaya kesehalan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang
memerukan teknoloy dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan
pada tingkt proving dan kabupatenkota.

Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah tetinggal.
perbalasan, dan  kepulavarn skala provinsi adalah  suaby benluk
penyelengoaraan upaya kesehatan pada dasrah iertinggal, perbataszan,
dan kepulauan yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebiakan
untuk penyusunan rencana kera operasional program kesehalan lingkat
propinsi, pelatihan tekns pengelola, kajian, bimbingan leknis, montznng
dan evaluasi, serta upaya kesehalan pada daerah tertinggal, perbatasan,
dan kepulauan yang memerukan leknologl dan sumber daya yang belum
mampu diselenggarakan pada lngkat kabupatendkola.

Penyetenggaraan upaya kesehatan pada daecah leninggal, perbatasan, dan
keputauan, skala kabupaten fthota adalah sualu bentuk penyslenggaraan
upaya kesehalan pada dagrah tedinggal, perbatasan, dan kepulauan, yang
berfckus pada penyusunan dan penelapan kebijakan untuk penyusunan
rencana kefja operasional program kesehatan tingkal kabupalenikota,
pelatihan teknis pengelela, kajian, bimbingar ieknis, meniloring dan evaluasi
terhadap unil pelaksana leknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat.

Puskesmas daerah terpencil adalah Puskesmas yang berada di daerah
memiiki dalam hal aksesibiliti karena berbagai sebab  qeadgrans seperi
pequnungan, pedataman, rawa-rawa dan tepl hutan, Jarak lempuh dari
kabupalen ke lokasi Puskesmas memedukan wakiu pulang pergi dengan
kendaraan yvang umum di gunakan di wilayah lersebuot labin dar § jam
penalanan.

Puskesmas daerah sangat lerpenci adaiah Puskesmas yang berada di
daerah yang memilki kesulilan dalam hal aksesibililas karena berbagai
sebiab geoqrafs seperti pequnurgan, pedalaman, rawa-rawa dan tepi hulan.
Jarak lempuah dari Kabupaten ke lokasi Puskesmas, memerlukan wakh
pulang pergi dengan kendaraan yang umum digunakan di wilayah tersebut,
lebih dari B jam perjalanan,
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BE. URUSAN PEMERINTAHAN :

- 66 -

! PEWMERINTAH ' PEMDA "PEMDA
PUSAT PROVINSI KABHOTA
Pengekalaan upaya Bimbingan dan Fenyelenggaraan uvpaya
kesehatan pada dasrah ! pengendalian upaya kesehatan pada daerab
tertinggal, perbatasan, | kesehatan pada tertinggal, perbatasan,
dan kepulauan skala daerah tertinggal, dan kepulauan skala
naslonal : parbatasan,dan kabupaten/kota:
kepulauan skala '
provinsi:

1. Penyusunan dan 1. Pemyusunan dan 1. Penyusunan dan
penatapan kebijakan/ penetapan kebijakan/ penstapan kebijakan!
NSPK upaya W5PK upaya NSPHK upaya
pelayanan kesehalan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan
pada daerah pada dagrah paca dasrsh
tertinggal, perbatasan tertinggal, perbatasan tertinggal, perbatasan
dan kepulanan skata dan kepulavan skals dan kepulaan skala
nasianal. proping kabupalanfkota

2. Penyusunan 2. Pemwusunan 2. Penyusunan
pengembangan pengembangan pengembangan
rencana upaya rencana upaya rencana upaya _
pelayanan kasshatan palayanan kesehatan pelayanan kasehatan
pada dagrah pada daerah pada dasrah
tertinggal, parbatazan lerlinggal, pevbalasan tertinggal, perbatasan
dan kepulavan skala dlan kepulauan skala dan kepulauan skala
nasional, popinsi kabupatervkala

3. Sosialisasi, Advokasi | 3. Sosialisasi, Advokasi | 3. Sosialisasi, Advokasi
dan koordinasi dan koordinast dan koordinasi
LPLS,L5M, swasla LELS LEM swasla LPLS.LSM swasta
flan masyarakzal dan masyarakat dan masyarakat
terkat Kebijakan tarkait Kebijakan terkail Kebijakan
upaya pelayanan upaya palayanan upaya pelayanan
kesehatan pads kesahatan pada kesehatan pada
daevrah tertinggal, dazrab tertinggal, daerah tertinggal,
perbalasan dan perbalasan dan perbatasan dan
kepulauan skala kepulauan skala kepulauan skala
nasionza! Provinsi kabupatentbkata
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PEMERINTAH ; ~ PEMDA
PUSAT o AE] KABIKOTA

Bimbingan - Bimbingan . Bimbingan
Leknis.mandoring dan teknis,menilonng dan teknis, monitenng dan
avaluasi lerhadap gvaluasi lerhadap evaluasi terhadap
upaya pelayanan upaya palayanan upaya pelayanan
kesehatan pada kesehatan pada kesehatan pada
daerah lerlinggal, daeran lerlinggal, daerah teringgal,
perbalasan dan perbatasan dan parbatasan dan
kepulauan skala kepukatian skala kepulauan shala
nasional propinsi kabupatenskaia

. Pengembangan . Pengembangan . Pengembanian
sumberdaya sumberdaya sumberdaya
manusia pengelslazn manusia pengelolazn manusla pengelclaan
pelzyanan kesehalan palayanan kesehatan pelayanan kesehatan
pada daerah pada daerah pada daerah .
tertinggal, perbatasan tertinggal, perbalasan tartingyal, perbatasan
dan kepulauan skalz dan kepulauan skala dan kepulauan skala
nasional propinsi Kabupalenkota

. Pengembangan . Pengembangan . Pengembangan
leknologi dan teknologi dan leknologi dan
informasi pelayanan informasi pelayanan mitrmasi pelayanan
kasehatan pada kesehatan pada kesehalan pada
daerah leriinggal, daerah tertinggal, dagrah leinggal,
parbatasan dan perbatasan dan perbalasan dan
kepulauan skala kapukauan shala kepulauan skala
naslonal proguns kablpatenkota

. - Kajian pengelokasn/ Kajian pengeklaans . Kajian pengskelaan
manajamen mutu mangjemen muly Manajemen mutu
pelayanan kesehalan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan
pads dasrah pada dagrah pada daerah
tertinggal, perbatasan tertinggal, perhatasan leninogal, perbalasan
dan kepulauan skala dan kepulauan skaka dan keputavan skala
nasicnal Propinst kabupalenkota

- BT —
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PEMERHETAH PEMDA - - PEMDA: 77
 PUSAT PROVINSI mﬁrkﬂ;m ZE
B. Fasilitasi dan . Fasiltast dan : FEEI[IIZESI dan
penyglanggara penyelenggarsan penyélenggara
an pementharn pamenuhan an pemenuhan
sumber daya upaya sumbser daya upays sumbsr daya upaya
pelayanan kesehatan pelayanan kesshatan petayanan kesghatan
pada daarah pada daerah pada daerah
leringgal, pertatasan lerlingqgal, perbatasan tertingqal, perbatasan
dan kepulauan skala dan kepulauan skala dan kepuiauan skala
nasional propins: kabupatenkata
C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR ¢

1. PELAKSAMAAM LRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI

PUSAT

Sebagai penanggung jawab Koordinator adalah Departemen Kesshatan
Kesehatan {unil utama yang bertanggung jawab di bidang bina pelayanan

kesahatan).

2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI

PROVINSI

Sebagai penangqgung Jawab Koordinator adalab Dinas Kesehatan Provinsi

3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAMN BIDANG KESEHATAN DI

KABUPATENKOTA

Sebagal penangoung jawab Koordinator adalah Dinas Kesshatan

KabupatenKota.
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j4.4. PEMERINTAH . Registram, akreditasi, serifikasi sarana kegehatan
sesUai peraturan perundang-undangan

PROVINSI . Registrasi, akreditasi, serifikasi sarana kesehatan
sesuai paraturan perundang-undangan

RABKCTA : Begistrasi, akreditas), serifikasi sarana kesehatan

sesuai peraturan penndang-undangan

A. PENGERTIAN:

1. Sarana kesehatan adalah tempal yang digunakan unluk menyelenggarakan
upaya kegsehatan,

2. Sarana kesehalan melputi  pelayanan kesehatan dazar pelayanan
kesehatan rujukan, sefa pelayanan penunjang meadik;

1 Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap seluruh sarana kesehatan baik
miilik Pemerintah maupun Swasia terhadap status dan keberadaannya.

4. Akreditasi adalah pengakuan Femerintah kepada romah sakit dan sarana
kesehatan lainnya yang telah memenuhi standar yang ditetapkan.

3. Serlilikasi adalah pengakuan teduils dan pemenntah tenlang slalus sarana
kesehatan yang bersangkutan lelah memenuhi

B. URUSAN PEMERINTAHAN :

HE.‘QIE’[FEEL al:redrlas: Regmtrasl akdas:, Reg:stram ahredltasl

serbilikasr sarana serifikasi sarang sertifikasi sarana

kesehatan sesua kesehatan sesuai kesahatan sesuai

peraluran penndang- peraturan perundang- peraturan perundang-

undangan; undandgan : undangan;

a. Registrasi Sarana a. Regslrasi Sarang a. Regislrasi Sarana
kesahatan : kesehatan : kesehatan :

Fenetapan kebijakan
regislrasi sarana
kesehalan

— RO _



- Larpiran 5K MENKES Mo 922 0FNEEHECNIHE -

~ - PEMERINTAH' PEMOA PEMDA
o PUSAT. PROVINS! - KAB/KOTA

1. Melakukan Memberikzn 1. Melakukan
regislrasi rekomendasi redistras prakiek
rmah sakil, rédnstrasi rumah mardiri tenarga
laboratorium sakif; medis dan
kesehatan kelas keperawsalan,
utamamadyz, keterapian
sarana pelayanan fisik, prakliak
radiolerapi dan berkelompok
sarana pelayanan tenzga medis
kadokderan nuklir dan kaperawalan,

keterapian

[isik, rumah
barsalin, klmik
urmufspasialis,
sarana radiologi
diagneslik,
UTOC,

2. Monilowing . Melakukan 2. Menitoring
evaluasi registrasi ragiglrasi labkes evaluast registrass
sarana kesehatan kelas pralama, sarana kesehatan
seluruh provingi. sarana radiologi wilayah Kefja

diagnastik, UTD kafwpaterifata;
Pembina;

3. Pembinaan dan - Morilaring
pengawasan avaluasi regisiragi
registrasi sarana sarana kesahatan
kesahatan geluruh
selunuh provingi kabupalen di

wilayah Kerja
provinsi;

- T -
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PEMERIMTAH = |~ - PO - PEMDA R
PUSAT. . ... | ... PROBEEL KABIHOTA .
4, Permbinaan
registrasi sarana
kesehatan
selurih
kabupaten di
wilayah kerja
provinsi,

. Akreditasi sarana b, Akradilasi sarana b, Akredilasi sarana
kesehalan; kesehatan: kesahatan;
Menetapkan
kebilakan dan NSPK
lentang akreditasi RS
& sarkes lannya,

1. Melaksanakan 1. Melaksanakan 1. Mengajukan
akreditasi seluruh akredilasi Prakiek perrmohonan
rumah sakil, mandin lenaga uniuk akreditasi
laboralarium madis dan sarana kesehatan
kesehalan, keperawalan,
sarana pelayanan prakisk
radichogi berkelompok
diagnoslik, tenaga medis
radicderapi dan dan keparawatan,
sarana pealzyanan rumah persalin,
kedokteran nuklir, Kllnik, umumf
UTD Parnbina spesialis

2. Pembinaan dan 2. Bimbmaan dan 2, Monilaring
pergarcalian pengawasan dan evaluasi
akreditasi RS & akredilagi akreditasi sarkes
sarkes lainnya; sarkes selurub ¢ wilayah

kabupaten di kabupatenkota
wilayah kena
provingi
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evaluasi rekomendas
akredilasi sarkes akredilas sarana
kesehatan
4, Monoring
dan evahasl
akreditasi
sarkes salunut
kabupaten di
whayah kerja
PIOYINSI,
¢. Sertfikasl Sarana ¢. Senifikasi Sarana c. Sartifikasi Sarana
Kasehatan: Kesehatan: Kesehalan:
Menetapkan
Kebliakan tenlang
sertifikasi dan
standarisasi sarang
kesehatan
1. Senifikas 1. Memberikan 1. Mengusulkan
penetapany rekomendasi parmchanan
peningkatan permohonzan serlifikasi
kefas namah serihkas! peristapan/
sakil, labkas penetapan/ peningkatan kslas
kelas utamay/ peningkalan RS & {abkas Tk
madya 4| seluruh kelas RS & Kab/Kota
wilayah kerja Labkes Tk
Pravinsi. Provins|
2. Melakukan 2. Mslakukan 2. Malakukan
pembinaan dan pengawasan di moniloring
pangendalian di tingkal Provinsi dan evakras
tingkat pusal sarfifikas di
i bngkat kabiola

-
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C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATCOR

1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAM Di
PLUSAT
Sebagai penanggung jawab [Kowdinator adalah Departemen Kesshalan,
Kesshatan (unil utama yang berdanggung jawab di bidang bina  pelayanan
kesehatan), :

2. FPELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI
FROVINSI .
Sebagai penanggung jawab Keordinalor adalah Dinas Kesehalan Pravinsi

3. PELAKSANAAN URUSAM FEMERINTAHAN BIDAHG KESEHATAM D
KABUPATEMNKOTA,
Sebagal penanggung jawab fKeordinator adalah Dlnas Kesehatan
KabupalenfKota.

-7 -
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1.4.5a PEMERINTAH . Pemberian izin sarana kesehatan terlentu
- PROWVINSI - Pemberian rekomendasi izin sarana  kesehalan

terlentu yang diberikan cleh pemenntah

KABKOTA - Pemberian rekomendas! izin sarana kesehatan

tenentu yang disenkan oleh pemerintah dan provins

A PENGERTIAN :

Sarana kesshalan adalah tempat yang digunakan ik menyelenggarakan
upaya kesehatan;

Perijinan sarana kesehatan dimaksudkan uniuk memberikan parlindungan
képada penefima dan pamber pelayanan kesehalan yang tidak memenubi
slandar wang terdin dari izin pendirian dan izin penyslenggarazn/
gperasional

Parizingn Rumah Sakil terdin atas -

1.

a.

lzin Mendirfkan RS

Diberikan untluk mendirkan/membangun rumah sakil, lama berlaku 2
{dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (zatu) kali dengan lama berlaku
1 [satu) tahun,

Izin Panyelenggaraan RS

Diberkan urtuk  menyelenggarakan RS, diberkan sglama RS
rnalaksanakan kegiatantrmya dan memenuhi pergyaratan vang ditetapkan,
masa beraky 5 {ma) tahen dan dapal dgerpanjang lag sebsiah habis
rmasa berlakunya.

Sarana Kesehatan maliputi |

a.

Rumah Sakit Umem adalah wmah sakit yang memberikan pelayanan
kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dari yang bersifat
dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuan
klasilikasi yang ditetapkan

Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakil yang memberikan pelayanan
utara pada salu bidang alac sah jenis pelayanan lerteniu berdasarkan
disiplin ilrmu, golongan urmr, organ, jenis peryakit,

sarana kesehatan penunjang yang setara melipoti  Lakeratodum
kesehatan dan lain sebagainya.

- T4 -
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Praklik berkelompok adatah penyelenggaraan sarana kesehatan yang
dilaksanakan secara berkzlompok oleh lenaga kesehatan,

Wlirnk, UmumySpesialis

Kinik dokler'dokler gigi keluarga

Pengobalan Komplementer - Allernatif adalah pelayanan pengobatan
non  konvensional yang  ditujukan  unluk  menngkatkan  derajal
kesehalan masyarakat melipun upaya promobl, preventil, kuratdf
dan rehatalilalf yang dipgrakeh melalul pendidikan terstruklur dengan
kualitas, keamanan, dan efektitas yang tinggi, vang barfandaskan
Umu pengetahuan biomedik yang belum ditenma dalam kedokleran
korvensional

UTDC, UTD Pembina

Praktak Cokler dan alau Dokler Gigi adalah Praklik Berkelompok
Dokter dan atau Dokler Gigi adalah sarana pelayanan kesehatan yang
menyelsnggarakan pelayanan medik dasar yang dilzkukan oteh sedikal
dikilnya 3 dokter dan atau dokter gigl pada satu lempal yang dimilik oleh
perorandgan dan atau badan hukum dengan alau tanpa mengounakan
penunjang medik sederhana.

Rumah bersalin adalsh sualu fasiitas pelayanan kesehatan dasar vang
memberikan palayanan medik dasar khususnya yang berkaitan dengan
pelayanan kebedanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan
kesehalan masyarakal yang dilakuan oleh tidan dibawah pengawasan
dan tanggungjawab dokler umum serta dilaksanakan secara temady
dan menyelurdhikomprehensdy yatg meliputi pelayanan rawat jalan,
rawal inap, dan menjalankan fungsi nujukan,

Klinik Keacantikan Estetika adalah suatu sarana pelayanan kesehatan
{Prakti¥. dokler perorangan'Praktik Berkelompek Ookier) yang betsifat
rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanah medik (konsultasi,
pemenksaan, pengobatan dan tindakan medik} uniuk mencegah dan
mengatasi terbagai kondisiipenyakit yany terkait dengan kecantikan
{estatika penampilan) seseorang, yang dilakukan aleh tenaga medik
{dokler, dokter gigi, dokler spesialis dan dokter gige spesialishsesuai
keahlian dan kewenangarnya.

Klinik Rawal Inap adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan meadik dasar pada ndividu berupa rawal jalan magpun
rawal inap dengan kapasilas 10 (sepuluh) tempat tidur, yarg meliput

.
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pelayanan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pencoakan
diagnisis, penyembuhan penyakil dan rehabilitasi.

Klinik Dokler Kellarga adalah suatu sarana pelayanan keésehatan
Secard paripurna yang memuosalkan Byanannya kepada seliap ndividu
dalarm suaty keluarga binaan.

Khinik Qokler Gigi Keluarga adalah sarana pefayanan kesehatan gigi
dan mulyl sacara paripumna yang memusatkan layanannya kepada
setiap individu dalam suaty keluarga binaan.

4 Pembagian Rumah Sakit :

d.

Bardazarkan Kepermrikan :
11 RS Pemeriniah :
a) Depkes ; B3 Verikal
b] MonDepkes : Pemda [Provinsi, Kabupaten fKota, THIPOLRI,
BUMN, Dapartemen lair,
2y RS Swasta ; PT, Yavasan, PMON, PMA, dil
Klagifikasi .
1) RS Umum Pemedntah dan Swasla @ Kalas &, B Pendidikan dan B
Hon Pendidikan, C dan D
2] RS Khusus:
a) Pemerintah Daerah ; Kelas A dan B
b) Pemerintah Pusat dan Swasta : Kelas A, Bdan C

5. Sarana Kesehatan leranh dianlaranys;

a,

L

R L e

Fumah Sakit kelas Allarma ataw yang setara;

RS kelas B pendidikan;

RS Khusus kelas A

Laboratorium Kesehatan Kelas Warnafpelayanan Laboraiorivm RS
kefas A dan RS kelas B pendidikar,

Inslitusi penguiji fasililas kesshatan kelas &;

Rurnagh sakit hergarak;

RS PMAFMON;

Pelayanan Radioterap

Kedakisran Nukli

Klinik Kedokteran SpesialisiKedokteran Gigi Spesialis PMA;
Pelayanan Meadis Subspesialis khusus

- 7B -



- Lompiir SKMEMKES M J2ZAWENKESI BRGNS -

B. URUSAH PEMERINTAHAN :

TYREMERINTAR (0 PEMDA - PEMDA
PUSAT PROVING| KABMKOTA

Pamberian izin sarara Pemberan rekomendasi | Pembenan rekomendasi

kesehatan lersanty izin sarana kesehatan izin sarana kesshatan

Menatapkan kabijakan lertanty yang diberikan | lerteniu yang diberikan

penzinan oleh pemerintahan : olah pemenntah dan

prowing| :

1. Panetapan IZin- 1. Rekomendasi izin 1. Rekomendasi izin

- mendirkan mendikan mendirkan

2. Penatapan izin 2. Rekomehiasi izin 2. Rekomendasi izin
Penyelenggarasn penyelenggaraan penyelenggaraan

3. Monitorinyg dan 3. Monitoring dan 3. Monitaring & evaluasi
gvallasi evaluasi

. PEMANGGUNG JAWAB! KOORDINATOR :

1. PELAKSANAAM URUSAN FEMERIMTAHAN BIDANG KESEHATAN D
PUSAT '
Sehagai penanggung jawab MKoordinaly adalah Departemen Kesehatan,
{umil Litama yang benanggung jawab di bidang bina pelayanan kesehatan).

2. PELAKSAMAAM URUSAN PEMERIMTAHAN BIDANG KESEHATAN DI
FROVINS|
Sebagal penanggung jawsh Koardinglor adalah Dinas Kesehatan Proving

3 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAM BIDAMG KESEHATAN DI
KABLUPATENKOTA,
Sebagal penanggung jawab Koordinabw  adalah Dinas  Kesehatan
Kabupaten/¥ota.

— 77 -
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1.4.50. PEMER|NTAH

PROVINSI . Pemberian izin sarana kesehalan melipuli rumah
sakil pemerintah Kelas B non pendidikan, umah sakit
khusus, rumah sakit swasta ser'a sarana kesehalan
nemUnjang yang setara

KAB/KOTA - Pemberan izin sarana kesehatan meliputi rumah sakt
pemernnlah Kelas C, Kelas O, umah sakit swasta yang
selara, prakik berkelompok, klnik umumfspesialis,
rumah bersalin, Klinik dokter keluargaidokler gigi
keluarga, kedoklaran komplemenler, dan pengobatan
tradisional, sefla sarana penunang vang setars

A. PENGERTIAN :

i, Sarana Kesshalan adatah lempat yang digunakan unluk menyelengqarakan
upaya kesehatan.

2 Penzinan sarana kesehatan dimaksudkan untuk membgnkan perlindungan
kepada masyarakat dar praktek pemberian pelayanan kesehatan yang
Ldak memenuhi standar alau fidak bermutu, yang terdin dari izin pendirian
fdan izin penyekend garsaniops rmsional.

3. Penzinan Rumah Sakil terdin atas -

a. |zin Mendirikan RS
Chberlkan unluk mendirikan'/membangun rumah sakil, lama berake 2
{duva) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan lama berlaku
1 (saly) fahyn.

k. lzin Penyelencgaraan RS
Ciberikan  ontuk  menyelenggarakan RE, diberikan selama RS
melaksanakan  kegialannnya dan memenuhi  persyaratan  yang
ditetapkan, masa beraku 5 {ima} tahun dan dapat diperpanjang lagi
setiap habis masa bedakonys,

4. Sargna Kesehatan malipul ;

a.  Fumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan
kesehatan pada semua bidang oan jenis penyakit gan yang bersifal
dasar sampai dengan sub spesialistik sesua dengan kemampuan
klasifikasi yang ditetapkan

- 78 -
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b, Rumah Sakit Khusus adalah rimah sakit yang membernikan pelayanan
utama pada $alu bidang atawu satu jenis pelayanan terenlu berdasarkan
digipdin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit.
Fraktik berkelompek
Klinik UmumniSpasiatis
Rumah Eersalin
Klinik dokter/dokter gigi keluarga
Kedokterah komplimenter
ernhagmn Rumah Sakit .
Berdasarkan Kepemilikan -
1} RS Pemerintah ;
a)  Depkes : RS Vertikal
by Mon Depkes ; Pemda [Provinsi, KabupatenKola, THIPCLRI,
BUMMN, Dapartemen lain,
2] R3 Swasla : FT, Yayasan, PMON, PMA. dil.
b Klastikasi |
1} RS Umum Pemerintah dan Swasta : Kelas A, B Pendidikan dan B -
Hon Pendidikan, G dan D
2} RS Khusus
a) Pemerintah Daerah : Kstas A dan B
B] Pemerintah Pusat dan Swasta : Kelas A, Bdan €

3.

D e h® a0

B. URUSAN PEMERINTAHAN :

F‘emhenan izin sarana
kesahatan meipuli rumah
sakit pemerintah Kelas B
non pendicikan, rumah
gaknt khusus, romah sakil
swasta serfa sarana
kesehalan penunjang
yang sekara;

- 79 _
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FEHHEHIHT#H ) FEHI‘.'IA
. Bijgar: PRﬂ‘L’P@SI
1. Eehc:mend:as: |1Ir'| 1. Penetapan iZzin
rendirikan inandirikan,
setelah mendapat
rekomendasi
Departemen
Kesehatan
2. Rekomendasi izin 2. Pemberian izin
pEfyelendggaraan pehyelenggaraan
3. Pembingan & 3. Pengawasan
pengandalian
1. Pambinaan dan 1. Rskomendas izin
pengendalian mendirkan
2. Rekomandasi jzin
penyelanggaraan,

3. Pengawasan

1. Usulan izin
mendifikan

Z. Muniloring dan
avallas

Pembenian izn sarana
kesehatan mefiputi rumah
sakit pemerintah Kelas
C. Kelas B, rumah gakit
swasta yang selara,
praktik barkelompok,
Klinik wmum/spasialis,
rumah bersalin, kinik
dokter keluargaldokter
ici keluarga, kedokteran
komplementer, dan
pengobatan radisional,
3erta sarana penunjang
yang setara
1. Penetapan [zin
mendirkan
2. Penstapan zin
penyelendgaraan,
3. Moniloning dan
gvaluasi

~ R0
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C. PENANGGUNG JAWARS KOORDINATAR .

PELAKSANASN URUSAN PEMERINTAHAM BIDANG KESEHATAN O
PLIGAT

Sebaga penanggung jawab Moordinator adalah Depademen Kesshatan,
Kezehatan [unil utama yang beranggung awab di bidang bina pelayanan
kesahatan).

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAM BIDANG KESEHATAN DI
PROVINGI
Sebaga penanggung jawab Koerdinalor adalah Dinas Kesehalan Provinsi

FELAKEANAAN URLISAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI
KABLIPATENMOTA

Sebagai penanggung  jawab  Meoordinglor  adalah Dinas  Kesehalan
¥abupaten/iota.

- H1 -
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2. 5UB BIDANG : PEMBIAYAAN KESEHATAN.

Z.1. SUB - SUB BIDANG : PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT

2.1.1. PEMERINTAH . 8. Penetapan norma, standar, prosedur dan

krileria  bidang jaminan pemeliharaan
keszhalan

b. Pengetolaan jamnan pemeliharaan kesehatan
nasional

PROVINSI : &. Pangelolaanipanyslenggaiaan, bimbingan,

pengendalian  jaminan  pemeliharaan
kesehalan skalg provinsi

b. Bimbingan dan pengendalian penyeleng-
garaan jaminan pemeliharaan kesehalan
nasional {Tugas Pembaniuvan}

KAB/KOTA . 8. Pengeksanndpenyelendgaraan, jaminan

remelitaraan kesehatan sesual kondisi lokal
b, Penyalengyaraan jaminan  pemeliharaan
kesehalan nasional (Tugas Pembantuan)

A. PENGERTIAN :

1.

Biaya kasehatan acalah sejumiah dana yang harus disediakan untuk dapat
mehyalenggarakan dan alau rmemanfaatkan pelayanan késehalan
Pembiayaan kesehatan adalah upays yang dilakukan agar tersedianya
pembiayaan kesehatan dewngan jumlah yang mencuktpl, teralokasi secara
adil dan lermanfaalkan secara berhasll guna dan herdaya guna untuk
menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkalkan
derajat kesehalan masyarakat yang selinggi inggenya.

Pengelolaan pembiayaan kesehatan adalsh upaya penalaan penggenaan
dana yang dialokasikan uniuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara
efizien, efektif, dan merata

Jaminan kesehatan adalsh program yang bertujuan unluk memberikan
kepaslian perindungan sosial yang menyelureh bagi setiap rakvat ndonesia
agar dapat hidup sehat, prodickt f dan sejahiera.

- -
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5. Pengelolaan Jaminan Kesahatan adalah bentuk penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan mekput tata laksana kapesertaan, pemelinaraan kesehatan,

pendangzn kesahalan dan pengorganisasian secars nasional.

URUSAN PEMERINTAHAN :

" RENBA. “PEMDA

. = PROYING KABMOTA

. Moniloring . Manitaring

NONTKE S land ar, dan koordinasi dan koordinasi
prosedur dan knleria pelaksanaan NSPK palakzanaan NSPK
bldarg Pembiayaat pembiayaan dan pembiayasn dan
dan Jamianan jaminan kesehatan di jarminan kesehalan di
kesehatan pravinsi, kabfkola kabikota

. Menatapkan . Monltoring . Moniloring
pedoman dan koordinasgi dan koordinasi
pembiayaan dan palaksanaan pelaksanzan
jaminan kesehatan pedoman pembiayaan pectman
pusat, provingi dan dan jaminan pambiayagn dan
kab/kota kesshatan di prowvinsi, jarminan kesehatan

kabiota di kabrkata

- Menelapkan pedoman Monitoring . Monitenng
peryLSLNaN akun dan keordinasi dan koordinas
biaya kesehalan pelaksanaan pelaksanaan
rasional, props|, pedoman akun bikwa pedoman akun biays
katvkaota (NHAFPHA/S keschatan di provinsi, kesehatan di kaby
OHA) kabfkota (PHA/DHA) kota (PHA/DHA)

. Menetapkan . Monitoring - Maoniloring
pedoman dan koordinasi dah kogrdinasi
penyelanggaran pelaksanadn pelaksanaan
jaminan kesehatan pedaman padoman
masyarakal pugat penyelenggaraan penyslenggarasan
dan daerah {prop dan jaminan kesehalan jaminan kesshatan
kablkola) masyarakal di prop rasyarakal o kabs

i dan kabtkota kota

- B3 -
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FEHEHIRT#H PEMDA" 7GR py
L PUBKTS | pROVINGIZ 1| T KARKBS)

: Melaksanakan 3. Melaksanakan 5. Me!ahsanakan
National Health - Frovicial Health Cictnct Heafth
Account (NHA) Accounl {FHA] Account [DHA}

. Pengelolaan jaminan | 6. Melaksanakan 6. Melaksanakan !
kesehalan nasional ; pengelolaan aminan pengalalaan jaminan

kesahatan nasional di kesehatan nasional
Provins di kabikota

. Bimblngan, 7. Birnbingan, 7. Bimbingan,
pengendalian, pengendalian, pengendalian,
PENgawasan pengawasan pengawasan
pemblayaan dan pembiayaan dan pembiayaan dan
jaminan kesghatan jaminan kesahatan jaminan kesehatan

PENANGGUNG JAWAB! KOORDINATOR :

1. PELAKSANAAN URUSAM PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAM D
PUSAT
Sebagal penanguey jawabfkoordinater adalah Deparlemen Kesehatan
(unit kedja yang bertanggung jawab di bidang pembiayaan kesehatan).

2. PELAKSANAAW URUSAN PEMERINTAHAM BIDANG KESEHATAN O
PROVINSI '
Sebagai penanggung jawablkoovdinator adalah Dinas Kesahatan Provingi,

3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAM DI
KABUPATENOTA
Sebagal penanggung jawabfkoordinator adalah Cinas Kesshalan Kabupalen/
Kota.
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4.1 SUB - SUB BIDANG ; PENINGKATAN  JUMLAH, MUTU DAN

FENYEBARAN TENAGA KESEHATAN

31.1. PEMERINTAH : Pengelotaan tenaga kesehalan strategis

PROYINGI . Penempalan  tengga  kesehatan  strategis,

pemindahan enaqa tarentu anlar kabupaten/
kota skala provinsi

RABKOTA » Pemantaatan tenaga kesshalan strategis

A. FENGERTIAN :

1, Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDME) adalah seseorang yang bakerja
secara aklif di bidang kesshalan bak yang mamiliki pandidikan fomal
kesehatan maupuntidak, yang untuk jenis tertenty memerlukan kewenangan
dalam melakukan upaya kesehatan.

2. Tenaga Kesehalan {Makes} adalah setiap orang yang mengabdikan diri
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengelaboan dan ataw kerampilan
melalui pendidikan formal dibidang kesehatan, yang untuk jenis lenaga.
kesehatan ledenty memerlckan kewenangan dalam melakukan upaya
kesehalan,

Tenaqga kesehalan [nakes) lerchn dari:

a.

b,
C.
d

Tenaga medis: dokter, dan dokter gigi

Tenana keperawatan: Perawal, dan Bidan

Tenaga kefarmasian: Apolaker, Analis farmassdan Asislen Apalskar,
Terags Hesmas: Kesmas, Epidemiclog kesehatan, Enlomolog
Kas, Mikrobiolag Keas, Penyuluh Kes, Adminisirator Kegehalan, dan
Sanitanan

Tenzaga Gigd: Mulrisionis, dan Dietisien

Teraga Keterapian Fisik; Fisiclerapis, Okupasi terapis, dan Terapis
Wicara.

Tenaga Keleknisian Medis: Radiogaraler, Radioterapis, Teknisi Gigi,
Teknisi Eleklromedis, Analis Kesghatan, Refraksiams Opbsigr, Crolik
Prostetik, Teknisi Transfus dan Perekam Medis

— RhE _
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Sarana kesehalan meliputi balai pengobatan, Puskesmas, RS Umum, RS
Khusus, praklik dokler spesialis, prakbk dokler gagr spesiaiis, praklik bidan,
Ioko obat, apotik, pedegang besar farmasi, pabrk obal dan bahan obal,
laboratorium dan inshilusi pendidikan kesghatan

arana pelavanan kesehatan adalah sarana kerja bidang kasehatan yang
memberikan pelayanan medis secara langsung maupun tidak langsung
(penurjang medis), baik kepads umum maopun lerbatas kepada karyawan
sendiri dengan pembayaran atau tanpa memungut bayaran seperti R5U,
Rumah Sakit Khusus, Balai Pangobatan, BKIA, Laboratorium, Klinik, Pabrik
Famasi, pedagang Besar Farmash, Apolik dan sarana pelayanan medis
lainnya yang ditelapkan Menteri,

Fengalolzan [enaga kesehatan strategis  adalah  pengadaan  dan
pendayaguraan tenaga kesehatan tertenlu yang mencakup jumiah, jenis,
dan kualifikasi.

Pengendalian mutu pendidikan tenaga kesehatan (Pre service), terdin dar;
a. |ljian Akhir Pragram:
1) Penelapan pedoman Nasional wjian akhir program pendidikan
tenaga kesz=hatan.
2] koordingsi,
J; fasilitaz
4)  monitoring dan evaluasi wian nasional,
% Penyedaan blanko ipasah danfatau sertifikal upan nasional,
b. Evaluasi:
1] Fenetapan pedoman  evaluasi lerhadap pengelala,saluan jalur,
jenjang dan jenis pendidikan tenaga kesehatan
2} Pefaksanaan evalpasi nasional lerhadap  pengelola, saluan,
jalur jenjang dan jenis pendidikan tenags kezehatan.
¢ Akreditasi:
1} Penetapan pedoman akreditasi psnclidikan tenaga kesehatan
2} Pelaksanaan akradilasi pendidikan tenaga kesehatan

og
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g Penjamin mulu:

1) Penetapan pedeman penjaminan muty satuan pendidikan tenaga
kasehatan.

3 Bupervisi dan fasilitasi saluan pendidikan dalam pelaksanaan
penjaminan mutu unluk memeanuhi slandar fagional pendidikern
tenaga kesehatan

3] Supervisr dan (asilitasi satuan pendicikan bararal imemasienal
dalam pelaksanan penjaminan mutu untak mermenuhi standar
internasional_

4] Ewvaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan muty sstuan
pendidikan skala nasional,

Siglem pendidikan 2naga kesehalan adalah talanan yang mengalur lentang
pelakzanaan pendidikan lenaga kesshatan (diknakes) terkait dengan
perijinan, seleksi penerimaan, pengembangan jenisfprogram, bimbingan
laknls dan pangendalian mutu (slandar, akraditagh, evaluasi, penilaian hasil
belajar, penalavsahaan ljasah'serlifikat dan pelantkan sebagai tenaga
kesehatan)

Tenaga kesehalan strategis adalah  tenaga kesshatan yang memiliki
pengesahan, keahlian dan kelramptlan khusus yang tidak dapat digantikan
alefi lenaga Tam, langka dalam arti jumiah maupun mulunya dan sangat
dibuluhkan aleh ssluan organisas dan sallan wilayah atau wakly tertentu.
Tenaga kesehatan strategis sebagai PTT adafah lenaga kesehatan sirategis
yang diangkat dalam wakiu leflentu guna melaksanakan tugas pamenntahan
dan pembangunan yang bersilal teknis profesional dan adminiskrasi sesuat
dengan kebutuhan saluan organisasi,

Pengembangan dan penetapan standar pendidiken lenaga kesshatan
melipul; standar isi, standar proses pembelajacan, standar kompetensi
lulugan, slandar pedidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarang,
slandar pengelolaan, standar pembiayaan dan slandar pénilaian,

a7
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B. URUSAN PEMERINTAHAN :

PEMERINTAH PENDA ~ = - Jn = * BEWDA -~
PUSAT PROVINSI KABIKOTA

Fengelolaan lenaga Perermpatan tenaga Femanfaalan tenaga

kesehatan stalegis; kesehatan strategis, kesehalan sirategis:

pemindahan tenaga
tertentu antar kabupalen/
kota skala proving:

1. Perumusan kebfakan 1. Parencanaan 1. Perencanaan
pengadaan dan kebuluhan lenaga kebutuhan tenaga
pendayagunaan tenaga kesehalanstrateqis kesehatan strategis
strategis. skala prowins; skala kabupaten:
a. Penctapan kebijakan a.  Mangumpulkan a. Mengumpulkan

dan palaksanaan data keadaan data keadaan

pengadaan Ienaga tenaga lenaga

keszhalan sirategis %esehatan kesehalzan

melalui pendidikan; strategis d - sirategis
Provingi '

1) Penetapan
Kebilakan Nasional
pendembangan
sistern pendidian
lenaga kesehalan

2} Pengembangan dan
penatapan standar
perdidlkan tenaga
kesehatan _

b, Penetapan kebijakan b.  Meanghitung b. Menghilung
pendayagunaan kebutuhan kahuluhan
tenaga kesehatan tenaga tenaga
slrateqis: kasshatan kasehatan

stralegis df stralegis di
wilgyah Provinsi wilayah kabvkota ‘

- "R _—
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EMERINTAH -
. PUSAT

1) Menetaphan
Kebijakan
Perencanaan

2) Menetapkan jenis
tenaga kesehatan
siraleqis skala
nasicnal

3} Menetapkan jenis
lenaga kesehalan
strategis skala proy/
kah'kota.

. Malaksanakan

kebijakan/pedoman

pedaksanaan:

ap melakukan

- koordinasi datam
perencanaan
kebutuhan tenaga
kesehatan strateqis

b} menetapkan
PErENCanaa
kebutuhan tenaga
kesehatan slrateqis
skalg r nasional,

- i PEMDA.

N IR -._ ;FF_EMLE&:; - __.._;.

T

. Melaporkan
kebuluhan
tenaga
keszhatan
stratequs ke
Fusal

2. Melaksanakan
kebijakan/padoman
pelaksanaan,

¢ Mslaparkan
kebutuhan

tenaga
resehatan

strategis ke
Provinei

[ = L= R
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3. Pelaksanaan 3. Pelaksanaan
pengadaan lanaga pengadaan lsnaga
kagehalan sirategis kesehatan strategis
mefalut pendidikan medalul pendidikan
ienaga kasehalan lengga kesehatan
stralegis sesuai sirategis sesuai
kebuluhan kehutihan
a) Penetapan hebijakan

nasional sisitem
pendidikan tenaga
kesahalan (parizinan,
seleksi panerimaan,
pengembangan ienisd
program bimbingan
keknis pengen-dalian
).

b} Perendalian muly
ripLt (slandar,
akraditazi, evaluasi
perilzian hask
bslajar, penatasn
Bazah/ sevifikat dan
pelantikan lenags
kesehatan.

] Pengembangan dan
penetapan standar
pendidikan tenaga
kesehatan yang
melipull : standar isi,
proses, kompetens,
pendidickapedidikan,
saranf/prasarana,
pengelotaan
pembiayaan dan
standar penilaiar.

— 40 -
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C. PENANGGUNG JAWAB KOORDIMATOR :

1.

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI
PUSAT
Sebagai penarggung jawabvkoordinator adalah Departemnan Kesehatan {uril

utarma yang bertanggung jawab di bidang pengelplaan lenaga kesehatan
siratagis).

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI
PROVINGI
Sabagai pananggung jawatvkoordinator dalah Dinas Kesehatan Provingi

PELAKSANAAN URUSAM PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Di
KABUPATEN/KOTA

Sabagai penanggung jawabkoordinalor adalah Dinas Kesehatan Kabupatan!
Kola.

~ 91 -



312

- Lamprran Sd MEREZS B3 §200IZ NEESSk G006 -

PEMERINTAH  : Pendayagunasn lenaga  kesehslan  makro  skala

nasional
PROVINGE . Pendayagunaan fenaga kesehatan skala provinsi
KABIKOTA . Pendayagunaan lenaga kesehatan skala ¥abupaten
LAk

A PENGERTIAM :

1,

Pendayagunaan Tenaga Keschatan ({SDMK) makro adalah pemanfaatan
berbagai jaris lenaga kesehatan {SOMK) melalui mekanisme pengelolzan
(manajemen} lenaga kesehatan secara sistemik, sistemalis dan menyelundh
yang mencakup aspek pengaturan dalam  perencanaan, pengadaan,
reknimen, seleksi, penem@atan, manajemen {pengembangan)  kanr,
remuneragi, Sislem  insentf, managemen Kinena dan  penghargaan.
peningkatan mutu, mobilitas imigrasi irelensi, distribusi antar daerah, sistem
informast, dil. di suat wilayah lerentu.

Pendayagunaan Tenaga Kesebalan (SOMK) makro skala nasional adalah
pemanfaatan berbagai jenis tenaga kesehatan {SDMK) melalui mekanisme
pengelolaan {manajemen)  tenaga kesshatan (SDMK) secara sistemik
dan sistematis, dan menyeluruh mencakup aspek pengaluran dalam
perencanaan, pengadaan, rekrulmen, seleksi, penempatan, manajemen
ipengembangan) karr, remunerasi, sislem insentf, manajemen kinerja dan
penghargaan, peningkalan mutl, mobilitas fmigrasi fretensi, distribusi antar
daerah, sislem informasi, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain di fingkup
wilayah Republik indonesia secara keselurvhan, dan ienaga kesehatan
WN| yanqg (akan) bakena dt luar negeri.

Tenaga Kesehalan (SOME] Lertentu adalah tenaga kesehatan (SCMK) yang
esensial atau satngal dipenukan di sarana kesehatan baik di pusal maupun
di daerah, yang bila tidak tersedia akan/dapat menurunkan mutu pelayanan,
Yang lemmasuk kategon ini misalnya tenaga kesehatan stralegis yang Lidak
dapat diganttkan oleh tenaqa kesehatan lain karena memiliki kewenangan
dan fungsijabatan tertentu.
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4. Tenaga Kesehalan (S0MK) makro adalah tenaga kesehatan (SOMK) yang
bekerja lidak tebatas pada Ingkup suala sarana kesehalan terlentu imis;
di sebuah RS, puskesmas, pustu, polindes kantor dinas kesehatan), tetapi
untuk sualy wilayah terentu, misalwa di ingkup {skalz nasional, skala
propinsi alau skala kabupsten, Halini akan mencakup berbagai jems (ghaga
kesabaian [SOMK) yang berkewarganggarsan Indonesia (WHI maupun
asing (WHA} yang bekerja di Indonesia, dan tenaga kesshatan WHI yang
{akan] bekerja di luar negeri

BE. URUSAN PEMERINTAHAN :

T N g [l
> SPRIRRUR - o o BﬁﬂgA on e i PEMRAR

Pendayagunaan tenaga | Pendayagunaan tenaga | Pendayagunaan tenaga

kesahalan makeo skala kesehalan skala pravingi: | kesehatan skala kabvkota:

nasional:

1. Menetapkan 1. Menetapkan jenls 1. Menetapkan jenis
kabijakan tenaga kesehalan tenaga kesehatan
PETENCANAAN, makro skala wrovinsi skrateqis skala kab
pengadaan, Kola,
rekruilmen, selehsi,
penampatan,
penygembangan
karir, Fermuneras,
manajemen kinarja
dan penghargdan,
penmgkatan muty,
mabilisasi dan
diafribusi antar
daerah dan sistem
infamasi tenaga
kesehatan (nakes)
makro skala nasional,

2. Menyusun jgnis 2. menyusun jenis 2. menyusun |shis
tenaga kesehatan lenaga kesehatan tenaga kesehatan
makro skala provikaby makro skaka provikalby slrategrs skals katy
kota, koila kola

- a3 -
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3. Melakukan koordinasi
dalam perencanaan
kebutuhan nakes
makro skala nasional

4. Memusun
- perencansan nakas
sirateqis skala
Nagicnal

5. Mamberkan banhan
hirmbingan teknis
kepada pemida
provinsi danfatau
kabupalentkola
dalam manyusun
perencanaan
kebuiluhan nakes
sirategis skala
nasicnal

3

Melakukan koordinasi
dalam perencanasn
kebuluhan nakes
strategis skala
provinsikabdkola

Menyusun
perenGanaan
kebutuhan nakes
sirateqis skala
provinsikabkota

Membenkan Banluan/
bimbingan teknis
(kepada pemda
kabupalenkola
dalam menyusun
perencanaan
kebutuhan nakes
strateqgis skala
provingi

3. melakukan koordinasi

i S

dalam perencanaan
kebutuhan nakes
strateqis skala kabf
kota (padatantar
tingkat wilayah
kecamatan dan
tingkal organisasi,
misalnya RS,
puskasmas) yang
tepal guna sasuai
dengan kebijakan
yang diletapkan

4. Menyusun

PEFENCANAan
kebutuhan nakes
strategis shala kab
kola (padaanler
tingkat wilayah
kecamatan dan
fingkat crpanisasi,
misalnya RS,
puskssmas

5. Membenkan banluan

bimbingan teknls
{technics! assistance)
dalam menyusun
PEIENCANGAN
kebutuhan nakes
stralegis skala kabf
kot {padataniar
lingkad wilayah
kecamztan dan tingkat
Organizasi, misdnya
H3, puskesmas)
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dengan Depdiknas
dalam pemenhan
kabluluhan akan
jumlah dan muty
(kompetansi) nakes
skals nagicnal

. Menyusun pedoman
pelaksanan
rekrutmen, selaksi,
perempatan,
Manalemsn
pengembangan
karlr, polafsisiem
remunéras, sislem
insentf, sistam
manajgman kinera
dan penghargasn,
paningkatan muly,
disinbusicdan sislem
informasi nakes
rmakro skala nasional

. Melakukan koordinasi

dalam pamenuhan
kebutuhan dan
pendayagunaan
tenaga kesehalan
slratagls skala
nasional

. Manyusun padoman

palaksanaan
rekrutmen, seleksi,
penempatan,
Manamgmen
pengembangan
karir, polafsistem
remunerasl, siglem
insentif, sistam
manajemen kinerja
dan penghargaan,
peningkatan muiy,
disiritizidan sistem
infomasl nakes
makro skala provinsi

. Melakukan koordinssi

dalam pamenuhan
kebutuhan dan
pandayagunaan
tenaga kesshatan
siralegis shala
provinst

. Mengeloia

palaksanaan
rekntmen, seleksi,
penernpatan,
mangjemer
pengambangan
karir, polafsistem
rermunerasi,  sistem
insenlif, sislem
managemen kKinerjs
dan penghargaan,
peningkatan mutu,
disbibusi dan sislem
nakes makm skala
kab/kola

. Malakukari koordinasi

dalam perenuhzan
kebuluhan dan
pendayagunaan
tenaga kesehalan
glralegis skala kaby
kota

- 05 —
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PEMERINTAH PEMOR-: ~ [ .1 PEWOA
- PUSAT PROVINSI- e MARKDTA -

9. melakukan koordinasi (9. melakukan koordinasi |9, melakukan koordinasi
dalaim pengadaan dalam pengadaan dalam pengadaan
lenaga kesehatan lenaga kesehatan tenaga kesebatan
sirateqis skala strategis skala strategis skata
nasicnal khususnya prowinst khususnya kabupatenkola
unluk jenis tenats untuk, jenis tenaga khususnys untuk
ya lidak lersedia yang tidak lersedia jenis tenaga yang
{lidak diproduksi) di {tifak diproduksi} di tidak lersedia (tdak
daerah selempal thaerah setempat dipriduksi) di dagrah

selompal

10, Membantu 10. Membaniu 10. Wembantu kecamatan
pemenntahan pemefintahan secara teknis
daerah pravinsi daerah kabupaten/ - {lechnical assisslanca)
danfalau kabupaterf kota secara dalam melaksanakan
kola sacara teknis {technical berbagal
leknis (technfcal assisstance) dalam kebilskan/pedoman
assisstance) dalam melaksanakan pendayagunaan
melaksanakan berbagai tehaga kesehalan
berbagai kebijakan/pedoman slrategis skala kaby
kebijakan/pedoman pendayagunaan kota (pada tingkat
penhdayagunaan lenaga kesehatan wilayah kecamalan
lenaga kesehatan strateqis skala dan tingkal urganisasi,
slrategls skala nasiohal (pada’aniar misalnya RS,
nasional (pada‘antar herbagai jenjang puskesmas) yang
berbagai jenjang pemarlintahan) yang tepat guha.
pemerintahan) yang tepal guna.
tepal guna '

1. menyusun dan 1. menyusun dan . menylLsun dan
menelapkan mEnetapkan msnstapkan
pedoman padoman pedoman
pelaksanaan mongy pelaksanaan money pelgksanaan money
monitening dan moniterrg dan meniloning dan

| evaluasi evallasi evaluasi

~ O —
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PEMERINTAH PEMDA PEMDA -
FUSAT FROVINSI KABKOTA

pendayagunaan pendayaqunaan pendayagunaan

tenaga kesehatan . tenagakesehatan tenaga kesehatan

makrg skala nasional makro skala provingi makro skala kablkota
padadaniar ingkal
wilayah kecamatan
dan tingkat institusi,
migalnya RS,
plizkesmias,

T2. Bersama-sama 12. Bersama-sama 12. Bersama-sama
dengan pemerintahan dengan pemearintah dengan pemerintah
daersh provinsi dan pemennlahan dan pemarinkshan
dandatal kabupaten/ daerah kabfkaota daerah provinsi
katadengan medzkukan monitoring | melakukan monilering
melakukan manitoring (pemantauan) {pemantauzn)
{pemaniauan) dan evaluasi dan evaluasgi
dan evaluasi pendayagunaan pandayaguna an
pendayagqunaan tenaga kesahatan ienaga kesehatan
tenaga kasshalan slrategis skala stratadis skala kaby/
slratagis skala pravins [ padafantar kota ({padafaniar
nasional {padafantar berbagai jenjang lingkat wilayah
berbagal jenjandg pemerinlahan di kecamatan dan
pererintahan) yang daerah} yang lepat tingkat organisasi,
tepat guna sesual guna sesuai dengan misalnya ©S,
dengan kebiakan, kebijakan. puskesmas) yang

!epal guna sesuai
dengan kebjakan.
| 13. Menyusun kebijakan | 13, Menyusun kebijakan | 13, Menyusun kebjakan
pelaksanasn pelzksanaan pelaksanaan

- 07 -
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C. PENANGGUNG JAWAE/KOORDINATOR

1.

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAM BIDAMG KESEHATAM DI
PLSAT

Sebaga penanggung jawablkoordinator adalah Dépademen Kesehatan
(unit utama yang bertanggung jawab di hidang pendayagunaan ienaga
kesehatan).

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN D
PROVINS

Sabagai penangqung jawabikoordinater adalah Dinas Kesehatan Provinsi

PELAKSANAAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN O
KABUPATENMDTA,

Sebagal penanggung jawabkoardinator adalah Dinas Kesshatan Kabupaten
Kota.

- SE —
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3.1.3. PEMERINTAH  : Permbinaan dan pengawasan pendidikan dan pelztihan

(diklal} dan Training Of Trairer (TOT) tenaga kesehatan

skala nasional
PROVINS : Pelalihan diklal fungsional dan feknis skala provinsi
KAB/KOTA - Pelatihan teknis skala kabupaien'kala

A. PENGERTIAM :

1,

Pelalihan agdalah proses pembelajaran dalam rangka menirghkatkan kinera,
mofesionalisme dan atau parunjang pengembangan karnr tenaga kesehatan
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pelatihan Fungskmnal Kesehatan adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk
mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan penis dan jenjang
jabatan fungsicnal masing-masing, conloh pelatiban jabatan fungsional
Fenyuluh Kesehalan Masyarakat

Felatihan Tekniz Kesehalan adalah pelatihan yang dilaksanakan unluk
mencapai persyaratan kompelensi laknis yang diperlukar untuk pelaksanaan
tugas tenaga kesehalan, contoh pelatihan Kusta bagi paramedis

Pelalihan Training Of Trainer (TOT) Skala Masional adslah Pelatihan bagi
pelalih yang pesertanya berasal dan Dinas Kesehatan Provingi, Bapelkes
dan RS werlkal, dan UPT verikal lainnya. Meénggunakan kurkulum dan
modul standar nasionat,

Pelatinan slandar kpkal: adalah Pelatihan yang mengqunakan urikubum
dan madul slandar lokal

Palatihan Skala Provins adalah Tindak lanjul dari TOT dan atau pelatihan o
propinsi yang pesertanya berasal dari Dinas Kesehatan Proving, Kabupaten!
Kota, Bapelkes, RS Provinsi dan RS Xabupalen!/ Keta. Kurkulum yang
digunakan standar nasional atau standar lokal
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7. Pelayanan kesshatan langsung adalah pelayahan yang dibenkan oleh
lenaga kesehatan yang berhubongan fangsung dengan klien'pasien.

8, Pelayanan kesehatan tidak langsung adalah pslayanan kesehalan yang
ditakukan oleh tenaga kesehatan dengan ddak berhubungan langsung
dengan klisnfasien.

9. Pembinaan Diklal mencakup;

a.  Penyusynan Pedoman Diklat dan perencanaan Diklat {THA)

b. Bimbingan dan Pengsmbangan Kurikulum Chkiat

¢ Bimbingan dalam peryelenggaraan diklal

d.  Slandarizasi dan akreditasi Widyaiswara

¢, Pengembangan sistem informast diklat

f.  Pangawasan terhadap program dan pehyelenggaraan diklal

g. Pemberian barttuan teknis mefali konsultasi, bimbingan di tempal
kerja, kerjasama dalam pengembangan penyelenggaraan dan evaluasi
chiklat

. Akraditasi instrtusi diklat dan skreditasi pelatihan,

B. URUSAN PEMERINTAHAN :

R PEMDA : ;. - jeinsit; S RENDA .
P o Eol .. Fﬁbﬁlﬂﬂ r‘g_:% - .' .;?:_':'_ ' . :
Femennlah pusat sehagal F'Ernenntah dasrah ' F*emerlntah r:laemh
pentelola pendidikan provingl sebagai kabupatenkota, mellputi -
dan pelalihan {Diklaf) pangelola diklat
SOM Kes dan Training fungsional & teknis skala
of Trainer (TOT tenaga | provinsi, melipul :
kesehalan skala nasional,

meliputi ;

a. Pengembangan a. Pemyelenggaraan a. Penyelendgaraan
metodolog & diklat teknis & diklat lsknis &
teknelogi diklat SOM fungsional standar fungsional slandar
Kes nasional dan lokal lokal

— 1} =
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: Pengamhangan dan
perencanaan dikiat

(THA) & TOT SOM
Kas

. Pembinaan diklat dan
TOT 5DM Kes

. Pengawasan
diklal&TOT SOM Kes
. Pengendalian mulu
diklat dan institusi
diklat malzlul
akreditasi pelaiihan
dan instllusi

Evaluasi Diklat fingkal
nasional

Pembinaan diklat
teknis dan fungsicnal

Fengendafan diklzl
leknis & fungsional
melalui skredilasi
pelatinan

Evaluasi diklal ingkat
Propins

b Pangella dﬂ:la1
teknis & Lrgsional

C.  Evaluasi diklat tingkat
Kab/Kota

FENANGGUNG JAWAB! KOORDINATOR !

1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI

PUSAT

Sebagai penanggung jawatvkoordinator adalah Cepartemen Kesehatan
{unlt wama yang berlanggung jawab di bidang pendayagunaan ienags

kesehatan),

2.
' PROVINSI

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAM BIDANG KESEHATAN O

Sebagai penanggung jawabrkoordinator adaiah Dinas Kesehatan Proving,

KABKOTA

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI

Sebagai penanggung jawabikoordingtor adalah Dinas Kesehatan Kabupatsn/

Kota.

— W0 -
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114, PEMERINTAH  : Rsqgistrasi, akreditasi, serfifikasi tenana kesehalan skala
nasional sesual peralJran perndang-undaniarn

PROVINEI - Registrasi  akreditasi, sedifikasi fenaga kesehatan
tertenfu skala prownsi sesual peraluian perundang-
ungangan

KABMOTA . Registrasi, akreditasi. serrfikasi tenaga kesehatan

terlentr  skala  kabupaten'kola  sesua  peraturan
perundang-undangan

A. PENGERTIAN

Y Akraditasi Instilusi adalah proses pengakuan lerhadag inglitusi pendidikan
dan atau pelatinan lenaga kesehatan sélelah lembaga itu memenubi syarat
kebakuan atay krilena melalyi penilaian kelayakan program.

2 Akreditasi Tenaga Kesshatan adalah proses pengakuan terhadap tenaga
kazehalan matalui penilaian kemampuan Jalam bentuk uji kumpetenss

3 Dokler dan dokler gigi adalah dokter, dokter spesializ, dokber gigi dan
dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokleran g
bak di dalarm maupuon di luar negeri yang diakui cleh Pemerintah Rapuoblik
Indonesia sesyai dengan peraluran perundang-undangan .

4  Konsif Kedokteran Indonesia (KK[) adalah suatu badan olanom, mandir,
nonstrukiural, dan bersifat ingdependen, yang terdin alaz Konsil Kedokteran
dan Honsil Kedokteran Gigi.

5 Lisensi adalah proses admimsirasi yang diilakukan oleh pejabat yang
berwenang/pemerintah atas persyaralan tertentu berupa pererbitan surat
jjin praklik bagi lenaga kesehatan yang akan melakukan pelayanan kegiatan
sésuatdengan profesinga peda sarana pelayanan.

6 Magels Tenaga Kesehatan Irdonesia adalah Badan Pemerintah yang
trengatur regulasi tenaga kesehatan mulai dan registrasi, sertifikasi dan
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lisansi yang terdin alas 3 komisi yaily Komisi Pengembangan Standar,
Komisi Sisten Inlcwmasi Mapajemen dan Dikittang dan Komisi Evaluasi
serla didukung oleh komite Prolesi.

Orgamsasi Profési [(OF) adalah organisas) atau asosiasi prafesi 1enaga
kesehatan yang telah berbadan hukum

Prakilk Kedokleran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan
dokter gigi terhadap pasien datam meaksanakan upsva kesshatan,

Fraklek Tenaga Kesehalan adalah Undakan praktik yang dilakukan olah
tenaga kesshatan yang dikualifikasikan yails praktik keperawalan, praktik
kafarmaslan, prakik gizi, praktik keterapian fisik dan prakiik keteknisian
medis.

Frofesi Kedokteran atau Kedokleran Gigi adalah swualu pekerjaan kedokleran
alay kedokleran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan,
kompatansi yang diperoleh melalui pendidikan yang berenjang, dan kode
ehk yang bersifat melayan masyarakat,

Profesi Tenaga Kesehatan adalah suaty pekenaan pelayanan kesehatan
pada masyarakal bak langsung maupun lidak langsung berdasarkan
kurikulum kompetensi didapat melalui pendidikan formal minimad G di
bidang kesshalan,

Registrasi lenaga kesehalan adalah pencatatan resm) terhadap lenaga
kesehatan yang telah memiliki serifikat yji kompelensi dan mempunyai
kualfikasy lertentu lainnya sera diakui secara hukom unluk melakukan
lindgkan profesinga. :

Serifkazi Tenaga Kesehatan adalah prasss pengakuan clah sub karmite
sedifikasi terhadap kompelensi {pengetahuan, ketrampilan dan sikap)
secrang tenaga kesehatan setalah tenaga kasehatan larsebul feruji melalui
uji kompetensi.

Standar Profesl adalah pedoman yang harus dijadikan dasar dalam
menjalankan bunas prefes’ secara baik yang ditetapkan oleh menteri
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15 Uj Kompgtensi adalab suelu proses untuk mengukur apakah seseorang
lelah memiliki kemarpuanfkedsrampilan sesuai dangan standar yang telah

ditelapkan

B. URUSAN PEMERINTAHAN :

Reglslnam almadrlam
sarlifikasi tenaga
kesehatan skala nasional
se5uai paraturan
penindang-undangan:

a. Menetapkan
kebrijakan, norma,
standar, prosedur,
kriteria, requlasi
tenlang Regislrasi,
Akredilas, Serifikasi,
tenaa kasehatan
Indonssia

b. Bersama dengan
Organizas| Profesi
Pusat melaksanzkan
Pembinaan dan
Pengawasan Profesi
ok tingkat pusal,
Reqisirasi, akreditasi, ¢
serlifikasi lenaga
kesahatan lertenly
skala provingl sesuai
petaturan perundang-
undangan:

Haglstras| akredrlas:

serifikas lenaga
kesehatan lerlentu skala
provinsi Sesual peraluran
perundang undangan;

B, Koordinator
Pelaksanaan proses
serlifikasi, Pelaksana
proses magistras bagi
tenaga kesehalan
yang lelah lulus uji
kompslensi dengan
mengeluarkan STR

b. Bersama dehgan
Oryanisasi Profesi
tingkat Proving
melakaanakan
pembinaan dan
pengawasan profesi
dilingkat propinsi
Regisirasi, akreditasi,
serifikasi tenaga
kesahalan terteniy
skala kabupaten'
keda sesuai peraturan

perundang-undangan:

HEQIE-’[[EIEI akr&dﬂaﬁl

sertifkgsi ténaga

kesshatan lerteniu skals

kabupatenfkola sesuai
parabiran perundandg-
urangan:

a. Pelaksanaan
proses lisensifjin
tenaga keschatan
Menerbilkan Sural
ljin Prakiek dan Surat
ljin Karja bagi tanaga
kesehatan yang telah
memilikl STR,

b. Bersamadengan
Crganisas Profesi
tingkat Kab Kola
melaksanakan
pemblnaan dan
pengawasan profesi
lingkat Kabupalen
Mods

— 4 -




— Lampran 5K MEREES R 92 ANE Y RE S SEE 0B -

C. PENANGGUNG JAWAB! KCORDINATOR .

PELAKSAHAAN LIRUSAN PEMERINTAHAM BIDANG KESEHATAN Dl
FLUSAT

Sebagal penangpung jawaboordinator adalah Deparlemen Kesehaian
{unil ulama yang bedanggung jawab di bidang pendayagunaan tenaga
kesghatan).

FELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BLDANG KESEHATAN D
PROYINSI
Sebagai penanggung jawabikocrdinalor adalah Oinas Kesehatan Provinzi.

PELAKSANAAN URUSAM PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAM M
KABIKDTA
Sebagai penanggung jawablkoordinalor adalah inas Kesehalan Kot/
Kabupaten.
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3.1.5. PEMERINTAH . Pemberianizinlénaga kesehatan asing sesuai peraturan
© perundang-Lidangan

PROVINSI . Pemberian cekomendasi izin lenaga kesehatan asing
KABKOTA © Pemberian ifin praktik tanaga kesehalan asng
A, PENGERTIAN :

T Izin Masuk Tenags Asing {IMTAY adalah sural izin tertulis yang diberikan
oleh Menteri yang membidangi ketenaga kerjaan ataw pejabat yang ditunjuk
kepada pember kega Tenaga Kesehalan asing.

2  Kartu ljin Tinggal Terbalas (KITAS) adalah karly ijin tinggal terbatas yang
diterbitkan cleh Kardor Imigrasi.

3 Kompensasi adalah dana yang harus dibayar oleh pember kerjg TKA
kepada negara alas penggunasn Tenaga Kerja Asing.

4 Pengguna TKKA adalah nstitusisarana kesehalan yang  berbadan
hukum yang didirikan berdagakan hukum Indonesia dan bedeedodukan
di Indenesta yang menjalankan upaya kesehatan, vang lelah meimiiki izin
memperkerjakan Tenaga Kefja Warga Negara Asing.

5 Rencana Penggunaan Tenaga Kerga Asing atau disebut RPTKA adalah
rencana pengaunaan TKKA pada jabatan lenentu yang akan dibual algh
pemberi kerja TRKA untuk [angka wakll tertentu yang disahkan oleh Menten
membidangi ketenaga kerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

6 Tenaga Kesshalan Asing adalah lenaga kesehatan warga negara asing
{WHA) yang memperoleh pendidikan di bidang kesehatan

7 Tenaga Kerja Kesehatan Asing (TKKA} adalah warga negara asing (WHA)
parmegang visa yang mengabdikan dir dalam bidang kesehalansera memiliki
pengetahuan dan'atay kelerampilan melshi pendidikan bidang kesehalan
dengan maksud bekena sebagai konsultan di institusi pelayanan kesehatan
{pemerintah dan swastah di institusi kesehatan di wilayah Indonesia
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8 TenagaKerja Kesehatan Indonesia Pendamping (TKKP] adalah lenaga kerja
kesehalan yang ditstapkan oleh Menter membidanci ketenaga kerjaan alau

pejabal yang dilunjuk sebagal pendamping atau calon penggant TKKA.

B. URUSAN PEMERINTAHAN :

IRRINIAH, | PEMDA . | . PEWDA
ﬁmMﬁan rekomendasi | Pembsrian izin praktik
kesehalan asing sesuai | izin tEnaga kesehalan tenega kesehatan asing |
peraluran perondang- A5
undangan: :
1. Member 1. Penilgian kelayakan |1, -
rekomandasi izin pelayanan kesshalan
TKKA {a.n menter| (sarana dan TKKA)
mamberikan
rekomendasi
ijin TKIKA Ke
Depnakertrans)
2. Wenfikasl TKKA 2. Menyiapkan 2 -
hersama OP Lerkait rakomendasi izin
atau KKI penggunaan TKEA
3. Pembinaan dan 3. Melakukan 3. Pembinaan dan
pengawasan perrifinaan dan pengawasan TKKA
pengawasan TKKA
4. Membuat laporan 4, Membuat lapcran,
berkala lentang
kegiatan THRA,

LI
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C. PENANGGUNG JAWAB! KOURDINATOR

1. PELAKSAMAAN LURUSAN PEMERINTAHAM BIDANG KESEHATAM Dl
PLUSAT
Sebagai penanggung jawabkoordinator adatah Deparlemen Kesahatan {unit
utarna yang beranggungiawab i bidang pengelslaan tenaga kesehatan
asing).

2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAM D)
FROVINS
Sebagal penanggung jawabkeordinator adatah Dinas Kesehatan Provinsi,

3. PELAKSAMNAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAM O
KABKCTA
Sebagai penangqungjawatvkecrdinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Kola,
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4. SUB BIDANG : OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

4.1. SUE - SUB BIDANG : KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, MUTY}
CBAT DAN KETERJANG-KAUAH HARGA
OBAT SERTA PERBEKALAN KESEHATAHN

41.1. PEMERINTAH : Penyediaan dan pengelolaan buffer-stock obat
nazonal, alat kesehalan terenty reagensia
tertentr dan vaksin lertentu skala nagional,

PROVINS! : Penvyediaan dan pengelalaan buffer-stock obal
provinsi, alat kesehalan, reagensia dan vaksin
lginnya skala provinsi

KAB/KOTA : Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan
kasehatan dasar, alat kesehalan, reagensia
dan vaksin skala kabupatenkota.

A, PENGERTIAN

1. Pengelolzan adalah seluruh siklus kegiatan mulai dari perencanaan
kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, penggunaan dan
motilanng serta evaluasi obat, alal kesehatan, reagensia dan wvaksin
dalam rangka pelayanan kesehatan.

2. Pelayanan kefarmasian [Pharmacalical Carg) adalzh bentuk pelayanan
dan tanggung Jawab langsung profest apoteker dalam  pekerjaan
kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

3. Bufier stok obat adalah obat-gbatan dan perbekalan kesehatan yang

. disedizan sebagai stok penyangga yang diprioritaskan mengatasi
kekosongan obal diunil pelayanan kesehatan sektor publik, unuk Kejadian
Luar Biasa dan Bancana

4. Estimasi kebutuhan obal, alal kesehatan, reagensia dan vaksin adalah hasil
perhilungan ksbutuhan berdasarkan dala realisasi penggunaan dan'alau
dala apidemiologi di seligp tingkal administrasi pemerintahan.

5. Ketersediaan adalah tersedianya obal, alal kesehalan, reagensia dan vaksin
yang tepat jenis dan tepat jumlah disgtiap lingkal administras pemenntaban
unluk digunakan cleh unit pelayanan kesehalan sektor publk,

— AN —



10,

11,

12.

13.

14.

- Lamoran SEMENE DG Ma, T2l 2y TSk 200e -

Femerataan adalzh lerdistribusinga obat, alal kesehalan, reagensia dan
vaksin yang lepal wakto dan lepat sasaran, sesua dengan kebutyban
wnluk digunakan deh unit pelayanan kesehatan sektor publik.
Kualtlasimuty adalah keadaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin
yand memenuhi slandar yang mencakup kebénaran, kemudahan,
palensi, keseragaman bentuk sediaan, ketersediaan hayati dan slabdilas,
selama penyimpanan sampai dengan saal penggunaan.

Keterjangkauan harga adalah keadaan dimana secara ekonomi masyarakat

marepy membeli obat dan alat kesehatan,

Pengqunaan obal rasional adalah penggunaan obval yang aman, berkhasiat

dan bermutu bagi pasien, sesuzi dengan ndikasi penyakit dan kondisinya,

dengan dosis, cara pembenan, interval wakiu dan lama pemberian yang
tepat serla tersadia setiap saat dengan harga yang refangkau.

Obal pelayanan kesehatan dasar adalah obal esensial yang harus

disediakan untuk pelayanan kesshatan di Puskesmas dan jaringannya.

Reagensia lertente adalah reagensia yang penyedizannya dilakukan

oleh pemerintah untuk menunjang pelaksanaan program kesehalan

berskala nasional.

Vaksin lerfentu adalah vaksin yang penyediaannya dilakukan oleh

pemerinlah  uniuk menunjang pelaksanaan  program  kesehatan

berskald nasional.

Perhekalan kesehatar: adalah semua bahan dan peralatan yang diperiukan

unluk penyalenggaraan upaya kesehalan.

Alat kgsehatan adalah instturnen, apparatus, mesin, alat unbuk ditanamlan,

reanens ! produk diagnostik in vitro atau barang [gin yang sejenls atau yang

tarkait fermasuk kormpenen, badian dan perengkapannys yang ;

a  disebut dalam Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope Indonesia
dan Fommulanum Nasional atau Suplemennya daniatau;

h. digunakan untuk mendiagnosa penyakil, menyembuhkan, merawat,
memulihkan, meringankan alau mancegah penyakil pada manusia
flaniataw;

€. dimaksudkan pntuk mempengaruhi stuktur tobuh manusia dan
atau;, dmaksud untuk mendopand atau menunjang hidup atau mali;
dimaksudkan untuk mencegah kehamilan dan atau; dimaksud untuk
mencegah kehamitan dan afaw; dimaksud untuk pensucihamaan alat
kesehalan dan atau;
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d. dimaksudkan untuk mendiagnosa kondisi hukan penyakil yang
dalam mencapai lujuan utamanya
e. memberi informasi untuk maksud medis dengan cara Pengujian in
vilro terhadap spesimen yang dikelvarkan dari tubub manpsia dan
liclak mencapai targel dalam twbuh manusia secara larmakologis,
imunlogis, atau cara melabolisme lelapi mungkin membanty
fungsi tersebul digunakan, diakui sebagai alat kesehalan sesuai
dengan kemajuan iimu pengelahuan dan teknologi,
13, Alal kesehatan terentu adalah alal kesehatan yang penyediaannya
dilakukan olkeh pemerintah untuk menunjang pelaksanaan program

kesehatan berskala nasional.

B. URUSAN PEMERINTAHAN

ohal nasional, alai

nasional.

slock obat provins, alal

[ oo PEMDA. - koo REMDA.
IS (2 FF!'.'EIUIHEI &%ﬁ
Fen],remaan dan F"en'_.redman dan Penyadiaan dan
pengelolaan bufarsiock | pengelolaan bufar parelalaan obat

pelayanan kesehalan

kesehatan terlentu, kesehalan, reagensia dasar, alat kesehalan,
reagensia lerentu dan dan vaksin lainnya skala | reagensla dan vaksin
vaksn lertenlu skaly provins shala kabunalenkota

1.a.Penstapan 1.4 Pelaksanazn 1.a. Palaksanaan
kebgakan, kebijakan, kekijakan,
standar, noma, standar, norma, standar, norma,
pedornan, Krilena pedoman, krilens pedoaman, Kriteria
dan prosedur dan prosedur dan prosedur
di bidang di bidang o bidang
penyediaan dan penyediaan dan penyediaan dan
pengelciaan obat, pengelalaan obat, pengelciazn abat,
alat kesshalan, alal kasehalan, alat kesehatan,
reaqgensia dan reagensia dan reagensia dan
vaksin vaksin di tingkal vaksin dl fingkat

proving kabupaten ! kota
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PEMERIMTAH - -1~ - PEMDA s - - [ = PEMDA
_ PUSAT PROVINSI = | - KAHOTA
1.b. Bimbingan dan 1.b. Bimbingan dan 1.b.Eimbingan dan
pengendalian perdgendalian ' pengendalian
palaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
kebijakan, kebijakan, kabijakan,
standar, norma. standar, norma, standar, nonma,
pedoman, krileria pedoman, kntena pedaman, kriteria
dan prosedur dan presedur dan prosadur
di bidang di bidang - di bidang
penyediaan dan penyediaan dan panyediaan dan
pengelolaan obat, pengelolaan obat, pengeloleen obat,
alal kesahalan, Alat kesehatan, Alat kesehatan,
reagensia dan reagensia dan reagensia dan
- waksin skala vaksin skala val(sin skala
nasional prgving kabupalen ! kota
. Pergncanaan . Perencanaan 2. Perencanaan
Estimasi kebutuhan Estinasi kebutuhan Estimasi kebutuhan
obat, alat kesehatan, obat, alat kesshatan, obat, alal kesehalan,
reagensia dan vaksin reagensia dan vaksin regensia dan vaksin
uniuk pelayanan untuk pelayanan uniuk pelayanan
kesehatan dan kesehatan dan kesehatan dan
program skala program skala program skala kaby
nasional, PIoVIng kota
. Pengadaan . Pengadaan Fengadaan
Penyediazn obal, lat Panyadiaan obat, alat Fenyediaan obat, alat
kesehatan, reagensia kesehatan, reagansia kesehatan, reagensia
dan vaksin sekior dan vaksin sekigr dan vaksin seklor
publik, yang menjadi publik, yang menjadi pubik, yang manadl
tanggunyg jawab tanggung jawab tanggung jawab
Pametintah yait Provinsi yaltu buffer KabfKota yaitu obal
buffer stock nasional, slack, zlat kesehatan, pefayanan kesshatan
alat kesehatan reagensia dan vaksin dasar, alat kesehatan,
tertenhy, raagensia lainnys skala provinsi reagensia dan vaksin
terlentu dan vaksin skala kab/kota
terentu
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|4.

. Pusgr ;- PROVINSI | - KABOTA . .
Pendistribusian . Pendistribugian . Pendistribusian
hendistbuikan Mendistibusikan Mandistnbusikan
abat, alat kesehalan, obat, alat kesehalan, obal, alat kesehalan,
reagensia dan vaksin reagensia dan vaksin reagensia dan vaksin
tepal jenis, tepat lepat jenis, tepat tepal jenig, lepal
jumiah, tepat wakly pmiah, lgpal wakly Jumiah, lspat waldu
dan lepat sasaran dan tepat sasaran dan lepat sasaran
uniuk menjamin untuk menjamin unluk menjamin
ketersediaan dan kelersediaan dan kelersediaan dan
pamerataan skala pemeralazn skala pemerataan skala
nasional provinsi kabupaten f kola
Panyimpanan . Penyimganan . Penyimpanan
Medakukan Melakukan Melakukan
OefYHTpanan 5esuad penyimpanan sesuai penyampanan sesual
deman persyaratan dengarn persyaratan dengan persyaratan
untuk menjamin unluk menjamin untuk menjamin
kuzalilas ohal, alal kualitas obat, atat kualilas abal, alat

kesshatan, reagensia
dan vaksin yang akan
digunakan.
Penggunaan
Melakukan sosialisasi
dan advokasi
penggunaan obat,
alal kesehatan,
reagensia dan

vaksin secara
rassonal dengan
penerapan pelayanan
kelanmasian

kesehalan, reagensia
dan vaksin yang akan
digunakan.

. Pengounaan

Melaksanakan
advokasi
pEngaunaan obat,
alat kesehatan,
reagensia dan vaksin
SECard raslonal
dengan penerapan
pelayanan
kefarmasian

. Penggunaan

kesehatan, reagensia
dan vaksin yang akan
diunakarn,

Mengaunakan obal,
alal kesahatan,
reagensia dan vaxsin
SECara rasionsl
dengan penerapan
pelayanan
kefarmasian
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1. PELAKSAMAAN URLUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAM O

PUSAT -

- PEMERINTAH PEWDA - PEMPA.
e -~ PUSAT PROVINSI L Wﬁ’ :
7. Monitoring dan 1. Monitoring dan - Moniloring dan

gvaluasi evaluasi evaluasi
helaksanakan Melaksanakan Melaksanakan
menitonng dan monilaring dan monitoning dan
evaluasi terhadap evaluasi terhadap evaluasi terhadap
selundh aspek selunih aspek seluruh aspek
pengelolaan dan pengelolaan dan pengelolaan dan
panygdizan obal, alat panyedlaan obsat, alat penyediaan obat,
kesehalan, reagensia kesehatan, reagensia alat kesehatan,
dan vaksin skala dan vaksin yandg reagensia dan vakun
nasional, dilaksanakan olgh yang dilaksanakan
kabupaten f kota. fleh puskesmas dan
jaringannya.
C. PENANGGUNG JAWAB! KCORDINATOR

Ceparternen Kesehatan jund utama yang beranggung jawab ditidang obat

dan parbakalan)

2. PELAKSAMAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI -

FROVINE!.

Sebagai penanggung jawab Moordinator adalah Dinas Kesshatan Proving|

3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERIMTAHAN BIDANG KESEHATAN 0O
KAEUPATEN/KOTA,

Sebagal penanggung  jawab MKoordinator adalah Dinas Kesehalan

Kabupaten/kola.
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4.1.23, PEMERINTAH  : Regisirasi, akreditasi, serifikasi komadili kesehatan
sa5u31 peraturan perundang-undangan

PROVINSI : Sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan
Perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I
KABFKOTA : Pengambilan  samplingiconioh  sediaan  famasi o
lapangan
A PENGERTIAN

1. Pemskalan Kesshatan Rumah Tangga (PKRT) adalah alat, bahan, atau
campuran untuk pamefiharaan dan perawalan kesshatan uniuk
manusia, hewan paliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum,

2. Produk diagnostik adalah réagensia, instrumen dan sistem yang digunakan
untuk mendiagnosa penyakit alau kondisiain, lermasuk penenbyan tingkal
kesehatan dengan maksud pengebalan, pengurangan alag mencegah
penyakit atau akibatnya.

3. Serifikat produksi adalah sertiftkat yang diberikan okeh Menten Kesehatan
kepada Pabrik yang telsh mengikuli Pedoman Cara Pembualan yang
Baik untuk memproduksi Alat #esehatan dan atau Perbekalan Kesehatan
Rumzh Tangga.

4. |zln penyalur alat kesehalan adglah izin yang diberikan berdasarkan
kelayakan perusahaan vntuk menyalurkan alat kesshatan sacara aman dan
benar.

5. |zin sdar adalah |zin yang diberikan kepada Produsen untuk produk dalam
negeri atau penyalur untuk produk impor berdsarkan penilalat terhadap
mutn, manfaat, keamanan produk Alal Kesehalan alau Perbekalan
Keasehatan Rumah Tangga yang aken diedarkan.

6. Sedwan larmasi adalah Obat, Bahan Obal. Obat Tradisional dan Kpsmetik,
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Feredaran adalah Seliap kegatan atau serangkaian kegiatan penyaluran
alau penyerahan sediaan farmasi dan alkes baik dabam rangka perdagangan,
bukan perdagangan atau pemindahtanganan

Sural Persetujuan Impar {SP1) Narkotika adalah Sural Pesetujuan yang
diterbitkan 1 {satu) kali melaksanakan impor untuk 1 {satu} jenis !
sediaan narkolika, dimana terlebih dahulu dilakukan analisa berdasarkar
kebuluhan dan jumlah stok bahan baku nadkolika yang ada di gudang.
SPI Warkohika berlaku selama 3 {tina) bulan dan dapal diperpanjang
kembali jika selama wakiu 3 bulan lersebut belum biza menyelesaikan
proses importasi narkotika

Sural Persetujuan Impor (SP) Psikotropika adalash Surat Persetujuan
yang dilerbilkan 1 (satu) kali  melaksanakan impor unlok 1 {satu} jenis !
sediaan psikotropika, dimana terlabih dabulu dilakukan analisa berdasarkan
kebuluhan dan jumlah slok bahan baku psikotropika yang ada di gudang. 5P|
Psikalropika berlaki selama 3 (lga) Bilan dan dapat dipsipanjang kembal
Jka selama waktu 3 bulan terssbul belum blza menyelesaikan proses
impartas] psikotropika

Surat Persetujuan Impor (SP1) Prekursor Farmast adalah Swrat Percelujuan
yang diterbitian 1 {satup kal melaksanakan impor untuk 1 {satu} janis prekursar
larmasi, dimana terebih datuhu ditakukan analisa berdasarkan kebutuhan dan
jumdah slok bahan baku precursor fammasi yang ada di gudang. 5P Prekursor
Farmasi beraky selama 3 {liga) bulan dan dapal diperpanfang kembali jlka
selarna waktu 3 bulan tersebut belum bisa menyelesakan proses importasi
prekursor [armasi.

Sural Persetujuan Ekspor {SPE) Markotiha adalah Sural Perseltujuan
yang diterbitkan 1 (satu} kali melaksanakan ekspor untuk 1 (satu}
jenig | sedizan narkotika, dengan melampirkan sural persetujuan dan
negara pengimper, dimana terlebih dahulu dilakukan analisa berdasarkan
kebutuhan dan jumlah stok sediaan yang ada di gudang. SPE narkotika
berbaku selama 3 (uga) bulan.

Surat Persetujuan Ekspor (SPE} Psikotropika adalah Surat Persebujuan
yang dilerhitkan 1 [satu) kali melaksanakan ekspor untuk 1 [saiu)

- 16 .
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jenis / sediaan psikotropika, dengan melampirkan sirat persetujuan dari
negara pengimpor, dimana lerlebih dahulr dilakukan analiss berdasarkan
kebutuhan dan jumlah slok sediaan yang ada di qudang. SPE Psikotropika
berlaku sefama 3 (liga) bulan

13. Surat Persetujuan Ekspor (SPE} Prekursor Famnasi adalah Sural Persetujuan
yang dilerbilkan 1 (satu} kali melaksanakan ekspor untuk 1 (satu) jenis /
sedigan prekursor farmas, dengan melam pirkan sural persetujuan dari negara
pengunpor, dimana tedebin dahylu dilakukan analiss bardasarkan kebuluhian
dan jumlah stok sedigan yang ada di qudang. 5PE prekursor fammasi berlaku
selamag 3 (liga) bulan.

14, Sertifikat Sarana Produksi Industi Rumah Tangga Alat Kesshatan dan
PKRT Helas || adalah adalah senifikat yang dibenkan kepada indusiri
rumah tangga setelah mengikuti penyuluhan dan dipandang mampu
memproduksi alkes dan FERT kelas [§ tedenlu, Sanifikal penyuluhan
merupakan juga izin edar produk yang dihasilkannya.

BE. URUSAN PEMERINTAHAM

_-.-.:-|h.:!:1';?ﬁ.aﬁ.._r._,:____.._. S e S ey

T e

Registrasi, akreditasi,

serifikasi komadili

kasehatan sesuai

peraturan perundang-

undangan

1. Penetapsn kebijakan, | 1. 1.
standar, norma,
pedoman, kriledia dan
prosedur di bidang
registrasi, akreditass,
seqlifikasi komodit
kesehalan

- 17 =
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perselujuan impor
{ ekspor narkolika,

PEMERRITAH PEMDA PEWIA - -
_PUSAT- o | CPROVINSI - f - KABROTA
. Fegisirasi obat L
. Registrasi obat 3.
tradisional
. Regislrasi kosmetik 14, .
. Reqistrasi alat 5 -
kesshatan dan PKRT
. Regislrasi makanan | & -
FAIRLITYEDN
Pemberlan izin i -

psikotropika dan
prekursor farmas _

- Tersedianya datadan [ 8. Tersedianya datadan | §. Tersedianya dala dan
infanmasi narkolika, infarmasi narkolka, infammasi narkotika,
psikotropika dan paikolropika dan psikotropika dan
prekursor farmasl prekursar farmasi prekursor farmasi
tingkat nasional tingkal propini bngkat kabupatsn f

kota
Senifikasi sarana produksi
dan distrbusi alat
kesehatan, Perbakalan
Keasehatan Rumah
Tangga (PKRT) Kelas I

. Panctapan kebijakan, | 1. Fembenfan Sertifikat . Memberikan
slandar, narma, Sarana Produksi peryutuhan dan
pedoman, krlieria Perusahaan Eumah rekomendasi dalam
dan prosedur Tangna yang rangka pemberian
pelaksanaan memproduksi alkes sertifikal sarana
pemberian serifikat dan PERT Kelas Il produksi kepada
sarana produksi dan tertentu perusahaan rumgh
chisiribusi perusahazan {angga yang
rurmah tangga alal memprodukst
kesehatan dan PKRT alkesPERT Kelas 1l
kelas It tertentu tertenty
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_“PUSAT

 PEMDA
PROVINSI -

PEMDA -
KABMKOTA

2. Melakukan bimbingan
dan pengendalian
palaksanaan
pemberian sortifikat
garang produksi
perusahaan rumah
tangga alat kesehatan
dan PERT Kelas ||
terdentu

1. Penstapan kebijakan,
standar, norma,
pedoman, kitena dan
prosadur surveilan
paska pemasaran
sedigan fammas,
atat kesehatan dan
makanan minuman
2.a. Pengeolaan
pengawasan
post markel
sedizan lRmMmasi,
alat kesehatan
dan makanan
minuUman

2 b Melakukan
pengambilan
contoh sedaan
farmas, alzt
kesehatan
dan makanzn
minumaEr

Pengambilan  samplef
contoh sediaan fammasi di
lapangan

1. -

- 1% -




- Lampiran S MEMKE 5 ta. WAUIAS NEE =MSR0A00E -

T FEmEmH:ml-lf o

Fengeldasn
pembinaan
pengawasan dan
pengendallan

dalam rangks
pencegahan dan
mendalasi Kejadian
Luar Biass (KLB)
akibat pencemaran
makanan
Tersedianya dala dan
informasi keamanan,
mulu dan manfaat
sediaan fammasi dan
alat kesahatan lingkat
nasional

) ]'-'leFakukan kmrdlnasl

dan pelatinan
pengambilan contoh
alat kesehatan

dan PKRT Kelas |,
kosmedika, makanan
minuman has|
irdustri rumah
Llangga, obal
Iradisional hasil
indushri kecil ohat
tradisional

. Melakukan koordinasi

pengawasan dan
pengendalian dalam
rangka penceqahan
dan mengatasi KLB
akiat pencemaran
makanan dalam skala
provingi

. Tersedianya data dan

Inlormasi keamanan,
mutu dan manfaal
sedigan Tarmast

dan alat kesehatan
lingkat provingi

FEHE?«E‘-; | PEME

. Melakukan

. Melakukan

- Tersedianya dala dan

peryamilan contoh
alal kesehalan

dan PKRT Kelas I,
kosmelika, makanan
minuman hasil
inclurstrl rurmah
langga, obat
Iradlsionat hasil
induslri kecil ohat
Iradislonal

pengawasan dan
penoamkbilan
sampBng rangka
pencegahan dan
mendatasi KLB
aklbat paremaran
makenan dalam skala
kabupaten [/ kola

informasi keamanan,
mutu dan manfaat
sadiaan fammasi dan
alat kesehalan lingkat
kabfkala
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C. PENANGGUNG JAWAB | KOORDINATOR

1.

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDAMG KESEHATAN D
PLISAT ;

Departeman Kasehatan [(unil utama yang oeranggung jawab dibidang cbat
dan perbakalan)

FELAKSAMNAAN LIRUSAM PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI
PROVINSI;
Sebagai penanggung jawab Moordinalor adalah Dinas Kesehatan Provinsi

PELAKSAMNAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDAMG KESEHATAM [
KABUPATEN/KOTA

Sebagai penangoung  jawab MKoordinalor adafah Dinas  Hesehalan
Kabupaten/Kola,

- 11 -
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4.1.2b. PEMERINTAH - -
PROVINE]
KABKOTA ' Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distibust

aediaan farmasi

A. PENGERTIAN

1.  Sediaanfarmasi adalah Obat, Babhan Otal, Chat Tradisional dan Kostmealik,

2. Perbekalan kesehalan rumah tangga adalah alat, bahan, alaw campuran
untuk pemetiharaan dan perawalan kezehalan untuk manusia, hewan
peliharaan, rumah fangga dan tempat-lempal urmum.

3. Alal kesehatan adalah instrurngn, apparatus, mesin, alal uniyk ditanarmikan,
reagens f produk diagnostik in vitro ataw barang lain yang sejenis ataw yang
lerkail termasuk komponen. bagian dan pedengkapaniya yang :

d.

disebut dalam Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope Indonesia
dan Formulariom Nasional alau Suplemennya danfalal,

digunakan uniuk mendiagrosa penyakd, menyermbuahkan, merawat,
memulihkan, merngankan alau mencegah penyakil pada manusia
danfatay;

dimaksudkan untuk mempengandhi slruktur twbulh manusia danf
alau; dimaksud uruk menopang atau menunjang hidup alau mab ;
dimaksudkan unluk mencegah kehamilan dan alaw; dimaksed untuk
mengegah kehamilan dan alav; dimaksud untuk pensucinamaan alat
kesehatan dan alau;

dimaksudkan unluk mendiagnosa kondist bukan penyakil yang
dalam mencapai tujuan ulamanya

memberi informasi unluk maksud medis dengan cara pengu)ian in
vilro lerhadap spesimen yang dikeluarkan dani lubuh manusia dan
lidak mencapai largel dalam lubuh manusia secara farmakolonis,
imuneloges, alau cara melabolisme letapi mungkin membanty
fungsi tersebul digunakan, diakui sebagar alat kesshatan sesuai
dengan kemajuan imu pengetahuan dan leknolog
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8. URUSAN PEMERINTAHAN

1. Penetapan kebijakan,
standar, norma,
pedeman, kitena
dan prosedur
pemeiksaan
sarana produksi
dan distribusi IHOT,
kasmelika golkongan
C, alat kesehatan
dan PKRT Kelas B
dan C, makanan dan
minuman industri
rurnah langga

2. Bimbingan dan
pengendalian
paksangan
kebijakan di bidang
sarana produksi
dan dEstribus| IKOT,
kosmetika golongan
C, alat kesehatan
dan PKRT Kelas B
dan C, makanan dan
minuman industn

| rumah tangga

2. Pembinaan dan
pPENGawESEN
pelaksanaan
pemeriksaan
sarana produksi
dan distribusi IKOT,
kosmetika gelongan
C. alat kesehalan
dan PERT Katas B
dan C, makanan dan
minurnan indught
rumah langga

25 - PEMDA
FROVINGI KABMKOTA,
Pemerniksaan satempat

sarana produksi dan
distribust sadiaan farmasi
1.

2. Pemeriksaar
selerpat sarana
produksi dan
distribusi [KOT,
kasmetika golongan
C, alat kesghalan
dan PEKRT Kelaz B
dan C, makanan dan
minuman industri
rumah langga
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FENANGGLUNG JAWAB! KCORDINATOR

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAM BIDANG KESEHATAM (I
PUSAT .

Deparlemen Kesehalan (urit ulama yang beranggung @wab dibidang abat
dan parkekalan|

PELAKSANAAN URLIGAN FPEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAM DI
PROVINSL:

Sebagai penangqung jawab fHoondinator adalah Dinas Kesehalan Provinsi,
FELAKSAMAAN LURUSAN FEMERINTAHAN BIDAMGE KESEHATAWN A

KABUPATEN/KOTA Sebagai penanggung jawab Koordinator adalah Dinas
resehalan Kabupaten/iola

_ 24—
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31.2c. PEMERINTAH
PROYINSI
KABKOTA . Pengawasan dan registrasi makanan minu man produksi
rumah tangga

—T e

A, PENGERTIAMN

1. Pangan adaiah segala sesuatu yang berasal dan sumber hayali dan air,
taik yary diolah maupun yang bdak diodah, yang diperuntukkan sebagai
makanan alau minwman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan
pangan, tahan baku pandgan dan bahan lain yang digunakan dalam proses
pehylapan, pengolahan, danfataw pembuatan makanan alau minuman.

2. Makanan adalah barang yang digunakan ssbagai makanan alau minuman
manusia, termasuk pemmen karet dan sejenisniva, akan tetapi bukan obal

3. Pangan siap $a)i adalsh makanan danatau minuman yang sudah diglah dan
stap untuk langscng disajikan di tempat ysaha ataw di lear mpat usaha
atas dasar pesanan.

4. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperiukan untuk
menceqah pangan dari kemungkinan camaran biologis, kimia dan benda
lain yang dapat mengganggu, mersgikan, dan membahayakan kasehalan
manusia.

5. Produksi pangan adalah kegiatan afau proses menghasilkan, menyiapkan,
mengalah, membuat, mengawetkan, mengamas, mengemas kembali, danf
alay mengubah bentuk pangan.

6. Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki

tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolaban pangan
manal hingga semi gtomatis.

- 1da -
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Penanggulargan KLB keracunan pangan adalsh seranokaizn kegiatan
unluk menanggulangi KLE yang dilakukan berdasarkan hasil kajian tim
penyelidikan KLB atas faktor-faktor yang berkonlribusi dalam KLE keracunan
pangan.

Penyeldikan KLE keracunan pangan adalah serangkaian kegiatan yang
ditakukan secara sislemalis lerhadap KLE Keracunan Pangan uniuk
mengungkap penyebaly, sumber dan cara pencamaran sata distnbusi KLB
mienurul varia kel hempat, orang dan wakiu,

Fenguiian spesimen adalah serangkanan kegiatan pengujian yang dilakukan
terhadap contoh spesimen untuk mengungkap penysbab KLB Keracunan
Fangan.

Penguiian pangan adalah serangkaian kegiatan pengujian yang dilakukan
terhadap contoh pangan yang dicurigai sebagai panyabab KLB Keracunan
Fangan untuk mengunagkap peayabah KLB Keracunan Pangan

Conloh spesimen adalah sampel spesimen yang berasal dan korban yang
dapat berupa muntaban, darah, feses, dan urin,

Conloh pangan adalah sampel nangan yang dikonsumsi oleh korban KLEB
dan diduga sehagai penyebab KLE Keracunan Pangan

Serlifikat Produksi Makanan Minuman Rumah Tangga sekaligus merspakan

izin edar ! registrasi produk wang dihasilkan Indusli Rumah Tangga
tersebut,
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SiEp sap

minuman siap saj

URUSAN PEMERINTAHAN
" PEMERIRYAN L7 PEWDA T PEMDA
PLSAT PROVINSI - KABMKOTA
- - Pengawasan dan
reqistrasi makanan
minuman produksi umah
tamyga
. Penetapan kebigakan, | 1.
slandar, norma,
pedoman, kritera
dan prosedur
pengawasan dan
regisirasi makanan
minaman produks
rumah tangjga
. Pembinaan lekms 2. Pembingan dan Z.a.Pelaksanaan
palaksanaan pengandalian pengawasan dan
pembinaan dan pelaksanaan reglslrasi makanan
pemgendalian pengawasan dan minuman produksi
pengawasan dan redisirag makanan rumiah Largga
registrasi makanan mmuman produksi 2.b. Palaksanaan
minuman produkst rumah tangga Penyuluhan
umaty tangga Keamanan makanar
minuman dalan
rangka serifikasi
produks makanan
minuman [nduskri
Rumah Tangga
. Penyusunan 3. Metakukan 3. Menerbitkan serifikat
pedaman pembinaan dan |zik sehat bagi
pelaksanaan pengendatian produsen makanan
sertifkat laik sehat penerbilan serlifikat minuman siap saji
bagi produsan lzik sehat bagi
makanan minuman produsen makanan
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EMERIHIAH . PEMDA | PEMDA T -
T =y ; ; N TR Pyl Ly 7| -ty IRt
. Pengetolaan 4 l‘u'lelakukan ku-nrdmasn 4 Melakukan
pembinaan pengawasan dan pengawasan dan
pengawasan dan pengendalian dalam pengendalian dalam
pengendalian dalam rangka penggunaan rangka penggunaan
rangha penggunaan bahan tambahan bahan tambahan
bahan lambahan yang dilarang yang dilarang
yang dilarang termasuk cemaran {@rmasuk cemaran
termasuk cemaran mikroba palgoen mikroba palagen
mikroba palogen dalam makanan galam makanan
Jalam makanan minuman produksi minumarn produksi
minuman produksi rumah tangga skala rumah tangga skala
rumah langga Drovinsi kabupaten f kola

PEMANGGLUNG JAWABJ‘ KOORDINATCR

1.

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAM BIDANG KESEHATAN D
FLSAT :

Departemen Kesehatan {unit utama yang bertangtung [awab dibidang obal
dzn perbekalan)

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Di
PROVINSI;

Sebagai penangoung jawab /Koordinator adalah Chnas Kesehatan Prowvins.

PELAKZANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN i
KABUPATENKOTA

Sebagai penanggung jawab /Koordinalor adalah Dinas Kesehatan
Kabupalan/Kot
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4.1.2d. PEMERINTAH

PROYINGI -
KABIKOTA : Serbfikasi alat kesehatan dan PKRT Kedas |

A. PENGERTIAN

Alal Kesehalan Kelas b {Resiko Rendahb} adalah alat kesehalan yang
kagagalan alau salah penggunaannya lidak menyebabkan akibat yarn
senius. Penifaian untuk alkes ini dittikberatkan hanya pada muty dan
produk

Perbekalan Kesshatan Rumah Tangga {PKRT) Kelas | {Rasks Rendah)
adalah PKRT yang pada penggunaannys tidak menimbulkan akibat serius
sepertiinlasi, korosit, karsinogenik. PERT ini sebelum beredar pery mangisi
formulir pendafiaran lanpa hars disertai hasil perdguijian lab.

Serlifikat Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Alal Kesehatan
dan PKRT Kelas | adalah sedifikat yang diberikan kepada industri
rumah tanggs setelah mengikuti penyuluhan dan dipandang mamgpu
memproduksi alkes dan PKRT kelas 1 terteniu. Serifikat penyuluban
memnpakan jugaizin edar praduk yang dihasilkannya.
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URUSAN PEMERINTAHAN
PEMERINTAH PEMDA 'PEMDA
FUSAT PROVINS KABIKOTA
sertifikasi alat kesehatan
dan PKRT Kelas 1
. Fenetapan kebijakan, 1.
standar, noma,
pedoman, krileria
dan prossdur
pelaksanaan
pemberian serifikal
sarana produksi dan
distribus! penusahzan
rumah langga alat
kesehatan dan PKRT
kelas | lsrtanty
. Melakukan bimbingan | 2. Melakukan supervisi | 2.a.Membarkan sartifikat
dan pengendalian pelaksanaan penyuluhan dalam
pelaksanaan pamberian serfilikat rangks pemberian
pemberian serifikal sarana produksi sertifikat sarana
sarang produks| perusahaan produksi kepada
perusahaan rumah rumah tangga alat perusahaan rumah
tangga alat kesehalan kesehalan dan PKRT tangga yang
dan PKRT Kalas | Kelas | tertanty memproduks: alkes/
lertentu FERT kalas Hertenly
2 b Mesnberikan
sertifikal Kelas |
sarana produksi

kepada perusahaan
rumah tangga yang
memproduks) alkes £
PKET Kelas | ferlentu
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¢, FENANGGUNG JAWAB! KOORDINATOR

1.

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN O
PUSAT ;

Departamen Kesehatan (unit wlama yang bertanggung jawal dibidang obaf
dan perbekalan)

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI
PROVINEI;

Ssbagai penanggung jawab /Koordinator adalai Dinas Kesehatan Provingi.

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAM BIDANG KESEHATAN DI
KABUPATEN/KOTA,

Sehagai penanggung jawab /Koordinalor adalah Dinas Kesehatan
Kabupaien/Kota

-1 -



- L 54 RENES S R R ANIENKES S0z uR

4.1.3a. PEMERINTAH : Pemberian izin tndusin komoditi kesehatan,  alal
kesehatan dan Pedagang Besar Farmasi (PBF}
PROVINS! © Pemberan  rekomendasi  zio  indusin koemodit
kesehatan, PBF dan Pedagang Besar Alat
Kesehalan (PEAK}
KABKOTA  Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang. FPEAK
dan Industri Kecil Obat Tradisional {{KOT

A. PENGERTIAN

1. Pedagark Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukam yang
memilki ijin uniuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi
dalam jumilah besar sesuai kelentuan perundang-undangan yang beraku,

2. Industd Obal Tradisional {IOT} adalah Industri yang memproduksi chat
Iradisignal dengan towal asel diatas Rp, §00.000.000 - {enam ratug juta
rupiah], tidak lermasuk harga tanah dan Bangunan.

3. Industr Kectl Obat Tradisional {OT} adalah Industi ebal tradigional dengan
tolal aset Gdak lebih dari Rp, €00.000.000 - (enam ratus juta rupiah), tidak
termasuk harga tanah dan bangunan.

4. Incusti Farmasi adalab Industn Obat jadi dan Indusin Bahan Baku Obat.

. Perbekatan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) adalsh alat, hahan, atay
campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan unjuk manusia,
hewan peliharaan rumah tangga dan tempat-lempat umum.

€. Penyalur Alal Kesehatan [PAK} adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas,
Koperasi atau Perusahaan Parsrangan yang memiliki izin untuk pengadaan,
penyimpanan, penyaluran alat kesehalzn sesuai dengan  Ketenhuan
perindang-Undangan yang bearlaku,

7. 1zinPenyalur Alz Mesehatan adalah izin yang diberikan berd asarkan kelayakan
perisahaan unluk metyalursan zlal kesehalan secars aman dan benar,
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Cabang Fenyalur Alat Kesehatan adalsh Pervakilan usaha yang telab
mendapal izin dengan nama Perusahaan dan nama Pemilik yang sama
dengan penyalur alat kesehatan,

Sub Penyalur Alal Kesehatan adalah Badan Hukum atzu Badan Usaba yang
menyalurkan Alat Kesehatan dari saly atau lebih Penyalur Afal Kesehatan
yang memiliki izin.

Sertifikat Produkst adalah sertifikat yang ciberikan oleh Menten Kesehatan
kepada patwik vang telah mengikuti Padoman Cara Pembuatan yang Batk
uniuk memproduksi Alal Kesehalan dan atau Perbekalan Kasehatan Fumah
Tangga,

Sertifikat Produksi Kalas B diberikan kepada pabak yang memproduks Alat
Kesehatan /| PKRT Kelas | dan Kelas || dan lelsh menerapkan Padoman
Cara Pembuatan Alal Kesehatan / PKRT yang Balk galam hal sarana,
proses produksi dokumentas: hiygiene sanilasi dan quality kontrol.

Sertrfikat Produksi Kelas © diberikan kepada patwik yang memproduksi
Alat Kesehalan { PKRT Kelag | dan Kelas Il lzrtgntu dan telah menerapkan
Pedoman Cara Pembualan yang Baik dalam hal sarana, dokumentasi
hygiene sanilas.

Alat Kesehatan Kelas 1 (Resiko Rendah} adalah alat kesehalan yang
kegagalan atau salah penggunsannya fidak menyebabkan akibat yang
serus. Penllaian untuk alkes ini dififikberatkan hanya pada mutu dan
produk.

Alal Kesehatan Kelas |l (Resike Sedang) adatah alal kesehalan yang
kegagalan atau salah penggunaannya dapat membenkan akibat yang
berardi kepada pasien 19iapi tidak menyebabkan ksoslakaan yang sefius.
Alkes ini sebelum beredar perlu mangisi dan memenuhi persyaralan yang
cukup lengkap uniuk dintze tetap lidak memerukan pengujian ¢ penalitian
khusus pada laboratorium atao instilusi yang ditunjuk.

Perbekalan Kesehalan Rumah Tangga {PERT} Kelas | (Resiko Rendah}
arfalah PKRT yang pada pengqunaannya fidak menimbulkan akibat sarius
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seperti intasi. komsil, karsinegenik, FERET ini sebelum beredar perlu mengis:
formulir pendafiaran tanpa harus disortai hasil pengujian lab,

PKRT Kelas Il (Resika Sedang) adalah PKRT yanq pada penggunaannya
dapat menimbulkan akibal sepernitas, korosil tap tidak rmemmbulkan akibat
serius seperti karsinagenik PKET int sebelum beradar perly mengiss formulir
pendaflaran dan memenuhi persyaratan diseral hasil pendgujian lab.

Izin impontr Produsen (P Markofika adalah 1zin Perunjukan kepada
Feruzahaan industri farmasi yang menggunakan MNarkotika {FT. Kimia
Farma) sebaga bahan haky prosas produksi uniuk mengimpar sandir
narkotika. [P Markofika. berdaku selama 1 tahun,

|zin lmportir Produsen (IF) Psikotropika adalah |zin Penunjukan kepada
Perusahaan pemilik industi larmasi yang menggunakan Psikolropika
sabagai bahan baku proses produksi untuk mengimpor sendin psikotropika.
IF Psikolropika berlaku selama 1 tahun

Iz Impartir ProdusendIP) Prekursor Farmasi adalah |zin Penunjukan kepada
Penuzzhaan pamilik indusin larmasi yang mengqunakan Prekursar Famasi
sebagai bahan baku! bahan penolong proses produkst untuk mengimpor
serdlin prekurser farmasi, 1P Prekursor Farmasi berlaku selama 1 tahen

Izin Importe Terdaftar {IT} Psiketropika adalah lzin Peaunjukan kepads
Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi untuk mengimpor pslkotropika guna
didislribusikan kepada industri farmasi pengguna akhlr yang menggunakan
psikalrapik, dalam produknya, ({T) Psikolmpika teraku selama 2 tahun

lzin impodir Terdallar {IT) Prekursor Fammasi adalah zin Penunjukan
kepada Padagang Besar Bahan Baku Farmast untuk mengimpor prekursor
farmasi quna didistribusikan kepada induski farmast pengguna akhir yang
menggunakan prekursar farmasi dalam produknya. (IT) Prekurser Fammasi
beriaky selama 3 Lahun

Izin Eksporti Pradusen (EP) Psikotropika adalah Izin Penunjukan kspada

Ferusahaan permilik industri farmaszi uniuk mengekspor sendin psikotropika
yang diproduksl, EF Psikatropika beraky selama 1 tahun
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23. lun Eksportr Produsen (EP) Prekursor Farmasi adalah Panunjukan kepada
Fensahaan pemilik industn farmasi untuk mengekspor sendini obal vang
mengandung prekursor farmasi yang diproduksi. EP Prekursar Farmasi
berdaku selama 1 1ahun

24, 1zin Ekspodtic Produzen (EP) Markolka adalah Penunjukan kepada
Perusahaan pemilik indusli farmasi untuk mengekspor sendin obal yang
mengandury narkolika yang diproduksi. EP Narkolika berlaku selama 1
tahun

B. URUSAN PEMERINTAHAN

33 i Tt PRﬂ"-I'IHEI E R L
F‘emh&nan iz mtlusln Pernbanan rekomendasi F'e rnbenan rakumandasl
komoditi kesehalan.alat | izin industn komoodit izin PBF cabang, FBAK
kesehatan dan Pedagang | kesshaian, PBF dan dan [ndustri Kecil Qbal
Besar Farmasi {FEF) Pedagang Besar Alat Tradisional (HKOT)

Kasehalan (PEAK)
1. Penslapan kebijakan, | 1. 1.
slanglar, noma,
padoman, knlena
dan prosedur di
bidang sarana
industi komodidi
sediaan farmasi, alal
kesehatan dan FKRT
2. Pemberian [zin 2. 2.
Prinzip Usaha Industri
Farmasi
3. Pemberian Izin Usaha | 3. Pemberian 3.
Inedustn Farmasi rekomandasi 1Zin
Usaha Industn
Farmasi
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10

F'embenan semﬁhat
Cara Fembuatan
Cbat yang Baik
{CPOB)

Femberian [2in
Frinsip Industn Obait
Tradisonal
Pembetian [zin
Industri Obat
Tradisonal

Fembenan serlifikat
Cara Pembuatan
Qbat Tradiskonal yang
Baik {CPOTE)
Fambenan [zin
Froduksi Kosmabka

Pembearian sarlfikat
Cara Pembuatan
Kosmetika yang Baik
{CPKB)

Serlfikasi sarana
produksi Alkes dan
PKRT Kalas B dan C

10.2. Pemenksaan
setampat bergama
dengan Kab/'Kota

11.b, Rekomendasi
serlilikas| sarana
preodduksi Alkas dan
PKRT KelasBdan C

5. 5.

6. Pemberian 6.
rekomendasi kzin
Industri Ohat
Tradislonal

T 7.

8. Pemberlan B.  Pemerikgaan
rekomendast |2in setempat sarana
Produksi Kosmelika produksi kosmetika

golongan G

9. o,

10, Pemeriksaan
salampat sarana
bersama denkan
Provinst
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PEMERBTAN - | - pEMDA [
T PR T R T pROVINGE B
i 1. Pemberian izin 11, Pemberian 1.
. Industri Bahan Baky rekomendasi izin
Farmasi Industn Babwan Baku
! Farmmasi
- 12, Pambwerian izin 12. Pemberian 12,
Pedanang Basar rekomendasi inn
Farmnasi dan Padagang Besar
Pedagang Besar Famasi dan
Bahan Baku Farmasi Fedagang Besar
Bahan Baku Farmasd
13. Pemberan |zin 13.a. Pemeriksaan 13. Pemeriksaan
Penyalur Alal selempat bersama setempat sarang
Kesehatan (PAK) dengan KabKota bersama prowvinsi
13.b. Pembenan
rekomendasi izin
PAK
14. Pemberian 12in 14, Pambarian 14. Pemerksaan
|mportir f eksportir Rekomendasi dalam setempat sarana
bahan baku rangka pemberian dalam rangka
Narkedlk, Psikotoplk, 12 irmpeasdir produssn pamberian
Prekursor fammasi rekormendasi .
unfuk Prodysen |
15, Pambartan 120 13, Pambearlan - 18. Pemeriksaan
Impostir f eksporti Rekomendasi dalam setempat sarana
bahan baku rangka pembarian dalam rangka
harketika, Psikotropik |Zin impartic Terdafiar pembernan
dan Prekursor rekomendasi
larmasi untuk PBBEF

- 137 -




- Lawpran 5K KMEHKES Ma, 925 EHKESSEGLUAHR -

PEMERINTAH - PEMO:A F'Eii_iﬂh
FLISAT PROYINSI KARIKOTA
16, Pemberian izin 16. Pamberian 16. Pemerksaan
imporlir { eksporter rekemendasi dalam sarana dalam
gbat narkotika, rangka pemberian rangka pemberian
psikalrapika dan izin importir feksportir rekormendas:
prekursor farmasi obat narkotka.
psixotropika dan
prekursar Brmas
17, 17. Permberian izin 17. Pemberan
distribusi unluk rskomendasi ijin
Cabang dan Sub distrbusi untuk
FAK cabang dan Sub
PAK, berdasarkan
hazil pemeriksaan
setempat sarana
18. Bindal pelaksanaan | 18, Koordinas 18. Melakikan Bindalwas
pemberian serifkasi pelaksangan industi Rumah
panyuluhan industr Bindahwas Industri Tangga dan PKRT
rumab langga alkes Rumah Tangga Alkes
dan PERT dan PKRT
19. Pengetolaan dan 18, Peiaksanaan 19. Moniloring dan
superysi monitoring gan koordinasi pembinaan terhadap
gan pembinaan monitoring dan sarana prodiksi
terhadap sarana pembinaan erhadap dan distnbusi alat
produksi dan sarana produksi kesohatan dan PKRT
distribusi akat dan distribus| alat tingkal kabupaten'
kesehatan dan FERT kazehatan dan FEKRT kota

lingkat proving
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C. PENANGGUNG JAWAR! KOORDINATOR

PELAKZANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAM D
PUSAT

Departemen Kesehalan junit glama yang bertanggung jawab dibidang obatl
dan perbekalan)

PELAKSANAAH  URUSAN PEMERINTAHAN BIDAMNG KESEHATAN [
FROVINGI:
Sehagai penanggung |awab /Koordinalor adalab Dinas Kesehalan Provinsi.

PELAKSANAAN URLUSAN PEMERINTAHAN EIDANG KESEHATAN DI
KAEUPATENEKOTA

Sebagal psnangguny Jjawab (Koordinaloe adalah Dinas  Kesehalan
Kabupaten/kola
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4.1.3b. PEMERINTAH

PROVINSI . Pembenan izin PEF Cahang dan KOT
KABIKOTA : Pembarian 12in apollk, toko obat
&, PENGERTIAN :

1. Indusiei Keeil Gbal Tradisional (IKOT) adalab Industre obat {radisronat
dengan total aset lidak Iebib dari Rp. 600.000).000.- (enam ratus juta
rupiah), lidak termasuk harga tanah dan bangunan.

2. Apotik adalah sualulempat tertentu, tempat dilakUkan pakarjaan kefarmasian
dan penyaluran Sediaan Farmasi, Pethekalan Kesehatan lzinmya kepada
masyarakat.

1. Toko Obal adatah Orang alau Badan Hukum Indongsia yarg memiliki ijin
unituk memyimpan Obat-chat Bebas dan Obal-obat Bebas Terbalas (daftar
W) untuk dijual $ecara eceran dilempal tertenlu sebagaimana tercantum
dalam surak ijin,

B. PEMERINTAHAN :

S e . S
Pernberian izin FEF -
Cabang dan [KOT
1. Penstapan kebijakan, | 1. 1.
slandar, norma,
pedurnan, kriteria
dan prosedur di
hidang penzinan PEF
Cabang dan IKOT i
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. -PEMERINEAN 1. - PEMDA
Cpuskr [ proviNel
. Bimbingan dan 2. Permberan izin PBF | 2.
pengendalian Cabar dan [KOT setempat dan
pelaksanaan pemberian
kebijakan pefizinan rekomendasi izin PBF
PBF Cabang dan Cabang dan IKOT

Industri Keal Obat
Tradigional [IKOT)

Pemberian izin apotik,
toka obat
. Penetapan kebijakan, | 1. Bimbingan dan 1.a. Pemerfksaan
slandar, norma, pengendalian lempal Apotik dan
pedoman, kriteria dan pelaksanaan Toko Obal dalamn
prosedur di bidang kebijakan perizinan rangka peinberian
perizinan Apolik dan Apaolik dan Toke Obat izin
Toko Olsat 1.6,  Pemberian izin
Apotik dan Toko
(hat

PEHANGGUNG JAWAB! KOORDINATOR

1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAM BIDANG KESEHATAM D
PUSAT : _
Departeman Kesehatan {unit ulama yang bertanggung jawab dibidang abat
dan parbekalan)

2. PELAKSANAAN URLSAN PEMERINTAHAN BIDAWG KESEHATAN DI
PROYINSI:
Sabagal penangqung jawab (Keordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.

3. PELAKSANAAN URUSAM PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (I
KABUPATEM/KOTA,
Sebagai penangoung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehalan
KabupatenKeota
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5. SUB BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

5.1. SUB - SUB BIDANG  PEMBERBAYAAN INDIVIEU, KELUARGA

DAN  MASYARAKAT  BERPERILAKLU
HIDUF SEHAT DAN PENGEMBANGAN
UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA
MASYARAKAT (UKBEM)

5.11. PEMERINTAH - Pengedolaan  promosi  kesshalan  skala

nasicnal

PRCYINSI . Penyelenggaraan promosi kesehatan skala
provings

KABIKOTA - Penyelenggargan promesi kesehatan  skalks
kabupaten'kota

A. PENGERTIAN:

1.

Promasi  Kesehalan adalah upava ueldk meningkalkan  kemampuan
masyarakat metalui pembelaaran dari | gleh, untuk dan bersama masyarakat
agar mereka dapal manglang dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan
vang bersumber daya masyarakal sasuai dengan budaya setempat dan
didukung aleh kebijakan publik yang berwawasan kasehalan (WHO).

Pambetdayaan adalah proses pemberian infomasi sacara 1efus menarus

dan berkesinambungan meanglkuli perkembangan sasaran serl3 proses

membanly sasaran agar berubah darl ahu menjadi 1au alau sadar (aspek
krnwledge?, dar laha menjadi mau (aspek allibde) dan dar maw menjadi
mampu {aspek praclice)

a. Promosi kesshalan dan pemberdayasn masyarakal skala nasional
adalah kegiatan yang dilakukan oleh pusal yang jangkauannya melipoti
propinsi dan kabfkola.

k. Promosi kesehalan dan pemberdayaan masyarakat shala provinst
adalah kegialan yang dilzkukan oleh pravinsi yang jangkauannya
melipub kab'kota

€. Promasi kesehalan dan pemberdayaan masyarakat skala kabikota
acdatah kegiatan yang dilakukan oleh ¥ab&ola yang jangkauannya
meliputi kecamatan.
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B. URUSAN FEMERINTAHAN :

“-PEMERINTAH

PEMDA

PEMDA
PUSAT FROVINSI ~ KAB/KOTA
Pengelofaan promosi Penyelenggaraan Penyelenggaraan
kesehalan skala nasional: | promosi kesehalan skala | promost kesehatan skafa
Provinsi: kabfkota:

1. Mengambanghan 1. Menpembangkan 1. Menpembangkan
pengumpulan data, pengumpulan data, pengumpulan data,
mangolah, anahsis meangolah, analisis mengalah, analisis
dan menyajlkan data - dan menyajikan data dan manyajikan data
dari survei capat dari survei cepal dan survel cepat
PHBS skata nasional, PHBS skala provingi. PHBS skala kabikota,

2. Menetaphan pricdilas (2. Menetapkan priconilas (2. Menelapkan prigeitas
masalah-masalah masalah-masalah masatah-masalah
kesehalan sslempal kesehatan setempal kesehatan selempat
yang akan dilanganid yang akan dilanganid yang akan ditangant/
intervensi skala intervensi skala intervansi skala kaby
FEsonal, Lol T knola,

13 menetgpkan waktn' | 3. menelapkan wakl' | 3. menetapkan wakiul
jadwal pelaksanaan jadwai pelaksanaan jadwal pelaksanzsn
promasi dan promes dan pramosi dan
paml:i-&rdayaan pambardayaan pembardayaan
masyargkat yang masyarakal yang masyarakat yang
terfokus pada terfokus pada lefokus pada
masalah-masalah masalah-masalah m#%alah-masalah
kesehatan priotitas. kesehalan prioritss. kegehatan pricrtas.
Hal ini dapat Hal ini dapai Hal ini dzpal
dilakukan dengan dilakukan dendgan dilakukan dengan
tedebih dahulu teriebih dahulu terlebih dahulu
menganalisis secara menganalisis secara manganalisis secara
epidemiobogis epidemiologs epidemiciogis
masing-masing Masing-masing masing-masng
masalah kesehatan masalaih kesehatan masalah kesehatan
dan menetapkan poka dan menelapkan pola dan menetapkan pola
kejadian menurul kejardian manunst kejadlan menurit
waklu, lempat dan wakty, termpal dan waklu, tempat dan
orang sKala nasicnal, orang skala provinsi, orang skala kabkota.
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) rnelaﬁh MENgawas, -¢. malalih, mangm'-'am. . rnelatlh.mengawasl,
membimbing dan membimbing dan membimbing dan
mengevaluasi mengevaluas mangevaluasi
perugas-pelugas perlugas-petugas perfugas-petugas
kesehatan di unit- kesahatan di unit- kesehatan di unil-
unil operasional urnt oparasHnal unit gperasional
datam melaksanagkan dalam metaksanakan dalam melaksanakan
promos| kasshatan promosi kasehalan promosi kesehatan
dan pamberdayaan dan pembardayaan dan pamberdayaan
masyarakat mluk rasyarakal uniuk masyarakat untuk
subslansi program substansi program substansi program
kesehatan priortas kesehatan priorilas kesehatan pomiias
skala nasional. gkala provinsi, skala kabfkola.

. mambandu dan . membanly dan - membanlu dan
memfasiitas patugas- memfasiitasi petugas- memfasililasi petogas-
pehugas kesehatan di pelugas kesehatan i petugas kesehatan di
unitunit operasional unit-unit operasional wnil-unit operasional
Jengan saranal dangan sarana dengan saana
media komunikaz media komunikasi media komunikas
Van] sesuai uniyk yang sesuak untok yang sesuai unbuk
pelaksanaan promosi pelaksanaan premosi pelaksanaan promos
dan pemberdayaan dan pembeardayaan dan pemberdayaan
masyarakat (rmis. dgn masyarakat (mis. dgn masyarakal {mks. dgn
meryediaian lembar menyediakan lembar menyedicken lembar
balikimedia catak, balt/media calak, halikimedia catak,
media elekironik, madia elekironik, media elekironik,

(0 seria protolipe (D serta prototipe (D serta protolipe
rmedia lainmya). Unbuk media lainnya}. Unluk media lainnyal, Unluk
ini sacara berahap i secara berdahap i 3eCara bertahap
dikembanghkan dikembangkan dikernbargkan
kemarmpuan palugas kemampuan petugas kemampuan peliigas
dalam mamproduiksi dalam memproduksi dalam memprodulsi
media {petak dan meédia (cetak dan mexdia {cetak dan
elekironik) skala elekironlk) skala #lakironik) skala kab/
nasionsl, PROVIRS . koa,
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melaksanakan . malaksanakan
hing suasana Eina suasana dan
dan advokasi d advokasi di tmghat
prowinsd dan tingkat kabupatenkota
kabupatenikota

. melaksanakan . melaksanakan
pemberdayaan pembardayaan
masyarakal J masyarakat dt kabf
orovingi, kabfkota dan kola dan kecamatan
kecamatan dan desa. dan desa,

C. PENANGGUNG JAWARKOORDINATOR

1.

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN [
PUSAT

Sebagai penanggung jawabfocrdingior adalah Depariemen Kesehalan
fLEnit Litama yang berlanggung jawab dibkdang pemberdaysan kesehatan.

FPELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAM Dl
PROVINSI
Sebagai penanggung jawabfkcordinator adalah Dinas Kesehatan Provingi

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI
KABMKOTA

Sabagaipenanggungigmbﬂmrdinatm adalah Oings Kesehatan Kabupaten/
Kola,
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6. SUBBIDANG : MANAJEMEN KESEHATAN
E.1. SUB - 5UB BIDANG : KEBIJAKAN
6.1.1. PEMERINTAH : Penetapan norma, slandar, - prosedur. dan
kriteria bidang kesehalan
FROVINSI . Bimbkrgan dan pengendalian noma, slandar,
prasedur, dan knteria bidang kesebatan
KABR/KOTA . Penyelenggaraan, imbingan dan pengendalian

operasionalisasi bidang kesehalan

A. PENGERTIAN

1.

Kebijgkan publiv adalah sualu keputusan'seperangkat keputusan untuk
menghadapi sifuasi alau permasalahan yang mendandung nilad lareni,
memuat ketentuan 1gnlang tujuan, cara dan sarana sera kegratan untuk
rencapainya. Kebiakan Publik dilaksanakan oleh becbagai lembaga negara
yang berasnang menyelenggarakan Megara dan Pembanounan Bangsa
{SANKRL}.

Kebijakan naslonal adalah serangkaian aluran yang dapal benpa norma,
prosedur dan/atau krlsria yang dilslagpkan Pemerintah sebagai pedoman
penyelenggaraan urusan pemerintahan (PP ngmor, 38 Takun 2007).

Kebijakan vmum {Slealzjik) adalah kebijakan yang berkaitan dengan
pembentukan politik dan slartegi dasar negara. lermasuk peryslergaraan
ugas Kepala Nedara, Bantuk dari kebijakan stratejik adalah Und ang-Undardg
Dasar, Keletapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Penggant
LIndang-Undang (FERPL), Dekrit Kepala Megara, dan Peraturan Kepala
Magara Peraturan Pemerinlah, Peraturan Daerah (Perda) dan Peraluran
Oaerah lainnya {SAMKRIE).

¥ ehijakan manajanal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pembentubkan
kebijakan pemerinlah sebagai penjabaran terthadap polilk. dan strategi dasar
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negara, Kebyakan manajenial {grdin dan kebijakan umum dan kebijakan

Kwsus (SANKRI).

3, HKebijakan Umurn dapat dijgdikan alat pengaturan dan peneriban
tala  kehidupan kemasyarakatan,  kebangsaan, kenegaraan. dan
Parmerinlaban Indonesia sarta sal ng hubungannya dengan mas yarakat
atau Permenntah Megara [ain. Bentuk dari kebijakan umom adalah
Paraturan Presiden, Kepuluzan Presiden, dan nsinksi Presiden,.

b.  Kebijakan Khusus dapal dijadikan afat pengaturan dan penertiban
tata kehidupan kemasyarakalan, kebangsaan, kenegeraan, dan
Pemerintahan Indonesia sena saling hubungannya dengan magyarakat
atau Pemerintahan Megaralain - Bentuk dari kebijakan khusus adalah
Peraturan Menleri, Keputusan Manteri, Instruksi Menlen, dan Surat
Edaran Menleri.

Kebipakan leknis operasional adalah kebijakan yang menjadi acuan dalam
pencapaian sasaran-sasaran terleniu dalarn rangka pelaksanaan kebijakan
pemerintab pada umurmnya, Benluk dari kebijakan teknis dapat berupa
Peraturan Dirjen, Kepulusan Dirjen, Instuksi Digen serta Buku Pedoman
dan Petunjuk Teknis [SAMNKRI)

Pembangunan kesehatan adalah bagian dan pembangunan nasienal yang
bertujuan menirdkatkan kesadzran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
bagi seliap orang agar erwujud dersjat kesehatan yang sebinggi-lingginya

Kebijakan pembangunan kesehatar adalah serangkaian aturan sebagar
pedoman untuk  peryvelenggarasn pembangunan  kesehatan, domana
pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semus
komponen bangsa dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan,
dan kemampuan hidup sehal bagi sebap arang agar peningkatan dargjat
kesehatan masyarakat yang selinggi-tingginya dapal lensujud.

Pangkajian kebijakan permbangunan kesehatan adalah rangkaian kegiatan

berupa penalaahan, eksplerasi dan analisis mendalam untuk pemaniapar.
peningkatan dan pendgambangan kebijakan pembangunan kesehalan,

N [
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B. URUSAN PEMERINTAHAN

i PEMERINTAHT: 7 |1 - % <PEMDA". - " 'PEMDA
PUSAT PROVINSI HABIKOTA

Penalapan norma, Bimbingan dan Penyelenggaraan,

standar, prosaciur, kriteria | pengendalian norma, bimbingan dan

biclang kesehatan - slandar, prosedur, dan pengendzlian

kriteria idang kesshatan; | operasionalisasi bidang
kesehalan;

1. Penslapan Momna, 1. Bimbingan dan 1. Penyelenggaraan,
Standar Prosedur, pencendalian noma, bimbingan dan
Kriteria dibidang standar, posedur, pengendalian
unaya kesehatan, dan krileria bidang - oparasonalisasi bdang
pembiayaan vapkiya kesehatan, upaya kesehatan,
kesehalan, sumber pembizyaan pembiayasan
daya manusia kesehalan, symber kesehatan, sumber
kesehatan, obat dan daya manusia faya manusia
perbekalan kesehatan, kesehatan, obat dan kesehatan, obal dan
perberdayaan parbekalan kesehatan, pefbekalan kesehatan,
masyarakat sarta perberdayaan perberdayaan
Manaeman masyarakat serta masyarakat serts
kesehalan, manaemen kesehatan managenen kesehatan

2. Kebijakan
pembangunan
kesehatan :

a. Fenetapan nomna, a, Eimbingan dan a. Penyslenggaraan,
standar, prossdur, pengendalian bimbingan dan
krileria dalam nomma, standar, perendalian
Pengelolaan dan prosadur, dan operasionalisasi
Penyetenggaraan Krileria dalam dalam
Perurmusan Pengelalaan dan Pengekdaan dan
Kebijakan Penyelenggarasn Fenyelenggaraan
Pernbangunan Perumusan Ferumusan
kesahatan skala Kablpakan Kebi|akan
Masional Fembangunan Pembangunan

Kesehatan skala Kesehalan skala
Provinsi kabupaten/Kota
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PEMERIMTAH FEMDA PEMDA
_ PUSAT PROVINSI KABMKOTA

b. Melakukan . Melakukan b, Malakukan
bimbingan, bimbingan, kensullasi,
supervisi fasilitast, SUpenisi, advokasi,
advokass, fasilitasi, monitoring
konsultasi, advokasi, dan svaluasi
mrilonng konsultasi, Pengkajian
dan avaluasi moiloring Kebijakan
Pengkapan dan evaluagsi Pembangunan
Kebijakan Pengkajian Kesehatan.
Pembangunan Kebijakan
Kesahalan. Pembangunan

Kesehatan

¢. Penyelangaraan Menyapkan Manyiapkan
peningkalan sumber daya sumber daya
kapasilas, manbisia untuk ranusia unluk
Kamampuan Mrerrgikub rnengikull
sumbar daya paninghkatan paningkatan
manugia uniuk kapasitas dalam kapasilas dalam
medakukan pengkajian pengkajian
pengkajian kebijakan kebijakan
kebijakan pembaEngunn pembangunn
pembangunan kasshatan kasahatan
kesehatan

. Meningkalkan . Meningkatkan . Meningkatkan
dukungan tdukungan dukungan
pembigyaan dan pembiayaan dan pembiayaan dan
sarana unluk sarana untuk sarang unluk
pslaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
pengkxian parkajian pendkajian
kebijakan kebijakan kabljakan
pambangunn pembangunn pambangunn
kesshatan kesehalan skala kesshatan skala

Provinsi Hahupalanfl-{nla_
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2. Mergembangkan Melaksanakan hielaksanakan
metode dan metode dan metode dan
toknik nengkajian leknik pengkajian teknik, pengkajian
kebirakan kebijakan kebigakan
pembangunan pembangunan pembangunan
ketehatan kesehatan kesehatan

i. tengembangkan Mengambangkarn tMengembangkan
[&jaring pengkajian ejaring [y
kebijakan pengkajian pengkajian
pembanguran kebijakan kebijakan
kesehatan skala pembangunan pefmbangunan
Masional kesehalan skala kesehalan skala

Perencanaan Provinsi KabypatenKota

strateqis bidang

kesehatan -

a. Menyusun fenmyusun Menyusun
ketrjakan kebijakan perencangan
PEFENCANIEN perencanaan hidang kesehatan
hidang kesehatan hidang kesehatan : kabikols
nasianal provinss

b. Kebijakan Koordinas dan Kaardinasi dan
pEMganggaran sinkronisasi sinkronisasi
kasehatan nasional pETEnCaAnSET: pafencanaan dan

dan anggaran anggaran bidang
bidang kesehalan kesehatan kab!
provinsi kola

c. Perencanaan Petencanaan Perencanaan
strategis bidang strategis bidang opgrasional
kesehalan skala kesehatan skala bdiang kesshatan
nasional DrOving sesuai skala Kab/'Knota

dan selaras =E3UAl dan

dengan kebijakan selaras dengan

nasional kekijakan
nasional dan
rovinGS
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PEMERINTAH PEMDA _ PEMDA |
PUSAT - ‘PROVINEl KABKOTA

4. Monitoning d.  Monilxing d.  Monitoring
dan evaluasi dan gvalras clan evaluasi
pelaksanaan pelaksanaan pelaksanasan
program ¢an program dan program dan
anggaran skala anggaran skaka anggaran skala
nasional provinsl kabfkola

€. PENANGGUNG JAWABIKOORDINATOR

a. PELAKSAMAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAM D
PUSAT

Sebagal penanggung jawab (koordinator adalah Deparlemen Kesshialan cq
Sakretanat Jenderal.

b. PELAKSAMAAN URUSAN FEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ol
FROVINSI

Sebagai penanggung jawabfkoordinglor adalah [Ynas Kesehalan Provinsi

£ PELAKSANAAN URUSAM PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI
KABUPATERIKOTA

Sebagai penanggung  jawsbikeordinakr adalah  Dinas  Kesehatan
Kabupalsn/Kota.
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§.2. SUB - SUB BIDANG : PEMELITIAN  DAN  PENGEMBANGAN
KESEHATAN
6.2.1a. PEMERINTAH : Pengelolaan penclilan dan  pengembangan

wesghatan  slrateqis  dan  terapan.  sera
penapisan iimu pengetahuan dan teknologi
(lptek) kesehalan skala nasional

PROVINSI . Penyekenggaraan penefitian dan
pengembangan kesehatan yang meandukung
perumusan kebijakan provingt

KAB/KOTA . Penyelanggaraan peneliban dan
pengembangan kesshatan yang mendukung
perumusan kebijakan kabupatendkota

A. PENGERTIAN:

1. Pendlitian dan pengembangan {lilbang] kesehatar adalah kegiatan iimiah
yang dilakukan menurot metode yang sistemalk uniuk menemukan
informasi imiah dardalau leknelegi vang barw, membuktikan kebenaran
atau kelidakbenaran hipolesis $ehingga dapat dirumuskan tecr atay suaty
proses sala alam dan/atau sosigl dibidang kesehatan dan dapat dilanjulkan
dengan menquji pensrapannya untuk tujuan praklis dibidang kesehalan.

2. Pengelolgan lthang adalah  serangkaian  kegistan  penelfian  dan
pengemibangan yang meliputi perencanaan, elika penelitian, ijin panshtian,
pelaksanaan, standarisasi peneldian, movast pembingan, pengawazan,
gyaluasi, pengembangan S0M, pengembangan sarana dan prasarana,
penyebarlrasan dan pemanizatan hasl-hasil liibang.

3. Penyelenggaraan lihang adalah serangkaian kegialan peneliian dan
pengembangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan,
pENDawasan, evallas, pengembangan S0M, pengembangan sarana dan
prasarana, penyebarluasan dan pemanlaatan hasil-hasil litbang
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Penapisan Umu pengetahuan dan teknclogi (Iptek} adalah kegiatan
penyaringan berbagai cabang ptek yang memiliki kelerkailan yang luas
dengan kemajuan leknolagi secara menyeluruh atau berpolensi memberikan
dukungan dan kstahanan bagi pedindungan negara, pelsstarian fungsi
lingkungan hidog, pekestarian nila luhur budaya bangsa, seda peaingkalan
kehidupan kemanusizan.

Lithang sirategis adalah litbang yang mempunyat dampak polilis yvang besat
baik di dalam dan luar negen.

Lith-arg terapan dan baresike linggi dan bahaya adalah kegiatan peneditian,
pengembangan dan fatau penerapan iptek yang berpolens! manimbulkan
bahayabagikeselamatan manusia, kelestanan lungsl lingkungan, kenukunan
masyarakat, kesglamatan bangsa dan merugikan negara.

Litbang skala nasional adalah lithang yang ruang lingkupnya lintas provinsi.

B. URUSAN PEMERINTAHAN :

PEMERINTAH. & RENDA - PEMD
| onBURRTR A )y o PROVINSL, < 7 15 KARKETA:
Pehgelolaan penelitian Panyelenggaraan Fenyelsnggaraan
dan pengembsngan penseditian dan penelilian dan
kasehatan slralegis dan | pengembangan pengembandgan
terapan, serta penapisan  { kesehatan yang kesehalan yang
ilmu pengetahian mendukung perumusan | mendukung penumusan
dan Isknologi {Iplek) kebijakan proyinsi kebijakan kabupaten/kota;
kesehatan skala nasicnal: -
1. Pemanduan
{stewardship) -
a. Mengembangkan
dukungan requlasi
dalam aspek
yurics
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PEMERINTAH
PLSAT

PEMDA

- PROVINSE

PEMDA
KABMOTA

b. Menyusun Renstra
Lilbanghkes
Magional

¢ ManyLsun Fuferom
lilbangkes

d Menyusun Agands
Lilthangkes: jangka
pendak, menengah
dan panjang

. Pangembangan
dan aplikasi Guality
Assurance dalam
libangkes

f. Pengembangan
dan penerapan
baku etika
litbangkes

. Pelaksanaan :

a. Memyusun
proposall protokd
litbanghkes sesuai
agenda litbangkes

b. Melaksanakan
lithangkes sesuat
baku ilmiah dan
baku etika

. Pemandazlan hasil;

a. Transliate rasufts
& rasearch info
achon

g

Menyusim
proposalf protokol
lithangkes

sesual agends
libangkes
Melaksanakan
lithargkas sesuai
baku ilmizh dan
baku elika

Transiale resills
of research o
action

a. Menyusun
proposal! protokol
litkangkes
SE5U31 ajenda
litbangkes

b. Melaksanakan

litbangkas sesuai
baky ilmiah dan
baku elika

a. Tranglale resuts

of rasparch imlo
action
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PEMERINTAH PEMDA PEMDA
PUSAT PROVINS KABMKOTA

b. Kajian hasil . Kajian hasil b, Kajian hasi
penelitan dan penelitan-dan peneliian dan
pERYUSLNAN penyusunan PRMyLSUNan
angkasan ekgakutif ringkasan fingkasan
unfuk pengambil eksekulf untuk eksekutif uniyk
keputusan dan pergamhbil pergambl
pelaksana program kepuluzan kepulusan

dan pelaksana dan pelaksana
BFSgram BIrGgraT)

c. Memfasililasi Memfasilitasi G Memfasililgsi
publikasi hasil publikasi hasil pubhkasi hasil
Eibangkes litbangkes litbangkes

d. Memifasilitasi HKI . Memiasifilagi HKI
bam klbanghkes baci filhangkes
yang hasilnya yang hasilnya
menjadi sumber menjadi sumber
daya produk! daya produks
PIOSES [NOSE5

. Manajgmen

lithangkes ;

a. Memanfaslkan . Memanfaatkan 3. Memanfaatkan
sumber daya surmber daya sumber daya
litbangkes secara Hibangkes secara litbargkes secara
efekiil dan ehzlsn sfektif dan efisien afeldif dan efsizn

h. Menginisiasi, . Menginisias, k.
membina dan membina dan
mengembangkan mengembangkan |-
jeiaring ilkangkes jejaring litbangkes

. Menyediakan C.
barmuan teknis bagi
pangembangan
lithangkes
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SDM litbangkes

SDM litbangkas

'PEMERINTAH = PEMDA PEMDA
PUSAT PROVINSI KABKOTA

o, Memfasilitasi . Memfasilitas d. MemfasHilasi
pelaksanaan publikasi hasil pelaksanaan
tbangkes Iitbangkes lilbangkes

£ Melgksanakan . Memfasililasi HE . Melaksanakan
advokasi untuk bagi litbangkes atvokasi untuk
mendapal yang hasilnya mand apat
dukungan menjadi sumber dukungan
pelaksanaan daya produk palaksahaan
litbangkes PrOSES litrangkes

. Pengelolaan

lingklingan

lithargkes:

a. Menciptakan . Menciplakan . Menciptakan
twbungan baik hubungan baik hubungan baik
dengan semua dengan semua dengan semua
sirnpul dan mitra simpul dan mitra simpul dan milra
litbanokes litbangkes lilbangkes

b. Menyediakan . Menyadiakan . Menyadiakan
sisgtem sigtem slslem
penghargaan penghargaan panghargaan
kepada lembaga kepada lembaga kepada lembaga
litbangkes, panslil lithangkes, Inbargkss,
dan fngsional penellli dan peneliii dan
Mbang iplekkes fungsional lithang hungsional llkang
lain Iptekkes lain iplekkes lain

- Fengelglaan sumber

daya:

a. Menyediakan . Menyediakan Menyedlakan
gigled sislem sisterm
rekralmen dan rekrulmen dan rekrutmen dan
pengembangan pangembangan pengambangan

SOM litbangkes
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7. Pengembangan
sistermn Ilthangkes |
a. Melaksanakan

evakuasi unluk
pangembandgan
sistemn dan sub
sistem litbanokes
disesuaikan
dengan kebutuhan
sewaktu dan
kémajuan iptekkes

k. Mengembangkan

Indikalor sistem
litbangkes

PEMERIMTAH PEMDA FEMDA
PUSAT - PROVINSI KABKOTA

b. Mentjamin . Menjamin b. Menjamin
ketersediaan dan ketersediaan dan kelersediaan dan
kesinambungan ke smambungan kesinambungan
dana libangkes dana lithangkes dana filbangkes
sesuai agenda s&5U31 agenda Sesyal agenda
libangkes libangkes Itbangkes

. PENANGGUNG JAWAB! KOUDRDINATOR :

1.

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT
Sebagai penangqung jawabikoordinalor adalah Departemen Kesehatan 6.

Sekratariat Jenderal,

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI

FROVINSI

Sebagai pananggung jawabfkoordinator adalah Dinas Kesehatan Proving
PELAKSANAAN URUSAN FEMERINTAHAN BIDAMG KESEHATAN DI

KABUPATEN/KOTA

Sebagat penanggung jawabfkoordinglor adalah Dinas Kesehalan Kabupalen

Kata.
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6.3, SUB - SUB BIDANG ' KERJASAMA LUAR NEGER!
E.3.1. PEMERINTAH + Pangelolaan kefasama luar negeri di bidang
kesehalan skala nagional
FROVINEI : Penyelenggaraan kerjasama |uar negeri skala
provingi
KAB/KOTA : Penyelenggaraan keqasama luar negeri skala
kabupalentkola

A. PENGERTIAN :

Kerjasama Luar Negeri (KSLN) adalah suatu rangkaian %erja sama yang saling
menguntungkan antara du ahegra {bilateral) alay beberapa negara {muliilateral)
yang dituangkan dalam perjanjian resmi dalam jangka waklu tertentu, KSLM
wamanya terdin dan dua aspek yailu ‘technical coorporation’ dan ‘financing
coorporation

B. URUSAN PEMERINTAHAN :

~PeMERIT [ ReNDA T PR
PUSAL 5o 4] - ERtl!H’l o KABIGOTA
Pﬂngelulaan kerjasama Fenyelanggaraan Fenfeienggaraan
luar negeri di bidang kerjasama luar neged kerjasama luar negern
kesehatan skala nasional, | skala provinsi: skala Kabupatan®ota
1. Penetapan kebijakan | 1. Memfasiiasi 1. Parsiapan dan
nacional di bid.ang persiapan & PENYUSLNGN rencana
kesehatan, DEMYUSUIMNAN rencana CRPHLM
DRPHLN Lingkat
proving dan kab/kola
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pangusulan rencana
keqasama fuar
negen datam Dakar
Reancana Pingaman

{ Hibah Luar Neger
(DRPHLN;) alau ‘Blug
Book'.

manitonng dan
evaluasi pelaksanaan
proyek-proyvek
DRPHLN (provinsi
dan kab'kota}

PEMERINTAH PEMDA PEMDA,
PUSAT - PROVIMEI KAB/KOTA

. Pengaluran . Melakukan koardinasi 1 2. Melakukan koordina si
penetapan penanjian PENYUSUNAEN rEBAcana PENYUSUINAN
persetujuan ORPHLH tingkat rencana DRPHLN
ntemasional yang provingsi dan kabfkola di lingkunfan Cinas
disahkan alas nama Kesehalan kabikota
negard di bidang
kesehalan,

. Mealaksanakan . Melakukan . Melakukan evaluas:
koordinas pengdampingan & parancanaan
PENYUSUINAn rancanad adveokasi kepada DRFHLM lingkat kab
dan pangkajian di Bappeda dan DPRD kota
bidang kefjasam
regboral dan bilateral,
rullilateral dan
kerasama teknik
dan perjanjian
internasional

. Melakukan Melakukan evaluam Mengusulkan
pengkajian rencana PErencandan DRPHLM provins
kerjasama [yar riegen ORPHLH tingkat dan kabikola kepada
di bdang kesehalan proving Kepata Clinas
regional dan bilateral, Kesshatan proving
mullilataral dan
kerjasama leknik
dan peganjian
inlemasgional

. Melakukan . Melaksanakan
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PEMERINTAH -
PUSAT ..

PEMDA,
PROVIMSI

PEMDA
- MABMKOTA

10.

11,

helakukan
pembinaan
pAMyUSUNan rencana
Kefasama luar negern
di tingkat pusat dan
daefah

Melakukan
pengendatiar,
pemantauan &
evaluasi pelaksanaan
rBNCana ker@asama
luar negeri
Menyekendiarakan
RAKOREN - PHLN
fingkal pusat
Menguslikan
DRPHLN bidang
kesehatan kepada
henten Magara PPN /
Kepala Bappenas
Persatijuan
pemermtah

atas perjanjtan
inlamasional. Usulan
program pinjaran/
hibgh Lelar negen
Mempersiapkan
produk hukurn badang
kesehatan dalam
barbagai lingkat
penmdang-undangan
sebagat landasan
hikeirn

. Menyelanggarakan

RAKCOREN = PHLM
provinss

. Mengusulkan

DRPHLN provinsi
dan kab/kota kepada
Menkes
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PEMERINTAH PEMDA PEMDA
PLISAT -] PROVINSI KABKOTA

unluk mendukung
program kegiatan
pembangumnan
kesehatan baik
berupa LU, PF,
Keppres maugun
peraturan' Keputusan
Menkas, Surat
Edaran dan kebijakan
|inmya

- Melakukan
monliorng, evaluasi
dan pengendalian
pelaksanaan
DRPHLN.

PENANGGUNG JAWAE! KOORDINATOR :

1. PELAKSANAAHN URUZAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI
FUSAT
Sebagai penangoung jawab/koardinglor adalah Departemen Kesehatan ¢,
Sekrelarat Jendersl,

2. PELAKSANAAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI
FROYINGI
Sebagal penanggung jawabdkoordinator adalsh Cinas Kesehatan Provinsi

3. PELAKSANAAN URUSAN PEWERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI
KABUFATEMKOTA
Sebagaipenanggung jawabvkoordinalor adalah Dinas Kasehatan Kabupatan/
Kota.
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6.4. SUB - SUB BIDANG

6.4.1, PEMERINTAH

FROYINSI

HABKOTA

PEMGERTIAN :

: PENINGHATAN  PENGAWASAN  DAN

AKUNTABILITAS

: Pembinaan, moniloring, evaluasi dan peng-

awasan skala nasional

: Pembinaan, wmonitonng,  evaluasi  dan

pengawasan skala provinsi

. Pembinaan, monforing,  evaluasi  dan

pengawasan skala kabupaten'kota

1. Pengawasan adalah segenap kegislan untuk meyakinkan dan menjamin
hahwa tugasipekerjzan lelah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah
diganzkan dan perintah (aturan) yang diberikan.

2. Akuntabilitazs adalah kewsjiban memberkan peranggungjawaban alau
menjawall dan menerangkan kinera atau tindakan seseorangfbadan
hukumipimpinan organisasi melipuli kerberhasilan dan kegagalan misinya
kepada pihak yang berwenang meminta perfanggungjawaban.

B, WRUSAN PEMERINTAHAN :
T PERERINTAN . | MDA~ |- L 2 PEWBE -
oot PUSARGE & o FROVINSI . KABMKGTA .
1, Penetapan Nekma | 1. Pembinaan, 1. Pembinaan,
Standar Pedoman manitoring, evaluast monltanng, evaluasi
dan Kriteria dan pangawasan dan pengawasan
pengawasan bidang skala propns skala kabupalenkota
kesehatan
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PEMERINTAH - PEMDA | - PEMDA
PUSAT PROVINSI KABMRKOTA

. pengawasan

. pembinaan
monitonng evatuasi
hasil pengawasan
tingkal nasmoria

pemerintah daerah
atas pelaksanaan
dana dekonsentras
dan tugas
pembariluan 95500
PP 79/2006)

PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR :

1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN PLUSAT
Sebagai penanggung jawabkoordinalor adalah Departemen Kesehalan funit
utama yanq berlanggung jawab dibidang pengawasan dan akuniabilitas).

2. PELAKSAMAAN URLISAN FEMERINTAHAN DI PROVINS
Sebangai penanggung iswabdkoordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi

3. PELAKSANAAN URUSAN FEMERINTAHAN DI KABUPATENMOTA

Sebagai penanggungjawabykeordinalor adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kaota.
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€.5.1. PEMERINTAH

PROVINSI
KABIKOTA

: PENGEMBANGAN
KESEHATAN (SIK]

SISTEM INFORMASI

-

. Pengelolaan  dan  pengembangan  Sistem
informasi Kesehatan Nasional {SIKNAS) dan
fasililasi pengembangan  Sistem  [nformasi
Kesehatan Dagrah (3IKDA)

: Pepgelalaan SIK skala provingi

. Pengelolaan SIK skafa kabupatenfkota

A. PENGERTIAN :

1. Sistern Infemasi Kesehatan (31K) adalah suaty lalaznan yang menghasilkan
datafinformasi vang akural dan tepat waktu untuk merancang pengambilan
kaputusan dan manajemen kesehalan disetiap tingkat adminisirasi.

2. Pangembangan SIK adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan SIK
sehingga dapat menghasilkan datasfinformasi yang akurat, sesyal k&tn.rh.lhan

dan tepat wakly,

B. URUSAN PEMERINTAHAN :

pangembangan SIK skala
nasional dan lasilitas:
pengembangan sistem
infonmasi kesehatan
daerah :

1. Penetapan kebijakan,

Fmgelnlaan tlan

l Pengalc-laan SII{ skala

provinsi :

1. Penslapan kebijakan

strategi dan slraleqi dan langkah- sirategi dan langkah-
|angkah-langkahf langkah koordinas langkah kgordinast
program taskenal operasional dalam operasicnal dalam
pengembangan kerangka SIKDA, kerangka SIKDA
SIKNAS Provingl, Kabupalen¥ola.

F’engeldaan Slh’. si:ala -

kabupaten kol ;

1. Penetapan kebijakan
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- PEMERINTAH PERDA PEMEA
PLUBAT PROVINSI KAB/KOTA

. Penelapan slandar . Koordinasi dalam . Pambenan masukan
(termasuk kodefkasi) rangka pemberian untuk pengembangan
dalam pengelolaan miasukan untuk standar {lermasuk
dala dan informasi pengambangan kodefikasiy dalam
kesehatan. standar {lermasik pengeldaan dala dan

kowleikasy) dalam informasi kesehatan,
pengelolaan data dan
inlarmasi kesehatan

. Penetapan indikator . Pengembangan . Pengambangan
“data set” generik indikaty “dala sef” indikator "data set”
{s;andar] serta fanmat genetik $erta formal qenefik serla format
dan perangkal lunak. dan perangkat dan perangkat
generlk (slandar) lunak generik, lunak generik
uniuk pengelalaan untuk menampung untuk menampung
data dan informasi kabuluhan spesiltk kabutuhan spesifik
kesehatan, pravinsl, pravinsi KabKota,

. Pengelplaan dala dan | 4. Pengelolaan data dan | 4. Pangakolaan dala dan
infamnasi kasehalan informasi kesehalan informasi kesehatan
skala nasional. skala Provins, skala Kab/Kota

. Koordinasi nasional . Koordinasi skala . Penyajlanvdiseminast
dan fasilitasi provingd dan fasihlas: data dan informasi
penygjianidiseminasgi panyaganfdiseminasi dalam herbagai
data dan imdormasi data dan informasi bantuk dan media
dalam berkagai dalam herbagai ftermasuk websile).
bentuk dan media benluk dan media
{kermasuk websita), itermasuk website),

. Peningkalan . Peningkatan . Peningkalzn
kerasama skals kerjasama =kala kerjasarma skala
nasimnal dan fasiitasi provingt dan fasilitasi kabfkota dan fasiltasi
kerjazama skala kerjasama skala Kab/ kedjasama skala Kab/
taerah dalam rangka kota dalam rangka kota dalam rangks
SIKHAS. SIKDA Provinsi. SEDA kabfkota.
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PEMERINTAH FEMDA PEMDA
PUSAT FROVINS! KAEMOTA
. Koordinast dan Keardinasi dan - Peningkatan
fasilitasi peningkalan fasilitasi peningkatan pemanfaatan dala
pendayagunaan pendayaqunaan dan informast
data dan informasi dala dan inlormasi kesehalan skafa kabs
kesahatan skala kesehatan skala kola.
nasional. RrQInG,
. Koordinasi nasional . Koordinasi skala . Koordinasi skala
dan fasHitasi provinsi dan tasililasi provinsi dan fastitasi
pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
aplikasi tambahan aplikasi lambahan aplikasi tambahan
pemanfaalan SIKNAS pemaniaatan SIKNAS pemanfaatan SIKNAS
onlme {untuk distance ordine funiuk distance onling {unluk distance
lzarning, web- learning, web- leaming, web-
based networking, kazed nehworking, based networking,
telemedicine dil). lelemedicing dil.} telemedicine dii.}
dalam skala kab/kota,
. koordinasi . Koordinasi . Pengembangan
dan lasilias dan fasilitasi sumber daya (SDM,
pengambangan pengentbangan dana, psralalan/
sumber daya (S0M, sumber daya (S0M, teknologi, d1) dalam
dana peralatanf dana peralatan/ rangka SIKDA Kaky
teknologi, dil} dakam teknologi, dll) dalam Kola.
rangka SIKNAS. rangka SIKDA
PrOVINSi.
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C. PENANGGUNG JAWAB! KOORDINATOR :

1. PELAKSANAAM LURUSAN PEMERINTAHAN EBIDANG KESEHATAN
PLISAT
Sebagail penangyungjawabykuordinator adalah Depademen Kesehatan{Unit
kerja yang bertangqung jawab dibidzng penpelolaan dan pengembatigan
SIK).

2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN D)
PROVING :
Sebagai penanggung jawabikoordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi

3. PELAKSAMASN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Bi
HABUPATENIKOTA
Sebaqgai penanggung jawabkoordinalor adalah Dinas Kesehalan Kabupaten/
Kota,
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E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

R R PEMERINTAHAN
SUB BIG S JSHLIE'?E.!-’!EZ'E.'_ _ _%EJEMNHH ) *,‘,f e DAERAR KABUPATEN/
o 5 '*"':‘;’.- R ‘-‘w : :;-'(-.' < KODTA
1. Upaya 1. Pencegahandan | 1. Pengsldlaan survailang 1. Penyelenggaraan
Kesehatan. Femberantasan apidemiclogi kejadian survailans spademiclogi, survailans
Paryakit, liar biasa skala nasicnal. penyelidikan kejadian epidemiologi,
luar brasa skala provinsi, panyslidikan kejadian
luar biasa skala
kabupatenfkoda,

. Pengelolaan pencagahan | 2. Penyelenggaraan Z.  Penyelenggaraan
dan penanggulangan pencegahan dan penceganan dan
penyakit ranular pananggukangan pananggulangan
bematensial wat:ah, penyakit menular skala penyakil menular skata
dan yang menpakan prowinsl, kabupatenikota,
komitmen giobal
skala nasional dan
intemasional.

. Pangelolaan pencenahan | 3. Penyslenggaraan 2. Penyalenggaraan
dan penanggulangan penceqahan dan pahcegahan dan
panyakit tidak menular penanggulangan penanggulangan
lertentu skala nasional. penyakit Ldak menular penyakil tidak

lerteniu skala provinsi, menular ferfeniu skala
L kabupaten/kota.
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. Pernangguiangan : Fengandalian 4. Penyelenggaraan
masalah kesehalan operasional operasional
akibal bancana dan penanggulandgan pananggulangan
wabah skaia nasional, masalah kesehatan masalzh kesehatan
akibat bencana dan akibat bencang
wabah skala provinsi ¢lan wabah skala
kabupatenfkata.
. Pengsiclaan karanting 5.
kesshalan skala
B nasinal,
2. Lingkungan . Pengelolaan pancegahan (1. Penyelsnggaraan 1. Penyelanggaraan
Sahat. dan penanggulangan pEncegahan dan pancegahan dan
pencEmaran hngkungan pénanggulangan penangqulangan
skala nasional, pencemaran ingkungan PENCEMATan
skala proving, lingkungan skala
kabupaten/kota.
2. Penyeghatan
lingkurgan,
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3. Perbaikan Gizi | 1. Pengelelaan survailang [ 1. Penyelenggaraan 1. Penyelenggaraan
Masyarakat kewaspadaan pangan survailans gizi bunk survailans gizi buruk
tan gizi buruk skata skala prowving. skata kabupaten, kota.
nasional. 2.4, Pemantauan 2.3, Penyelenggaraan
2.3, Pangelolzan penandggulangan gizi penanggulangan
penanggulangan alzi buruk skala pravinst, gizi buruk skalz
barok skala nasional, kabupaten®ola,
b. b. b. Perbaikan gizi
keluzrga dan
masgyarakat.
Pelayanan . Pengelclaan palayanan . Bimbingan dan . Penyelenggarsan
Kesehatan kesahaian hajt skala pengendalian pelayanan pelayanan kesahatan
Perorangan dan rnasional. kasehatan haji skala haji skala kabupaten!
Masyarakat, provinsi, kota,

. Pengelolaan upaya . Pengelokaan pelayanan . Pengelolaan
kesehatan dan rujukan kesehatan rufskan pelayanan keschatan
nasional. sekunder dan lersier dasar dan nejukan

terenty. sakunder skala
kabupatenvkota.
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3. Pengelolaan upay. 3. Penyslenggaraan
kesehatan pada daerah pengendalian upays upaya kesshatan pada
perbatasan, terpancil, kesshatan pads daerah dasrah pembatasan,
rawan dan kepulausgn perbatasan, terpendgi, terpencil, rawan dan
skala nasional. rawan dan kepulauzn kepulawan skala
skala provinsi. kabupatenfkota.
4. Renistrasi, akredilasi, 4, Regislrasi, akreditasi, 4. Reqislrasi, akreditasi,
sertifikasi sarana serfificasi sarana serlifikasi sarana
kesehatan sesuai kesshatan sesuai | kesehatan sesuan 5
peraluran perundang- peraturan perundang- | peraluran peundang-
undangan. undangan. undangan.
2.4, Pambenan izin sarana 5.4.Pemberian rekomendas  5.a. Pembenan
kesshatan tertentu, izin sarana kesshatan  © rekomendasi izin
tertenty yang diberikan sarana kesehalan
clah pemeninlah, kertenty yang diberikan |
oleh pamerinlab dan
proving. i
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b. b. Pembenan fzin sarana - Pemberian izin

kesahalan meliputi sarana Kesehalan
rumiah sakil pemennlah meldiput] romah sakit
Ketas B non pendidikan, pamernlah Kelas C,
rurtah sakat khosus, Kedas [ rumah sakil

rumah sakit swasta
serta 5atana kesehatan
pennjang yang setara,

fwasta yang selara,
piakiik berkelompok,
kiinik umum!
spestalis, rumah
bersalin, klinik dokier
keluargafdokler Jigi
keluarga, kedokleran
korplementsr,

dan pangobaian
tradisional, serta
£3Arana peEnunjandG
yang s&tara,
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2. Pembizyaan 1. Pembiayaan 1.a.Perelapan namng, 1.a. Pengelolaar 1.4 Pergefolaan/
Kesehatan. Kesshatan standar, prosedur dan penyelenggaraan, penyelenggaraan,
Mazyarakal. kriteria bidang jaminan bimbingan, pengendalian jaminan pereliharaan
pemelinaraan kesehatan. jaminan pamediharaan kesehatan sesuai .
kesshalan skala provins:. kondisi Iokal,

- Pengelolzan jaminan . Bimbingan dan [h. Penyelenggaraan

pemelibaraan kasehatan pengendalian jJaminan pemeliharazn
! nasional. penyelenggaraan kesehalan nasional
; jaminan pemaliharaan {Tugas Pembantuan), '
i ‘kesehatan nasional
! {Tugas Pembantuan}.
! 3 SumberDaya |1. Peningkatan . Fengelkolzan lenaga . Penempalan tenaga 1. Femanfaalan tenaga
: Manusia Jumlah, Muly kesehatan strategis, kesehatan stralegis, kesehatan strategis.
 Kesehatan, dan Penyebaran pemindahan tenaga
' Tenaga tertentu antar kabupateny
Kesghatan, kota skala provinsi.

. Pendayagunasn kenaga |2, Pendayagunaan tenaga | 2. Pendayagunaan
kesehatan makn skala kesehatan skala provingt, lenaga kesehatan
nasional. skala kabupatentkota.
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. Pambinaan dan 3. Pelatihan diklal Pelatinan teknis skala
pengawasan pendidikan fungsional dan teknis kabupaten/kota.
dan pelatihan (diklat) dan skala provinsi.
Training OF Trainer [TOT)
lenaga kasehatan skala
nasional,
Fegistrasi, akmditasi, 4. Regisirasi, akreditast, Registrasi, akreditasi,
serfifikasi tenaga serifikasi lenaga sertifikasi tanaga
kesahalan skala nastonal kesehatan tertenty skala kesehatan terentu
seslal perallran provingl sesuai peraturan | skala kabupatenkota
perundang-undangan. perundang-undangan. 585131 peraturan
perundang-undangan.
Pemberian izin tenaga | 3. Pamberian rekomendasi Pembernian izn praktik
kesehatan asing sesuai izin lenaga kesehatan tenaga kesehatan
peraturan perundang- asing. terteniu.
undangan.
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KOTA

4 ﬂbat dan

Perbekalan
Kesghatan.

. ketersedizan,

Fameralaan,
Mulu Cbat dan
Kelerangkauan
Harga

{bat Serta
Parbekalan
Kasehatan,

1. Penyediaan dan
pengelolzan bulferstocr
obat nasional, alal
kesshatan tertentu,
reagensia terlaniu dan
vaksin tereniu skala
nasional,

2.a.Regisirasi, akreditast,
sertifikasi komodil

1, Penyedlaan dan '
pengelulaan buffersiook [
obal provinsi, akat
kesehatan, reagensia
dan waksin lainnya skala
provinsi.

2 .a_Sefifikasi zarana
produks dan distribusi

1. Penyadiaan dan
pengelalaan obat
pelayanan kesehatan
dasar, alat kesehatan,
reagensia dan vaksin
shala kabupalenskota,

£.a.Pengambilan -
samnling/canteh

kesehatan s2suai alat kesehatan, sadiaan farmasi i

peraturan perundang- Ferbekalan Kesehatan lapangan

undangairi, Rumah Tangga (FKRT}

Kelas Il
b. b. b, Pemerksaan setempat
zarana produkst dan
distnbus sechiaan
farmas.
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DAERAH KABUPATEN
KOTA

c. & Pengawasan dan
registrasi makanan
minurman produksi

| mmah tangga.

d, d. g, Sertlfikasi alal

kssehalan dan PKRT

Kelas |.

3.2, Pemberian izin industn | 3.2 Pemberian rekomendasi | 2.4 Pemberian
komadit kesehatan, alat i2in industr komoditi rekomendasl izin PEF
kesehatan dan Pedagang kegehatan, PEF dan Cabang, PBAK dan
Besar Farmasi (FBF) Pedagang Besar Alat Industri Kecil Obat

kesehatan [PBAK). Tradisignal {IKOT}.

b, b. Pemberan izin PEF b, Pemberian zin apotik,

Cabang dan IKOT. loko obal,

- 177 -



PEMERINTAHAN

NTAH .- DAERAH KABUPKIEN!
RN S ki v e KOTA
5. Pemberdayaan | 1. Femb&rda].ra'an : Pengelntamprmm: 1. Pen:.ralanggaraan 1. Penyelenggaraan
Masyarakat, Individe, kesehalan skala promosi kesehatan skaka promas kesehatan
Keluarga dan nasional. RrROViNSL. skala kabupatan/kala.
Masyarakat
Bemperilaky
Hidup Sehat dan
Pengembangan
Upaya
Kasehatan
Bersumberdaya
Masyarakat
{UKBM).
£. Manajemen . Kebijakan. 1. Penetapan narma, 1. Bimbingan dan 1. Penyelenggaraan,
Kasehatan. standar, prosedur, dan pengendalian nomma, himbingan dan
kriteria bidang kesehatan. slandar, prosadur, pengendalian
dar krileria bidang operasionalisasi
keséhatan. bidang kesehatan,
- 178 -
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2. Peneltian dan | 1.3.Pengelolaan penelitian | 1.a.Penyelenggaraan t.a. Penyelenggaraan
Pengembangan dan pengemitangan penelitian dan penealitian dan
Kesehatan, kesehatan strategis dan pengembangan pengembangan
terapan, sarta penapisan kasehatan yang kesehatan yang
ilmu pengatahuan mendukung peramusan mendukung
dan telmadogi {Iplek) kebijakan provinsi. perumusan kebijakan
kesehatan skala kabupatenfkola -
nagianal.
. Pengetolaan survei . Pengelolaan sirkesda
kesehatan dagrah skala kabupaternkota. ‘
{surkasda) skala
POV,
Femantaan Impdemantas
pemanfaatan |ptek penapisan Ipkek di
kesahatan skala provins, bidang pelayanan
kesghalan skala
kabupatenkota.
3. Ketjasama Luar | 1. Pengelnlzan kerjasama . Penyelengagaraan Penyelenggarsan
Wegeri. luEr negen di bidang Kenasama luvar negeri kenasama luar negeri
kesehatan skala skala provinsi. skala kabupaten'kola.
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PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN!

KOTA

Fengawasan
dan
Akuntabilitas.

embinaan, maonitoring,
evakasi dan

pengawasan skala
nasional.

. Pembinaan, monitaring,

evaluasi dan
pengawasan skala
provinsi.

. Pemkbinaan,

monitonng, evatuasi
dan pengawasan skala
lr:a_hupatanmula.

. Pengembangan
Sizlern nformas:
Kesehatan {SIK}.

. Perpelolaan dan

pengembangan SIK skala
nasional dan fasilitasi
pENQEMbANgan Sistem
informasi kesehatan
daerah

1. Pengebolaan SIK skala I1

provingd.,

Pengelolaan SIK skala
kabupatenfkola.
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